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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal I ayat (I) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dalarn pembukatin UU ASN bagian 

konsideran Menimbang huruf a dinyatakan bahwa UU ASN diundangkan dalam rangka 

pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD Tahun 1945) dengan membangun karakter ASN yang berintegritas, profesional, 

netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan 

peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 

Tahun 1945.

Pasal 10 UU ASN menyebutkan fungsi dari Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan adanya tiga 

fungsi ASN lersebut diharapkan tujuan nasional dapal tercapai sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial.

Pembentukan karakter ASN sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan melalui 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaiaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (selanjutnya disebut PERKA LAN 

Latsar CPNS Golongan III). Dalam PERKA LAN tersebut diwajibkan bagi CPNS peserta 

Latsar CPNS untuk membuat rancangan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi dalam 

waktu 4 bulan habituasi di tempat kerja.



B. Tujuan Aktualisasi

Aktualisasi kegiatan mempunyai beberapa tujuan, masing-masing yaitu:
1. Pemahaman yang lebih dalam berkenaan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang 

terdiri atas Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Pubiik, Komitmen Mutu, dan Anti 
Korupsi (selanjutnya disebut ANEKA).

2. Penerapan nilai-nilai dasar ASN yakni ANEKA dalam ruang lingkup aktualisasi 
kegiatan.

3. Peningkatan kualitas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian 

DPR RI sehingga dapat mendorong penvujudan pelayanan pubiik yang lebih baik.

C. Ruang Lingkup Waklu

Aktualisasi dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan 

Keahlian DPR RI pada tanggal 1 Juni-12 September 2018.

D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) mengamanatkan bahwa DPR RI memiliki 
tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi 
konstitusional DPR RI tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pervvakilan Daeraii, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

(selanjutnya disebut UU MD3). Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan 

politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Keahlian DPR RI

DPR RI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya memerlukan 

sistem pendukung {supporting system) yang memberikan dukungan administratif, 
persidangan, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas, kinerja tinggi, 
dan kompetensi yang memadai.Dalam Pasal 413 UU MD3 dijelaskan bahwa dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibentuk 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.Sekretariat Jenderal DPR RI 
berfungsi melaksanakan fungsi dukungan administrasi sementara Badan Keahlian



DPR R[ melaksanakan fungsi dukungan keahlian.Pada pertanggungjawabannya, 
Badan Keahlian DPR R] secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan 

secara administratif berada di bawah Sekrelariat Jenderal DPR RI.
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mcmiliki visi dan misi tahun 2016- 

2019 sebagai berikut:

VISI
Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 

profcsional,andal, transparan, dan akuntabel dalam mcndukung fungsi DPR RI.

MISI
1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, 

transparan, dan akuntabel.
2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI digambarkan sebagai berikut;

..omtiBDwV . B6F0JOIW
PEUDANOM urwA

4 lOiVOQ

b»«R8UA
tuu
MTU

UtfllU

^Blf»
fftMl

rwLajg

•'rtwr*

MMI
rsMiAi

NAT
Wn»Al

tVT I 
mmai I:
fIMO I

KWf
NBMAIM.

>CL«OU^M
Mvr .;
KVRI '

. NAT
; MM i
TinfM

Ti

Imsjw

Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan 

tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR RI Berdasarkan Pasal 30 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah:
1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;



2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Badan Keahlian;

3) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang- 

undang kepada DPR RI;

4) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada 

DPR Rl;

5) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas 

keuangan negara kepada DPR RI;

6) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR 

RI;
7) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan 

kepada DPR RI;

8) Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan

9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris 

Jenderal.

Reran dan fungsi dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan 

melaluilima pusat yaitu:

1) Pusat Perancangan Undang-Undang;

2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
3) Pusat Kajian Anggaran;

4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
5) Pusat Penelitian.
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2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak 

UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian DPR RI yang 

memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melakukan fungsi 
pengawasan.
a. Puspanlak UU memiliki visi dan misi tahun 2016-2019 sebagai berikut:

VISI
Terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan 

dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan 

yang aspiratif dan akuntabel.
MlSl
1) Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan 

Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di 
persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

2) Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam 

penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang 

profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

imdangan;
3) Mewujudkan kualitas analisis dan evakuasi pemantauan pelaksanaan undang- 

undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan
4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
Fungsi pengawasan DPR RI dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 69 

ayat (1) huruf c UU MD3 jo. Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Tata Tertib yang menyatakan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan 

mempunyai wewenang dan fungsi:
1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.
2) Melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang.
3) Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.
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Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU MD3, DPR R1

juga meiniliki fungsi memberikan Keterangan DPR RI atas permohonan perkara

pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di persidangan Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Dalam memberikan dukungan keahlian sebagaimana dijelaskan diatas,

Puspanlak UU menyelenggarakan kegiatan:

1) Pelaksanaaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK.

2) Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang 

politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, 

keuangan, industri dan perdagangan; dan

3) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

4) Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan agar pelaksanaannya berjalan secara profesional, tepat waktu dan 

akuntabel.

b. Fungsi Puspanlak UU

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;

2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspanlak UU;

3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;

4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Puspanlak UU;

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan 

pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di MK;

6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang- 

undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;

7) Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan 

penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;

8) Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;

9) Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;

10) Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;

11) Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan

12) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.



Bagan struktur organisasi dan tata kerja Puspanlak UU digambarkan sebagai berikut:

KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
RUDI ROCHMANSTAH, S.H., M.H.

ANALIS HUKUM

c. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU
Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai 
pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:
a) Menyusun kajian pemantaun terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan 

uraian tugas sebagai berikut:
1) Menelusuri UU yang akan dipantau;
2) Menyusun I'OR pemantauan pelaksanaan UU;
3) Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;
4) Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU 

lain;
5) Menyusun daftar peraturan non delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan 

UU yang dipantau;
6) Menyusun ‘‘matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU’VTabel 1;
7) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada 

Narasumber Pusat;
8) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada 

Narasumber Pusat (per K/L);
9) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (per stakeholder);
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10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan Narasumber Pusat;

11) Menyusun matrik hasil diskusi dengan Narasumber Pusat/1 Narasumber;

12) Menyusun Tabel Pengujian Implementasi/Tabel II;

13) Menyusun TOR pemantaun pelaksanaan UU untuk diajukan kepada 

Narasumber Daerah;

14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada 

Narasumber Daerah (per K/L);

15) Menenlukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan 

stakeholder daerah;

16) Melakukan diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);

17) Menyusun narasi hasil RDP dengan stakeholder daerah (per daerah, per 

stakeholder);

18) Menyusun Matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per 

stakeholder);

19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per 

daerah);

20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;

21) Menyusun Matrik Implementasi Komprehensif;

22) Menyempurnakan “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UUTVTabel
T.
A,

23) Menyusun kajian, analisis dan evaluasi UU.

b) Menyusun kajian pemantauan terkait peratuian pelaksanaan Undang-Undang.

1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;

2) Menyusun Daftar Status Keberlakuan UU (per tahun);

3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peraturan 

pelaksanaan (per UU);

4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;

5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (per UU);

6) Menelusuri putusan MK yang terkait dengan UU (per UU);
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c) Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang;
1) Menerima Berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, rekap perkara, 

permintaan dan data risalah dan distribusinya.

2) Penyusunan draft Keterangan DPR.

3) Penyusunan Perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan 

Permohonan Perkara Pengujian UU.

4) Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan Executive Summary dan 

pendampingan Tim Kuasa.

d) Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan
MK dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-Undang;
1) Menghadiri sidang permohonan Perkara MK yang diujikan;

2) Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara MK yang 

diujikan.

e) Mengeiola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK,
serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK.
1) Inventarisasi Putusan MK terhadap UU yang dikaji;

2) Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan MK:

3) Menyusun perbaikan draft Anaiisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan 

MK;

4) Penyempurnaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK.
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BAB II
KEGUTAN AKTUALISASI

A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara

ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

pubiik, dan perekat dan pemersatu bangsa hams didasari atas lima nilai-nilai dasar 

profesi ASN yaitu:
1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemenuhan pertanggungjawaban terhadap amanah 

yang diberikan terhadap ASN. Mekanisme Akuntabilitas pada suatu organisasi akan 

berbeda dengan mekanisme akuntabilitas organisasi lainnya. Contoh mekanisme 

akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem 

akreditasi, dan sistem pengawasan.Ada banyak aspek yang hams diperhatikan dalam 

menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel yaitu:
a. Kepemimpinan

Pimpinan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel 
yang dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain {lead by emmple\ 
menularkan efek positif bagi bawahannya dengan menerapkan komitmen yang 

tinggi dalam melakukan pekerjaan.
b. Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasama 

yang lebih baik antara kelompok internal dan ekstemal, meningkalkan 

akuntabilitas keputusan yang diambil dan meningkatkan kepercayaan kepada 

pimpinan.
c. Integritas

Integritas individu pada institiisinya akan memunculkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga muncul kepercayaan 

masyaralat {public trust) terhadap institusi tersebut.
d. Tanggungjawab

Tanggung jawab mempakan kewajiban individu untuk menanggung keputusan 

yang dibuat, dimana setiap keputusan pasti akan mebawa konsekuensinya.
e. Keadilan
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Keadilah harus ditegakkan demi kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga 

institusi mampu bekerja secara maksimal.
f. Kepercayaan

Lingkungan yang akuntabel tidak akan tercapai jika dibangun dari hai-hal yang 

tidak dapat dipercaya, karena kepercayaan yang mendorong terciptanya 

akuntabilitas.
g. Keseimbangan

Keseimbangan diperlukan untuk tercapainya akuntabilitas yakni keseimbangan 

antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas.
h. Kejelasan

Agar individu/kelompok mampu menciptakan akuntabilitas, maka harus ditetapkan 

tujuan dan hasil yang akan dicapai secara jelas terlebih dahulu.
i. Konsistensi

Suatii kebijakan harus diiaksanakan secara konsisten agar memiliki dainpak pada 

lingkungan kerja yang akuntabel.

2. Nasionalisme
Nasionalisme diartikan sebagai pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan 

negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Secara lebih !uas, nasionalisme dapat 
dikaitkan pula dengan Pancasila sehingga nasionalisme kemudian dimaknai sebagai:
a. Menempatkan pcrsatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.
b. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan pribadi dan golongan.
c. Bangga dan tidak merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia.
d. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia.
e. Mengembangkan sikap lenggang rasa.

3. Etika Publik
Etika publik adalah refleksi atas standar/norma yang menentukan bailol^uruk, 

benar/salah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk mengarahkan 

kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan.Etika dapat 
bersumber dari agama, lingkungan masyarakat atau umum, peraturan formal, 
keluarga, hati nurani, atau adal istiadat.Elika diekspresikan dalam bentuk wiraga 

(tubuh), wicara (kesatuan ucapan), atau busana.
Nilai-nilai dasar dalam etika publik terdiri dari;
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a. Berpegang teguh pada Pancasila.
b. Setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945.
c. Menjalankan tugas dengan profesional.
d. Keputusan dibuat bcrdasarkan prinsip keahlian.
e. Menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif.
f. Menjunjung tinggi etika luhur.
g. Bertanggungjavvab terhadap kinerja.
h. Mampu melaksakan kebijakan pemerintah.
i. Memberikan layanan secara cepat, tepat dan santun.
j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas.
k. Menghargai komunikasi dan kerjasama.
l. Mengutamakan pencapaian basil.
m. Mendorong kesetaraan pekerjaan.

4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah sesuatu hal yang dilaksanakan secaraa terintegrasi dengan 

unit/instansinya untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar 
dapat memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu erat 
kaitannya dengan:
a. Efektivitas
b. Etisiensi
c. Inovatif
d. Kreativitas
e. Produktivitas
Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu:
a. Komitmen bagi kepuasan masyarakat.
b. Pemberian layanan yang cepat, tepat dan ramah.
c. Pemberian layanan yang menyentuh hati, sehingga walaupun fasilitas seadanya 

masyarakat letap dapat merasakan kenyamanan publik.
d. Memberikan pelayanan yang melindungi masyarakat, misalnya karena munculnya 

kebijakan baru.
e. Menggunakan inovatif dalam pengambilan keputusan.
f. Upaya perbaikan secara berkelanjutan.
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5. Anti Korupsi

Anti korupsi adalah suatu perilaku yang menghindari dari segala perbuatan yang 

mengarahkan kepada korupsi.Sementara korupsi merupakan sebuah lindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(selanjutnya disebut UU Tipikor) yang terwujud dalam tujuh perbuatan yang dapat 

dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Kerugian Keuangan Negara

2) Suap-Menyuap

3) Penggelapan Dalam Jabatan

4) Pemerasan

5) Perbuatan Curang

6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

7) Gratifikasi

Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah:
1) Disiplin

2) Peduli

3) Kerja keras

4) Adil

5) Mandiri

6) Tanggungjawab

7) Sederhana

8) Berani

9) Jujur

B. Rancangan Aktualisasi 

1. Analisa Kondisi

a. Kondisi Saat Ini {Exisling Condition)

Undang-undang sebagai produk legislasi dari DPR RI telah banyak dilakukan 

pengujian oleh MK sejak tahun 2004. Hingga tahun 2018, MK telah memutus 

sebanyak 248 putusan dari total 123 undang-undang yang seluruhnya dan/atau
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sebagian materinya dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK.
Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 

Pembentukan Peraturan) telah menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK 

merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. 
Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut 
dilakukan oleh DPR RI atau Presiden.

DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk 

menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang yang telah diujikan. Namun 

demikian, hingga saat ini kewajiban tersebut baru dilaksanakan sebatas pendataan 

putusan MK dan pendataan undang-undang yang telah diujikan oleh MK dalam 

bentuk tabel/matriks.
Penyajian data undang-undang yang telah diputus oleh MK sudah disajikan 

secara rinci dalam bentuk analisis dan evaluasi di website Puspanlak UU. Namun 

demikian, untuk alasan kemudahan anggota DPR, pegawai di lingkungan 

Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat dibutuhkan penyajian 

data putusan yang terintegrasi dalam satu dokumen terkait pasal-pasal mana saja 

yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi.

b. Kondisi Yang Diharapkan {Ideal Condition)
Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR 

RI sebagai pembuat undang-undang melaiui proses Icgisiasi. Materi muatan yang 

harus dimuat dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR RI yaitu;
1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945;
2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3) Pengesahan perjanjian intemasional tertentu;
4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka DPR RI berkewajiban menindaklanjuti 
perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. 
Disamping itu, anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas memerlukan pasal/ayat yang telah

17



diubah pasca putusan MK dalam bentuk satu dokumen yang lebih mudah untuk 

dibaca dan dipahami.

Produk iegislasi DPR RI berupa undang-undang organik saat ini telah 

dipublikasikan dalam JDIH secara cepat dan dapat diunduhdengan bebas. Idealnya, 

publikasi undang-undang yang telah dilakukan perubahan pasca putusan MK juga 

seharusnya dapat dipublikasikan secara cepat dan dapat diakses oleh masyarakat 
dengan mudah.

Puspanlak UU yang fokus menangani penanganan perkara permohonan 

pengujian undang-undang di MK juga dapat menyajikan data putusan MK yang 

terintcgrasi dengan undang-undang organik dalam satu dokumen terkait pasal-pasal 

mana saja yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi. 
Diharapkan dengan dipublikasikannya perubahan undang-undang pasca putusan 

MK yang terintcgrasi dalam satu dokumen, dapat membantu anggota DPR RI, 

pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta 

masyarakat luas dengan cepat mengetahui bagian mana saja dalam undang-undang 

yang telah mengalami perubahan.

c. Gap Analysis

Antara kondisi saat ini {existing condition) dan kondisi yang diharapkan 

{ideal condition) diatas terdapatg£//?ataujarak berupa:

1) Adanya kewajiban untuk menindakJanjuti putusan MK terhadap undang-undang 

yang bclum efektif dilakukan. Tindak lanjut yang telah diupayakan adalah 

dengan rnembuat database undang-undang pasca putusan MK yang belum 

terintcgrasi dengan undang-undang organiknya.

2) Kebutuhan anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas untuk mendapatkan akses mudah 

dan cepat dari perubahan undang-undang pasca putusan MK dalam website 

DPR RI belum terpenuhi karena masih terpisah antara undang-undang organik 

dengan hasil putusan MK yang belum terintcgrasi dalam satu dokumen.

2. Penyebab

• Internal: Pengerjaan pendataan hasil putusan MK terhadap undang-undang masih 

manual melalui tabel/matriks yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis dan 

evaluasi secara deskriptif di website Puspanlak UU.
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• Eksternal: Belum terintegrasinya produk Puspanlak UU dengan produk DPR RI 

dalam menindaklanjuti undang-undang yang diubah oleh pulusan MK 

menyebabkan penyajian dokumen undang-undang organik masih terpisah dengan 

basil putusan MK.

3. Manfaat

• Internal: Memudahkan anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam merumuskan rancangan undang- 

undang dan kebijakan berbasis undang-undang.

• Eksternal: Memudahkan masyarakat dalam mendapat akses undang-undang yang 

telah diubah akibat putusan MK sebagai dasar hukiim yang bcrlaku di scliiruh 

Indonesia.

4. Hasil/Output

Output yang akan dihasilkan dari rancangan ini adalah dokumen perpaduan 

undang-undang organik dengan putusan MK yang akan ditampilkan dalam website 

Puspanlak UU dan dapat diunduh secara bebas, dan akan ferus diperbaharui setiap 

kali ada putusan MK yang mengubah isi undang-undang.

5. Identifikasi Isu
Permasalahan diatas diharapkan dapat menjavvab pelayanan publik menjadi lebih 

efektif dan efisien dengan menggunakan analisis SWOT sebagai beiikut:

Strength

• DPR RI memiliki fungsi 
legislasi dalam membentuk dan 
mengubah undang-undang.

• Puspanlak UU menjadi pusat 
database putusan MK di DPR
RI

• Tersedianya website Puspanlak 
UU yang dapat diakses 
langsung oleh masyarakat.

• Masyarakat membutuhkan data
undang-undang yang telaii
mengalami perubalian oleh
putusan MK.

• Kesempatan memberikan
Opportunity pelayanan informasi yang

terbaru terkait undang-undang
yang telah mengalami
perubahan oleh putusan MK j
menjadi lebih efektif dan j
efisien. I

Weakness

L'fi , ’.r^S ^
y‘:v:>;.r V.;':' I

Tidak adanya sarana pendukaing 
berupa aplikasi yang dibiiat khusus 
untuk memasukkan data putusan 
MK ke dalam undang-undang. 
Tidak adanya undang-undang yang 
ditampilkan dalam JDIH dalam 
bentuk tile word, sehingga 
membutuhkan usaha untuk 
konversi dokumen.

• Tindak laiijut putusan MK menjadi 
undang-undang perubalian 
merupakan wilayah politik hukum 
DPR RI yang hingga kini belum 
ditindaklanjuti melalui pengesahan 
undang-undang perubahan.



a. Isu yang ditetapkan

Dari paparan analisa kondisi diatas, maka dapat dilihat isu yang harus segera 

ditangani yaitu belum optimalnya penyajian undang-undang pasca putusan 

MK yang menycbabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan 

efisien.

b. Gagasan Pemecahan Isu

Dengan melihat kepada isu diatas, maka imincul gagasan untuk pemecahan isu 

tersebut adalah dengan cara mengolah dan menginput putusan MK ke dalam 

satu dokumen yang memadukan antara undang-undang organik dengan 

putusan MK dan pertimbangan hukumnya, dan juga menanipilkan di 
website Puspaiilak Ull agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR 

RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dai? Badan Kcah/ian DPR 

RI serta masyarakat iuas.

c. Target Jangka Waktu
1) Pendek

Dalam waktu 3 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus 

MK pada tahun 2018 telah disajikan dalam dokumen yang dipublikasikan 

melalui website Puspanlak UU.
2) Menengah

Dalam waktu 6 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus 

MK pada tahun 2010-2018 telah disajikan dalam dokumen yang

dipublikasikan meiatui website Puspanlak UD.
3) Panjang

Dalam waktu 1 tahun ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus 

MK pada tahun 2005-2018 telah disajikan dalam dokumen yang

dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

6. Rancangan Aktualisasi
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No.

1.

2.

Kegiatan

Mengumpulkan 
data putusan MK 
terkait pengujian 
UU selama tahun 
2018

Mengubah bentuk 
dokumen UU dari 
.pdfmenjadi .doc

Tahapan Kegiatan

1. Menelusuri 
putusan MK 
selama 2018

2. Mengidentifikasi 
jenis putusan 
yang dihasilkan

3. Mendata amar 
putusan ke dalam 
satu dokumen

1. Mengumpulkan 
UU organik 
terkait dari JDIH 
DPR

2. Mengkonversi 
file UU organic 
dari .pdf menjadi 
.doc
menggunakan 
Nitro Pro

Output/Hasil

1. Folder kumpulan 
Putusan MK 
tahun 2108

2. Pemilahan 
dokumen 
Putusan MK 
yang dikabulkan 
seluruhnya atau 
tafsiran bersyarat 
tahun 2018

3. Dokumen berisi 
amar putusan 
tahun 2018

1. Folder kumpulan 
UU organik 
terkait

2. Dokumen UU 
organik terkait 
dalam bentuk 
.doc

Keterkaitan 
Substansi Mata 

Pelatihan ANBKA
Akuntabilitas
Nasionalisme

Akuntabilitas 
Komitmen Mutu

Kontribusi Terhadap 
Vis! Misi Organisasi

Mewujudkan kualitas 
pemberian dukungan 
keahlian kepada DPR 
RI dalam penanganan 
perkara pengujian 
undang-undang 
terhadap UUD Tahun 
1945 yang
profesional, tepat 
vvaktu akuntabei, dan 
sesuai ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan
Mewujudkan kualitas 
pemberian dukungan 
keahlian kepada DPR 
RJ dalam penanganan 
perkara pengujian 
undang-undang 
terhadap UUD Tahun 
1945 yang
profesional, tepat 
waktu akuntabei, dan 
sesuai ketentuan 
peraturan perundang-

Penguatan Nilai 
Organisasi

Profesional
Transparan
Akuntabei

Profesional
Akuntabei



Menginput data 
putusan MK 
kedalam dokumen 
baru per nomor UU

Membuat daftar 
dokumen UU yang 
telah diinput

5. Mempublikasikan

1. Memberi tanda 
pada pasal yang 
mengalami 
perubahan

2. Memasukkan 
amar putusan MK 
ke dalam catatan 
pasal yang 
diputus

3. Memasukkan 
pertimbangan 
hakim atas pasal 
yang diubah

1. Mendata UU 
yang telah 
dilakukan input 
putusan MK

2. Mengumtkan UU 
yang telah diinput 
berdasarkan 
tahun putusan

Dokumen UU 
yang telah diberi 
tanda pasal yang 
diubah oleh 
putusan MK 
Dokumen UU 
yang telah 
dimasukkan 
catatan amar 
putusan MK

1. Koordinasi

1. Daftar dokumen 
UU yang telah 
diberi input 
putusan MK 
Folder kumpulan 
UU yang telah 
diinput putusan 
MK

1. Undangan rapat

Akuntabilitas 
Komitmen Mutu

Akuntabilitas 
Komitmen Mutu

undangan
Mewoijudkan kualitas 
pemberian dukungan 
keahlian kepada DPR 
RI dalam penanganan 
perkara pengujian 
undang-undang 
terhadap UUD Tahun 
1945 yang 
profesional, tepat 
waktu akuntabel, dan 
scsuai ketentuan 
peraturan penindang- 
undangan

Akuntabilitas

Mevvujudkan kualitas 
pemberian dukungan 
keahlian kepada DPR 
RI dalam penanganan 
perkara peng-ujian 
undang-undang 
terhadap UUD Tahun 
1945 yang 
profesional, tepat 
waktu akuntabel, dan 
sesuai ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan
1. Memperkuat

Profesional
Akuntabel

Transparan
Akuntabel

Andal
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dokumen yang lelah dengan TU untuk koordinasi Nasionalisme kelembagaan Transparan
diinput ke website menjadwalkan 2. Dokumen pointer Etika Publik Puspanlak UU Akuntabel
Puspanlak UU rapat koordinasi materi rapat Komitmen Mutu sebagai unit

dengan BDTI 3. Daftar Absensi Anti Korupsi organisasi Badan
2. Menyiapkan rapat Keahlian DPR RI

substansi rapat 4. Laporan Singkat dalam memberikan
dan prosedur hasil rapat dukungan keahlian
manual yang 5. Unggahan kepada DPR RI
akan dirapatkan dokumen di dalam menjalankan

3. Rapat koordinasi website Puspanlak fungsi pengawasan
dengan BDTI UU dan pemberian
untuk membuat Keterangan DPR
halaman khusus RI di persidangan
di website terkait Mahkamah
penyajian UU Konstitusi yang
yang tel ah profesional dan
dimasukkan akuntabel.
putusan MX 2.Mewujudkan

4. Mengunggah kualitas pemberian
dokumen yang dukungan keahlian
telah diinput ke kepada DPR RI
website dalam penanganan
Puspanlak UU perkara pengujian

5. Memperbaharui undang-undang
dokumen UU terhadap UUD
secara berkala per Tahun 1945 yang
bulan profesional, tepat

waktu akuntabel.
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6. Melakukan 
sosialisasi terhadap 
publikasi dokumen 
secara internal

1. Koordinasi 
dengan TU untuk 
menjadwalkan 
rapat sosialisasi 
yang ditujukan 
kepada anal is 
hiikum

2. Menyiapkan 
substansi rapat 
sosialisasi dan 
prosedur manual 
yang akan 
dirapatkan

3. Koordinasi 
dengan TU 
terkait absensi 
rapat sosialisasi

4. Membuat laporan 
singkat
pembahasan rapat 
sosialisasi.

1. Undangan rapat 
sosialisasi

2. Dokumen 
pointer mated 
rapat sosialisasi

3. Daftar Absensi 
rapat sosialisasi

4. Laporan Singkat 
hasil rapat 
sosialisasi

5. Unggahan 
dokumen di 
website 
Puspanlak UU

Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 

Komitmen Mutu 
Anti Korupsi

dan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

sesuai

Memperkuat 
kelembagaan 
Puspanlak UU 
sebagai unit 
organisasi Badan 
Keahlian DPR RI 
dalam memberikan 
dukungan keahlian 
kepada DPR RI 
dalam menjalankan 
fungsi pengawasan 
dan pemberian 
Keterangan DPR RI 
di persidangan 
Mahkamah Konstitusi 
yang profesional dan 
akuntabel

Andal
Transparan
Akuntabel

24



BAB 111

CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara uinum berjalan sesuai dengan rencana yang 

sudah disusun dalam Rancangan Aktualisasi karena kegiatan aktualisasi ini merupakan 

sebuah inovasi baru dari salah satu tugas pokok fungsi Analis Hukum yaitu mengelola 

database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK. Hanya saja dalam 

pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian sesuai arahan atasan lerkait judul, tools 

dan pelaksanaan jadwal kegiatan aktualisasi dikarenakan hal-hal situasional yang terjadi 

di lapangan. Adapun kerangka waktu kegiatan aktualisasi yang dilakukan dari tanggal I 

Juni hingga 22 September 2018 adalah sebagai berikut:

No Nama Kegiatan

5.

6.

7.

Mengumpulkan data 
putusan MK terkait 
pengujian UU selama 
tahun 2018
Mengubah bentuk 
dokumen UU dari .pdf 
menjadi .doc
Menginput data 
putusan MK kedalam 
dokumen baru per 
nomor UU
Membuat daftar 
dokumen UU yang 
telah diinput
Mempublikasikan 
dokumen yang telah 
diinput ke website 
Puspanlak UU
Melakukan rapat 
koordinasi terhadap 
publikasi dokumen 
secara internal
Pembuatan
Aktualisasi

Laporan

Agustus September
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B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi
Seluruh kegiatan aktualisasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan, berikut 

uraian lengkapnya:

No Nama Kegiatan Waktu Tahapan Kegiatan Keterangan

I.
Mengumpulkan data 
putusan MK terkait 
pengujian UU selama 
tahun 2018

Pekan 1
dan 4 Juni
2018

1. Menelusuri putusan MK 
selama 2018

2. Mengidentifikasijenis putusan 
yangdihasilkan

3. Mendata amar putusan ke 
dalam satu dokumen

Terlaksana

2. Mengubah bentuk 
dokumen UU dari .pdf 
menjadi .doc

Pekan 4
Juni-Pekan
3 Juli 2018

1. Mengumpulkan UU organik 
terkait dari JDIH DPR

2. Mengkonversi file UU organik 
dari .pdf menjadi ,doc 
menggunakan Adobe Acrobat
DC

Terlaksana

3. Menginput data 
putusan MK kedalam 
dokumen baru per 
nomor UU

Pekan 2-4
Juli 2018

1. Memberi tanda pada pasal yang 
mengalami perubahan

2. Memasukkan amar putusan MK 
ke dalam catatan pasal yang 
diputus

3. Memasukkan pertimbangan 
hukum atas pasal yang diubah

Terlaksana

4. Membuat daftar 
dokumen UU yang 
telah diinput

Pekan 1-2 
Agustus 
2018

1. Mendata UU yang telah 
dilakukan input putusan MK

2. Mengurutkan UU yang telah 
diinput berdasarkan tahun 
putusan

Terlaksana

5. Mempublikasikan 
dokumen yang telah 
diinput ke website 
Puspanlak UU

Pekan 2 
Agustus- 
Pekan 1 
September 
2018

1. Koerdinasi dengan TU untuk 
menjadwalkan rapat koordinasi 
dengan BDTl

2. Menyiapkan substansi rapat dan 
prosedur manual yang akan 
dirapatkan

3. Rapat koordinasi dengan BDTI 
untuk membuat halaman
khusus di website terkait 
penyajian UU yang telah 
dimasukkan putusan MK

4. Mengunggah dokumen yang 
telah diinput ke website

Terlaksana
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Puspanlak UU
5. Memperbaharui dokumen UU 

secara berkala per bulan
6. Melakukan rapat 

koordinasi terhadap 
publikasi dokumen 
secara internal

Pekan 2 
September 
2018

1. Koordinasi dengan TU untuk 
menjadwalkan rapat koordinasi 
yang ditujukan kepada analis 
hukum

2. Menyiapkan substansi rapat 
koordinasi dan prosedur manual 
yang akan dirapatkan

3. Koordinasi dengan TU terkait 
absensi rapat koordinasi

4. Membuat laporan singkat 
pembahasan rapat koordinasi.

Terlaksana

C. Uraian Kegiatan Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN
Berikut adalah uraian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI, yaitu:

KEGIATAN 1

Nama Kegiatan Mengumpulkan data Putusan MK terkait pengujian UU selama tahun 
2018

Identifikasi Masalah Jumlah Putusan MK pada tahun 2018 sebanyak 83 putusan yang terdiri 
dari tidak diterima, diiolak dan dikabulkan. Selama ini belum pernah 
dilakukan pembuatan matriks/tabel yang memilih jenis-jenis putusan 
yang berimplikasi pada materi muatan undang-undang mana saja yang 
sudah tidak memiiiki kekuatan hukum tetap.

Tujuan Memilah jenis-jenis Putusan MK agar bisa di identifikasi putusan mana 
saja yang tidak diterima, ditolak dan dikabulkan, serta identifikasi 
undang-undang apa saja yang diputus.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme

Waktu Pekan 1 dan 4 Juni 2018

Output/Hasil
Kegiatan

1. Dokumen kumpulan Putusan MK tahun 2018
2. Dokumen pemilahan dokumen Putusan MK yang dikabulkan 

seluruhnya atau tafsiran bersyarat tahun 2018
3. Dokumen berisi amar putusan tahun 2018

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Menelusuri Putusan MK selama 2018
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Mengumpulkan seluruh Putiisan MK sepanjang tahun 2018 yang berkaitan dengan pengujian 
undang-undang yang diakses dari
https://mkri.id/indcx.php?paae=web.Putiisan&.idi=l&kat=l&menu=5

2. Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan
Setelah seluruh Putusan MK tahun 2018 lerkumpul, kemudian diidentifikasi hanya Putusan 
MK yang dikabulkan saja sebagai bahan input di kegiatan ini.

3. Mendata amar putusan ke dalam satu dokumen
Dari seluruh Putusan MK tahun 2018 yang dikabulkan, kemudian dilengkapi lagi dengan 
Pokok Amar Putusan yang mendata pasal/ayat mana saja yang dinyatakan bertentangan atau 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menelusuri Putusan MK sepanjang tahun 2018, data diambil hanya dari sumber primer 
yaitu website resmi Mahkamah Konstitusi dengan alamat www.mkri.id. Hal ini mencerminkan 
nilai akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab dan transparansi, dan nilai Nasionalisme 
dengan nilai dasar menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan 
golongan.

1. Akuntabilitas
Tanggung jawab yaitu sumber yang dijadikan acuan adalah sumber yang terpercaya dan dapat 
dipertanggungjawabkan, karena Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yudikatif yang 
diberi kewenangan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 untuk menguji undang-undang 
terhadap UUD Tahun 1945. Transparansi yaitu data putusan yang diambil merupakan data 
primer yang dikeluarkan secara resmi oleh MK melalui website www,mkri.id, tidak ada 
putusan yang tidak dipublikasikan dalam website tersebut.

2. Nasionalisme
Banyak situs swasta lain yang menampilkan salinan Putusan MK, namun data yang diambil 
langsung dari laman resmi Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dengan 
menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mengambil data primer secara 
langsung dari laman resmi MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Profesional

DPR RI dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang merupakan amanat 
langsung UUD Tahun 1945, sehingga pengambilan data akan lebih profesional jika 
bersumber dari lembaga yang setara.

2. Transparan
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Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang mencerminkan 
transparansi data.

3. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang dapat diverifikasi 
langsung validitasnya.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah Putusan MK yang ditampilkan dalam laman resmi MK 
kesemuanya dilindungi dengan kode tertentu, sehingga dalam penyalinan judul perkara dan 
amar putusan harus dilakukan ketik ulang secara manual.

Solusi

File Putusan MK yang dilindungi dengen kode tertentu tersebut dilakukan konversi secara 
online melalui situs }\> kemudian disalin bagian pokok amar putusan yang 
menyatakan pasal/ayat tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan Aneka

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya 
data Putusan MK yang dilakukan input dikarenakan bersumber bukan dari sumber primer.

KEGIATAN 2

Nama Kegiatan Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc

Identifikasi Masalah Meskipun undang-undang merupakan produk legislasi dari DPR RI, 
namun dokumen undang-undang yang ada di JDIH DPPv RI merupakan 
undang-undang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Sekretariat 
Negara menerima draft RUU yang telah disahkan dalam Paripurna 
DPR RI untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Setelah diberikan 
nomor undang-undang dan dicatat dalam Lembaran Negara, 
Sekretarian Negara mengirimkan kembali naskah undang-undang ke 
DPR RI dalam bentuk dokumen asli maupun dokumen hasil scan 
dalam bentuk .pdf. Hal ini menyebabkan undang-undang yang ada 
tidak bisa digunakan secara langsung untuk dilakukan input data 
Putusan MK.

Tujuan Untuk melakukan input data Putusan MK terhadap pasal/ayat yang 
dibatalkan kedalam undang-undang yang dilakukan uji materi oleh 
MK.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu
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Waktu Pekan 4 Juni - Pekan 3 Juli 2018

Output/Hasil
Kegiatan

1. Folder kumpulan undang-undang organik terkait
2. Dokumen undang-undang organik terkait dalam bentuk .doc

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mengumpulkan UU organik terkait dari JDIH DPR
Dari data Putusan MK tahun 2018 dapat diketahui undang-undang apa saja yang telah 
dilakukan uji materiil, yang kemudian undang-undang tersebut diunduh dari JDIH DPR RI 
di lainan htti)://di)r.go.id/idih/uu.

2. Mengkonversi file UU organik dari .pdf menjadi .doc menggunakan Adobe Acrobat DC 
Dokumen undang-undang organik di JDIH DPR RI memiliki format .pdf, sehingga untuk 
melakukan input data harus dikonversi terlebih dahulu menjadi format .doc. Dari rencana 
hanya menggunakan aplikasi yang gratis Nitro Pro agar tak membuat beban anggaran baioi, 
dapat menggunakan aplikasi premium Adobe Acrobat DC seteiah berkoordinasi dengan 
BDTI.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mengubah dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI dengan format .pdf menjadi 
.doc, digunakan aplikasi konversi premium agar mendapat basil yang lebih baik. Hal ini 
mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar transparansi dan integritas, dan nilai 
Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan.

1. Akuntabilitas
Transparansi yaitu dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI yang diambil merupakan 
produk legislasi DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Integritas yaitu meskipun 
dokumen di JDIH DPR RI merupakan salinan dari Sekretariat Negara, naimin sebagai 
lembaga pembentuk undang-undang maka dokumen yang diambil tetap dan JDIH DPR RI 
untuk menciptakan keyakinan masyarakat terhadap DPR RI sebagai pembuat undang- 
undang.

2. Komitmen Mutu
Komitmen mutu untuk menjaga basil konversi tetap sepeiti aslinya menggunakan aplikasi 
premium Adobe Acrobat DC. Pada awalnya dalam rancangan aktualisasi hanya akan 
menggunakan Nitro Pro gratis agar tidak menimbulkan beban anggaran baru, tetapi seteiah 
berkoordinasi dengan BDTI diberikan aplikasi premium yang dapat terus digunakan secara 
berkelanjutan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, menggunakan aplikasi konversi 
premium untuk mengubah format dokumen sesuai aslinya mencerminkan kualitas dalam 
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Profesional

DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam menggunakan aplikasi premium 
dalam setiap kegiatan, sehingga profesional dalam menetapkan aturan anti pembajakan dan 
menerapkannya dalam kegiatan internal.

2. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat 
undang-undang.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah dalam meminta aplikasi premium ke BDTI membutuhkan waktu 
karena personel BDTI sering dinas luar kota, dan setelah penggunaan aplikasi premium setelah 
beberapa hari terdapat gangguan dari antivirus yang terpasang sehingga harus menunggu waktu 
lagi untuk dapat diperbaiki oleh BDTI.

Solusi

Aplikasi Nitro Pro yang tidak bisa mengkonversi file yang terlindungi kode diganti dengan 
aplikasi premium Adobe Acrobat DC, dengan terlebih dahulu melakukan uninstall antivirus 
yang telah terpasang.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya 
data undang-undang yang dilakukan input dikarenakan bukan dari laman resmi DPR RI sebagai 
pembuat undang-undang dan tidak adanya perbaikan secara berkelanjutan jika terus 
menggunakan aplikasi gratis dengan fasilitas terbatas.

KEGUTAN 3

Nama Kegiatan Menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor 
undang-undang.

Identifikasi Masalah Perubahan atas undang-undang yang pasal/ayatnya dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR 
RI.

Tujuan Untuk menginformasikan kepada Anggota DPR RI pada umumnya dan 
masyarakat pada khususnya bahwa pada pasal/ayat tertentu dalam 
undang-undang telah dinyakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak lagi dapat 
dijadikan dasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK
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Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu

Waktu Pekan 2 Juli -Pekan 4 Juli 2018

Output/Hasil
Kegiatan

1. Dokumen undang-undang yang telah diberi tanda pasal yang diubah 
oleh Putusan MK.

2. Dokumen undang-undang yang telah dimasukkan catatan amar 
Putusan MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Memberi tanda pada pasal/ayat yang inengalami perubahan pasca Putusan MK
Dari data Pokok Amar Putusan kemudian dimasukkan ke dalam pasal/ayat undang-undang 
yang telah dikonversi sebelumnya. Pasal/ayat tersebut ditandai dengan wama hitam pada 
bagian seluruh isi pasal/ayat dan wama merah khusus pada kata/frasa yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

2. Memasukkan amar Putusan MK ke dalam catatan pasal/ayat yang diputus
Setelah pasal/ayat ditandai, lalu diberi catatakan kaki yang berisi pokok amar putusan dan 
keterangan bahwa putusan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang 
tersebut atau belum ditindaklanjuti.

3. Memasukkan pertimbangan hukum atas pasal yang diubah
Scbagai lampiran dokumen, pertimbangan hukum Majelis Hakim MK atas pasal/ayat yang 
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ditampilkan dengan harapan dapat 
memberi informasi hukum yang lengkap terkait alasan hukum pembatalan. Setelah itu 
dokumen dikonversi menggunakan Adobe Acrobat DC dengan ditambahkan password agar 
tidak bisa disalin.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per noraor undang-undang, 
diiakukan dengan menginput pokok amar putusan tahun 2018 dan putusan tahun-tahun 
sebelumnya yang terkait dengan undang-undang yang diuji. Hal ini mencerminkan nilai 
Akuntabilitas dengan nilai dasar langgung Jawab, dan nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar 
pemberian layanan yang cepat dan tepat.

1. Akuntabilitas
Tanggung jawab dalam melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu salah satu materi muatan 
yang hams diatur dengan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah 
Konstitusi.

2. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu untuk memberikan kebutuhan infomiasi hukum atas pasal/ayat yang 
dibatalkan melalui Putusan MK diberikan sebagai bentuk pelayanan publik secara cepat dan 
tepat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi
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Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR Rl, memasukkan Putusan MK beserta 
pertimbangan hukumnya ke dalam undang-undang organiknya mencenninkan kualitas dalam 
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Profesional

DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam memberikan informasi hukum 
atas adanya perubahan dalam undang-undang yang dibuat.

2. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat 
undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD Tahun 
1945.

Kendala Dalam Aktualisasi

Arahan atasan untuk mengubah;

1. Judul diubah menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi”.

2. Penggunaan kata “pertimbangan hakim” pada lampiran dokumen diubah menjadi 
“pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi”.

Solusi

Mengubah Judul menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi” dan pada lampiran dokumen diubah menjadi “pertimbangan 
hukum Mahkamah Konstitusi”.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah masyarakat 
masih menggunakan undang-undang yang masih asli sehingga dapat menyebabkan kesalahan 
dalam mengambil dasar hukum.

KEGIATAN 4

Nama Kegiatan Membuat daftar dokumen undang-undang yang telah di input Putusan 
MK

Identifikasi Masalah Belum dilakukan inventaris atas undang-undang yang telah di input 
Putusan MK

Tujuan Untuk mendata jumlah undang-undang yang telah di input Putusan 
MK dan jumlah Putusan MK baik putusan tahun 2018 maupun 
putusan lain yang terkait undang-undang tersebut dan agar sinkron 
dengan data laporan.
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Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu

Waktu Pekan 1 - Pekan 2 Agustus 2018

Output/Hasil
Kegiatan

1. Daftar dokumen undang-undang yang telah diberi input Putusan 
MK.

2. Folder kumpulan undang-undang yang telah diberi input Putusan 
MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mendata undang-undang yang telah dilakukan input Putusan MK 
Dokumen-dokumen yang telah lengkap dan telah dikonversi dalam format .pdf dengan 
kriteria tertentu, kemudian dicatat nomor dan tahun undang-undangnya.

2. Mengurutkan undang-undang yang telah dilakukan input berdasarkan tahun putusan 
Putusan MK tahun 2018 telah membatalkan pasal/ayat dalam 7 undang-undang yaitu;
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dpewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mendata undang-undang yang telah dilakukan input Putusan MK, dilakukan dengan 
inventaris nomor Putusan MK dan nomor undang-undang agar data yang ada sesuai dengan 
laporan. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar konsistensi, dan nilai 
Komitmen Mutu dengan nilai dasar komitmen bagi kepuasan masyarakat.

1. Akuntabilitas
Konsistensi terhadap apa yang ditulis dengan yang dilaporkan, sehingga dapat membuat 
laporan yang akuntabel.

2. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu untuk menjaga validitas data yang telah disinkronkan dengan laporan untuk 
menciptakan kepuasan masyarakat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mendata undang-undang yang telah 
dilakukan input Putusan MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan TerhadapNilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Transparan

DPR R1 sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data yang ada dengan 
laporan yang disampaikan.

2. Akuntabel
Laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang 
disajikan.

Kendala Dalam Aktualisasi

Tidak ada Kendala

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah berkurangnya 
kepuasan masyarakat akibat kesalahan dalam penyampaian laporan karena memuat data yang 
tidak lengkap.

KEGIATAN 5

Nama Kegiatan Mempublikasikan dokumen yang telah di input ke website Puspanlak 
UU

Identifikasi Masalah Belum ada rumah dalam website Puspanlak UU sehingga kegiatan 
publikasi tertunda sampai dibuatnya aplikasi untuk memasukkan 
dokumen undang-undang yang sudah diberi input Putusan MK.

Tujuan Agar dokumen dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.

Sasaran Anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RIS 
masyarakat umum.

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti 
Korupsi.

Waktu Pekan 2 Agustus - Pekan 1 September 2018

Output/Hasil
Kegiatan

1. Undangan rapat koordinasi
2. Dokumen pointer materi rapat
3. Daftar Absensi rapat
4. Laporan Singkat hasil rapat
5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian TataUsaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTI. 
Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan 
kepada BDTI.

2. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan.
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Membiiat dokumen yang berisi detail pennintaan pembuatan rumah dan aplikasi dan 
berbagai spesifikasinya untuk mempublikasikan dokinnen yang teiah dibuat di website 
Puspanlak UU.

3. Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian 
UU yang teiah dimasukkan putusan MK.
Menyampaikan bentuk dan spesifikasi sub tab dalam website Puspanlak UU dan aplikasi 
daiam Portal Setjen DPR.

4. Mengunggah dokumen yang teiah diinput ke website Puspanlak UU.
Mengunggah halaman judul {cover), dokumen utuh dalam file publik agar bisa diakses 
bebas, dan menambah nama penulis dalam aplikasi di Portal Setjen DPR yang nantinya akan 
tampil dala website Puspanlak UU.

5. Memperbahanii dokumen UU secara berkala per bulan.
Terdapat putusan-putusan MK baru yang harus diperbaharui dalam undang-undang terkait.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mempublikasikan dokumen ke website Puspanlak UU, dilakukan dengan bantuan dari 
BDTI sebagai pengelola website DPR RI. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan 
nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela 
berkorban derai kepentingan bangsa dan negara, nilai Etika Publik dengan nilai dasar 
menghargai komunikasi dan keijasama, nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya 
perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan nilai dasar disiplin.

1. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan BDTI agar 
penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.

2. Nasionalisme
Dalam pengerjaan kegiatan iiii dilakukan di sela-sela pekerjaan dan saat dinas ke luar kota 
dengan mengorbankan waktu istirahat agar kegiatan selesai tepat waktu.

3. Etika Publik
Pengerjaan yang melibatkan bidang lain meinbuluhkan teknik komunikasi yang berbeda 
karena sifat perbantuan kegiatan aktualisasi ini adalah diluar tugas utama BDTI. Pemah 
terdapat masalah dalam aplikasi, sehingga secara sopan meminta untuk diperbaiki dan 
diarahkan untuk langsung datang ke ruangan BDTI karena padatnya agenda BDTI.

4. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu dengan selalu m.empcrbaiki aplikasi dan rumah situs yang tidak sesuai agar 
dapat menyesuaikan dengan kebutuhau informasi hukum.

5. Anti Korupsi
Disiplin dengan jadwal target sehingga dapat mempublikasikan tepat waktu.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mempublikasikan dokumen yang teiah 
di input ke website Puspanlak UU mencerminkan penguatan lembaga Puspanlak UU dalam 
memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan memberikan kualitas dalam 
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, 
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Daiam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Transparan

Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan daiam menyajikan data 
secara lengkap.

2. Akuntabel
Dokumen yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang 
disajikan secara lengkap.

Kendala Daiam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah aplikasi gagal daiam menghapus dan memperbaharui dokumen.
Solusi

Selalu menjalin komunikasi dengan BDTI setiap kali terdapat kegagalan aplikasi agar cepat 
terlangani.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah kuaiitas 
publikasi yang tidak optimal dan pengeijaan yang tidak sesuai target waktu.

KEGIATAN 6

Nama Kegiatan Melakukan rapat koordinasi terhadap publikasi dokumen secara 
internal

Identifikasi Masalah Kegiatan ini menipakan inovasi dari sesuatu yang baru sehingga 
dibuutuhkan rapat koordinasi kepada analis hukum di Puspanlak UU

Tujuan Agar dapat berkelanjutan menjadi program internal Puspanlak UU

Sasaran Internal Analis Hukum di Puspanlak UU.

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti 
Korupsi.

Waktu Pekan 3 September 2018, tanggai 12 September 2018.

Output/Hasil
Kegiatan

1. Undangan rapat koordinasi
2. Dokumen pointer materi rapat koordinasi
3. Daftar Absensi rapat koordinasi
4. Laporan Singkat hasil rapat koordinasi
5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang ditujukan 
kepada analis hukum Puspanlak UU.
Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan 
kepada analis hukum Puspanlak UU.
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2. Menyiapkan substansi rapat koordinasi dan proscdur manua] yang akan dirapatkan.
Membuat dokumen yang berisi detail tampilan rumah di situs Puspanlak UU dan tahapan 
akses di Portal Setjen DPR unluk mempublikasikan dokumen.

3. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha terkait absensi rapat koordinasi.
Meminta daftar nama analis hukum Puspanlak UU untuk dibuat label absensi rapat 
koordinasi.

4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat koordinasi
Hasil rapat koordinasi dibuat laporan singkat tertulis untuk disampaikan kepada Kepala 
Puspanlak UU.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Daiam memperkenalkan rumah di situs Puspanlak UU dan bagaimana aksesnya melalui Portal 
Setjen DPR, dilakukan dengan rapat koordinasi dengan seiuruh analis hukum Puspanlak UU. 
Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme 
dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, 
nilai Etika Publik dengan nilai dasar menghargai komunikasi dan keijasama, nilai Komit?nen 
Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan 
nilai dasar berani.

1. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan analis 
hukum lain agar penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.

2. Nasionalisme
Daiam pengerjaan kegiatan ini kedepannya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama 
sebagai program Puspanlak UU.

3. Etika Publik
Daiam membuat undangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian TU, dan 
mengirimkan undangan sebagai bagian etika organisasi.

4. Komitmen Mutu
Komitinen Mutu dengan mcnjaga kualitas secara bersama-sama dengan menjelaskan tahap 
demi tahap secara detail.

5. Berani
Berani daiam menyiapkan kegiatan ini sebagai program bersama Puspanlak UU.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Daiam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, melakukan rapai koordinasi yang 
memperkenalkan kegiatan ini sebagai program baru Puspanlak UU mencerminkan penguatan 
lembaga Puspanlak UU daiam memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan 
memberikan kualitas daiam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 
Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Daiam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:
1. Andal

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program baru yang dapat meningkatkan kinerja
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Seljen dan BK DPR RI.
2. Transparan

Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data 
secara lengkap.

3. Akuntabel
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat dikerjakan secara bersama-sama agar data yang 
disajikan dapat semakin lengkap.

Kendala Daiam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah arahan atasan untuk meiigganti nama “rapat sosialisasi" menjadi 
“rapat koordinasi”, serta padatnya volume kerja sehingga jadwal rapat koordinasi menjadi 
mundur.

Solusi

Mengganti agenda “rapat sosialisasi” menjadi “rapat koordinasi”, dan memundurkan jadwal 
pada waktu yang lebih memungkinkan agar dapat dihadiri oleh semua analis hukum Puspanlak 
UU.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak 
berjalannya kegiatan ini sebagai program bersama Puspanlak UU dan kualitas produk yang 
dihasilkan menjadi tidak optimal.
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BAB VI 
PENUTUP

A. Kesiinpulan

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan yang masing-masing tahapan 

kegiatannya telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni hingga 12 September 2018. Kegiatan ini 
menghasilkan output berupa produk digital pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan 

Putusan MK yang dilakukan input dokumen melalui aplikasi di Portal Setjen DPR RI dan 

dapat diakses dan diunduh secara bebas di website www.puspanlakuu.cipr.uo.id.

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal 
yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan 

terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 

dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, 
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA).

B. Saran

Kegiatan ini merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK, 
sehingga apabila ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak UU maka 

disarankan untuk dibentuk kelompok kerja dikarenakan membutuhkan ketelitian dan 

pencarian data dalam pengerjaannya. Selanjutnya dari pengerjaan yang manual, sebaikiiya 

mulai dibangun sistem aplikasi sehingga proses input data mudah dilakukan setiap kali ada 

Putusan MK yang baru. Sebagai pelengkap data, sebaiknya ditambahkan mesin penghitung 

sudah berapa kali dokumen-dokumen tersebut telah diunduh oleh pengguna untuk dapat 
melihat efektivitas kegiatan ini.

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi visi misi organisasi serta kontribusi terhadap pengutan nilai organisasi 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl. Besar harapan program yang telah 

dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan 

pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu memberikan pelayanan 

publik yang profesional.
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HBW ISSUE
Belum optimalnya penyajian UU pasca Putusan MKyang 
menyebabkan pelayanan publikmenjadi kurang efektif 
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Mengolah dan menginput Putusan MK ke dalam 1 
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pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta 
masyarakat luas.
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OUTPUT KEGIATAN1
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Pusat Pemantaiian Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan I: Mengumpulkan Data Putusan MK Terkait Pengujian UU Selama Tahun 2018

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Menelusuri putusan MK 

selama 2018
2. Mengidentifikasi jenis 

putusan yang dihasilkan
3. Mendata amar putusan ke 

dalam satu dokumen
Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
1. Folder kumpulan Putusan 

MK tahun 2108
2. Pemilahan dokumen Putusan 

MK yang dikabulkan 
seluruhnya atau tafsiran 
bersyarat tahun 2018

3. Dokumen berisi amar 
putusan tahun 2018

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabilitas
Nasionalisme
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas

Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

1

4



pemberian dukungan keahiian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD 
Tahun 1945 yang profesional, 
tepat vvaktu akuntabel, dan 
sesuai ketentuan peraturan 
perundang-Lindangan
Penguatan Nilal OrganisasI:
Profesional
Transparan
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja 
Jabatan
ISLl

Gagasan

Reza Azhari, S.H., LL.M.
I988071820180I200I
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalul Putusan MK 
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan II: Mengubah Bentuk Dokumen UU dari .pdf Menjadi .doc

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Mengumpulkan UUorganik 

terkait dari JDIH DPR
2. Mengkonversi file UU 

organic dari .pdf menjadi 
.doc menggunakan Nitro Pro

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Folder kumpulan UU 

organik terkait
2. Dokumen UU organik terkait 

dalam bentuk .doc
Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabi litas 
Komitmen Mutu
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD

Catatan Mentor

ciercpo
acrcttt

Tanggal/ 
Paraf Mentor

11 ici8
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NRI Tahun 1945 yang 
profesional, tepat vvaktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan
Penguatan Nilai Organisasi: 
Profesional
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gasasan

Reza Azhari, S.H., LL.M.
198807182018012001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan III: Menginput Data Putusan MK ke dalam Dokumen Baru Per Nomor UU

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Memberi tanda pada pasal 

yang mengalami perubahan
2. Memasukkan amar putusan 

MK ke dalam catatan pasal 
yang diputus

3. Memasukkan pertimbangan 
hakim atas pasal yang diubah

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:

1. Dokumen UU yang telah 
diberi tanda pasal yang diubah 
oleh putusan MK

2. Dokumen UU yang telah 
dimasukkan catatan amar 
putusan MK

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabilitas 
Komitmen Mutu
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas

Catatan Mentor

VA.'C'n

Tanggal/ 
Paraf Mentor

"joU ICiS
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pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian 
undang-undang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 yang 
profesional, tepatvvaktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan
Penguatan Nilai Organisasi:
Profesional
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Reza Azhari, S.H., LL.M.
198807182018012001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan IV: Membuat Daftar Dokumen UU yang Telah DUnput

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Mendata UU yang telah 

dilakukan input putusan MK
2. Mengurutkan UU yang telah 

diinput berdasarkan tahun 
putusan

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:
1. Daftar dokumen UU yang 

telah diberi input putusan 
MK

2. Folder kumpulan UU yang 
telah diinput putusan MK

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabilitas 
Komitmen Mutu
KontribusI terhadap Tusi 
Organisasi:
Mevvujudkan kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian

Catalan Mentor

n/

Tanggal/ 
Paraf Mentor

A



undang-undang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 yang 
profesional, tepat waktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan
Penguatan Nilai Organisasi: 
Transparan
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama
NIP
Unit Kerja 
Jabatan
ISLl

Gagasan

Reza Azhari, S.H., LL.M.
198807182018012001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digital isasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan V: Mempublikasikan Dokumen yang Telah Diinput ke Website Puspanlak UU

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Koordinasi dengan TU untuk 

menjadvvalkan rapat 
koordinasi dengan BDTI

2. Menyiapkansubstansi rapat 
dan prosedur manual yang 
akan dirapatkan

3. Rapat koordinasi dengan 
BDTI untuk membuat 
halaman khusus di website 
terkait penyajian UU yang 
telah dimasukkan putusan 
MK

4. Mengunggah dokumen yang 
telah diinput ke website 
Puspanlak UU

5. Memperbaharui dokumen 
UU secara berkala per bulan

Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor

Output Kegiatan Terhadap 
Pemecahan Isu:

1. Undangan rapat koordinasi
2. Dokumen pointer materi rapat
3. Daftar Absensi rapat



4. Laporan Singkat basil rapat
5. Unggahan dokumen di 

website Puspanlak UU
Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan:
Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 
Komitmen Mutu 
Anti Korupsi
Kontribusi terhadap Tusi 
Organisasi:
l.Memperkuat kelembagaan 

Puspanlak UU sebagai unit 
organisasi Badan Keahlian 
DPR RI dalam memberikan 
dukungan keahlian kepada 
DPR RI dalam menjalankan 
fungsi pengawasan dan 
pemberian Keterangan DPR 
RI di persidangan Mahkamah 
Konstitusi yang profesional 
dan akuntabel.

2.Mewujudkan kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR RI dalam 
penanganan perkara pengujian 
undang-Lindang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 yang 
profesional, tepat waktu 
akuntabel, dan sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-Lindangan

Penguatan Nilai Organisasi:
Andal
Transparan
Akuntabel



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Reza Azhari, S.H., LL.M.
198807182018012001
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Analis Hukum
Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK 
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga 
menimbulkan kerancuan di masyarakat 
Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui 
putusan mahkamah konstitusi

Kegiatan VI: Melakukan Sosialisasi Terhadap Publikasi Ookumen Secara Internal

Nama
NIP
Unit Kerja
Jabatan
Isu

Gagasan

Penyelesalan Kegiatan

Tahapan Kegiatan:
1. Koordinasi dengan TU untuk 

menjadwalkan rapat 
sosialisasi yang ditujukan 
kepada analis hukum

2. Menyiapkan substansi rapat 
sosialisasi dan prosedur 
manual yang akan dirapatkan

3. Koordinasi dengan TU 
terkait absensi rapat 
sosialisasi

4. Membuat laporan singkat 
pembahasan rapat sosialisasi.

Catatan Mentor

di\jkc^ rrenfctJ,.

dan TAccuv •

Tanggal/ 
Paraf Mentor

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
1. Undangan rapat sosialisasi
2. Dokumen pointer materi 

rapat sosialisasi
3. Daftar Absensi rapat 

sosialisasi
4. Laporan Singkat basil rapat 

sosialisasi
5. Unggahan dokumen di 

website Puspanlak UU

U ^^1Yter7cA^
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Keuiataii 1: Talianan 1

DATA SELURUH PUTUSAN MK TAHUN 2018

No. Nomor Putusan 
MK

Pokok Perkara Amar Putusan Status

1. ■44/PUU-XV/2017 Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum [Pasal 222 terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

2. 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak]

3. 66/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Tidak 
Dapat Diterima-)

4. 61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Tidak 
Dapat Diterima")

5. 73/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon 
sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 
ayat [2] huruf b, huruf c, huruf d, huruf 
e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Menolak Sebagian 
[Tidak Dapat 

Diterima]

6. 72/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

7. 71/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

1 I h a i a m a n



8. 70/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

9. 67/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

10. 62/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

11. 60/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon 
sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 
ayat (2] huruf e Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima]

12. 59/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima]

13. 75/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

14. 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana] terhadap Undang- UUD Tahun 
1945

Menolak Permohonan Pemohon untuk 
seluruhn3^a.

Menolak
Seluruhnya

15. 28/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana [Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana] terhadap UUD Tahun 1945

1. Pokok permohonan Pemohon 
sepanjang berkenaan dengan Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana] tidak

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima]

2 j h a 1 a m a n



dapatditerima; 2.Menolak 
permohonan para Pemohon untuk 
selain dan selebihnya

16. 82/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan terhadap UUD Tahun 1945

1. Menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjangberkenaan dengan Pasal 14 
ayat (1] huruf i Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon 
untuk selain dan selebihnya

Menolak Sebagian 
(Tidak Dapat 

Diterima)

17. 98/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun 
1945

Menolak Permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

18. 36/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Ral<yat, Dewan 
Perwaldlan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon Menolak
Seluruhnya

19. 37/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 
Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

20. 40/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 
Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima
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21. 5/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Tahun 
1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

22. 95/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

23. 96/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

24. lOO/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan tprhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Tidak Dapat 
Diterima

25. lOl/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

26. 8/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali

27. 74/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 
1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

28. 91/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD Tahun

Menolak permohonan Pemohon untuk j Menolak
Seluruhnya'
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1945 seluruhnya

29. 7/PUU-XV1/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

30. 9/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan penarikan 
kembali permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali

31. ll/PUU-XVI/2018 Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut 
Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, 
dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi 
Para Pihak terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Mahkamah Konstitusi 
tidak berwenang mengadili 
permohonan para Pemohon

Tidak Berwenang

32. 90/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 
Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

33. 46/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Repubiik Indonesia terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima
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Tahun 1945
34. 92/PUU-XV/2017 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 
1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

35. 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

36. 6/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya
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37.

38.

39.

40.

76/PUU-XV/2017

87/PUU-XV/2017

lO/PUU-XVI/2018

lO/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 
Tahun 1945

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen terhadap UUD Tahun 1945

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UUD Tahun 
1945
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya.

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Menolak
Seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]
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41. 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhsr dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945

Mengabuikan permohonan Pemohon 
untuksebagian

Mengabuikan 
Sebagian (Ditolak)

42. 88/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 
tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu 
Lintas jalan terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

43. 99/PUU-XV/2017 pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

44. 20/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

45. 77/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

46. 84/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima
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Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap 
UUDTahun 1945

47. 102/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang J^omor 9 Tahun 
2017tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Akses Inforniasi Keuangan Untuk 
Kepcntingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945

Menoiakpermohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

48. 3/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
dlubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

49. 32/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap 
UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

50. 57/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUD Tahun 1945

Menyatakan Pokok permohonan 
Pemohon sepanjang berkenaan dengan 
Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
diterima

Menolak Sebagian 
[Tidak Dapat 

Diterima)

51. 68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 
Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon

Mengabulkan
Seluruhnya
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52. 4/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun 
1945

Menolakpermohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

53. 19/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
terhadap UUD Tahun 1945

Menolakpermohonan Pemohon untuk 
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

54. 33/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

55. 78/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

56. 97/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolakpermohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

57. 6/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

58. 12/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

59. 43/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 
Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan Pemohon

Ditarik Kembali

60. 44/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali
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tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD Tahun 1945 permohonan para Pemohon

61. 36/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

62. 40/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

63. 41/PUU^XVr/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

64. 42/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

65. 16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ral^at, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak]

67. 17/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

68. 18/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ral^at, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima
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Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945
69. 21/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Raltyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

70. 25/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Devi/an Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

71. 26/PUU-XV1/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ral<yat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

72. 28/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralcyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Ralcyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima

73. 27/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik 
Belanda terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan Pemohon

Ditarik Kembali

74. 37/PUU-XVI/2018 Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 
122 huruf 1 serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan para Pemohon

Ditarik Kembali
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Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Ralcyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

75. 56/PUU-XV/2017 pengujian Undang-Undang Nomor l/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 
Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang- 
Undang terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

76. l/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan .Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak)

77. 46/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang- UUD 
Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon Menolak
Seluruhnya

78. 57/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD

Menyatakan permohonan Pemohon 
gugur

Gugur
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Tahun 1945
79. 30/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentarig Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945
Mengabulkan permohonan Pemohon 
untukseluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

80. 31/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak)

81. 34/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

1. Menyatakan permohonan para 
Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 
ayat (3], ayat [4], ayat [5), ayat [6);
Pasal 122 huruf 1; dan Pasal 245 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang NomoY 17 Tahun
2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Ral<yat 
Daerah tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon 
untuk selain dan selebihnya

Menolak Sebagian 
[Tidak Dapat 

Diterima)

82. 38/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Tidak 
Dapat Diterima)

83. 39/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima

Tidak Dapat 
Diterima
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Kciiiatan 1: Tahanaii 2

DATA PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

No. Nomor Putusan 
MK

Pokok Perkara Amar Putusan Status

1. 53/PUU-XV/2017 Pengisjian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian (Ditolak)

2. 66/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan Permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Tidak Dapat 

Diterimal
3. 61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945
Mengabulkan Permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Tidak Dapat 

Diterimal
4. 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

5. lO/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian [Ditolak]

6. 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian [Ditolak]
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2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tent:ang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
terhadap UUD Tahun 1945

7. 68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 
Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon

Mengabulkan
Seluruhnya

8. 16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak)

9. l/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]

10. 30/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya

Mengabulkan
Seluruhnya

11. 31/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Ditolak]

12. 38/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian

Mengabulkan 
Sebagian [Tidak Dapat 

Diterima]
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Kcgiatan 1; Talianan 3

DATA AMARPUTUSAN MK D1KABULK.4N TAHUN 2018

No. Nomor Putusan 
MK

Pokok Perkara Pokok Amar Putusan Status

1. 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Taliun 1945

1. Menyatakan Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 
ayat [1) UU Pemilihan Umum bertentangan dengan 
UUD ahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.

2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum 
bertentangan dengan UUD NRl Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengabulkan Sebagian 
(Ditolak]

2. 66/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 557 ayat (2] UU Pemilihan Umum yang 
berbunyi "Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan 
dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang- 
Undang ini” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengabulkan Sebagian 
(Tidak Dapat Diterima]

3. 61/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang 
berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. 
Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat [2), serta ayat [4] 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengabulkan Sebagian 
(Tidak Dapat Diterima)

4. 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana

Mengabulkan
Seluruhnya

1 ] h a 1 a m a n



Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi 
terhadap UUD Tahun 1945

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang yang sedang dilakukan 
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang- 
undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut 
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi 
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", sepanjang 
mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang 
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang 
dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai 
ada putusan Mahkamah Konstitusi".

(■s] .. -y''-J-'

lO/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran dan 
Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran
terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 14 ayat [1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang 
menyatakan, "jumlah anggota Konsil Kedokteran 
Indonesia 17 [tujuh belas] orang yang terdiri atas unsur- 
unsuryang berasal dari: (a] organisasi profesi kedokteran 
2 (dua] orang...", bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur 
"organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai 
tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;

Mengabulkan Sebagian 
[Ditolak]

63/PUU-XV/2017 I Pengujian Undang-Undang | Menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” | Mengabulkan Sebagian
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Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara 
Perpajakan Menjadi Undang- 
Undang terhadap UUD Tahun 
1945

dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan 
dengan ha!-hal yang bersifat teknis-administratif dan 
bukan pembatasan dan/atau perluasan hakdan kewajiban 
warga negara.

(Ditolak]

68/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradiian Pidana Anak 
terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradiian Pidana Anak [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

Mengabulkan
Seluruhnya

16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Mengabulkan Sebagian 
______ [Ditolak]______
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Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis 
P e rm usy a wa ra tan Raky a t,
Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Pei*wakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Raltyat 
Daerah terhadap UUD Tahun 
1945

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pei-wakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan 
dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat;

2. Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

3. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan 
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya 
tindak pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Presiden" dalam Pasal 245 ayat [1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Raltyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai dalam konteks semata-mata

i'*__ ' ^ -■ ..u,'
* 1 ^ •? * r J ^r. » . * .*
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pemanggilan dan permintaan keterangan kepada 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga 
melakukan tindak pidana;

4. sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan 
dari Mahkamah Kehormatan Dewan" daiam Pasal 245 
ayat [1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat [1) Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Ralcyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah selengkapnya 
menjadi:
"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada 
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 
yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 224 harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."

„ i-- f.v,*.-U>,

9. l/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan 
sebagaimana telah diubah 
dengan______ Undang-Undang

Pasal 6 ayat (1] huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk dapat

Mengabulkan Sebagian 
[Ditolak]
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Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan Menjadi 
Undang-Undang terhadap UUD 
Tahun 1945

melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap 
aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 
46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keiiangan".

10. 30/PUU-XV1/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf 1 Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fiingsionaris] 
partai politik;

Mengabulkan
Seluruhnya

11. 31/PUU-XV1/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

1. Frasa "3 [tiga) atau 5 [lima) orang" dalam Pasal 10 ayat 
[1] huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 [lima) 
orang":

2. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 44 ayat [1) huruf b dan Pasal 44 ayat [2) huruf b 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Mengabulkan Sebagian 
[Ditolak)

6 1 h a 1 a m a n



Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1} Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyaratsepanjang tidak dimaknai "5 [lima] orang”;

5. Kata "hari" dalam Pasal 468 ayat [2] Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 

■tidak dimaknai "had kerja”.

1 •• • - ------ ^ - V'.J,-

i .'•u,-:;:

12. 38/PUU-XV1/2018 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum terhadap 
UUD Tahun 1945

Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota 
KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran 1 sepanjang rincian 
tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Mengabulkan Sebagian 
(Tidak Dapat Diterima)
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Kegtatan 3: Tahapan 1 Majeiis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakllan Daerah.dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR Z TAHUN 2018 

TENTANG

PERUBAHAN KEDUAATASUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
MAIELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang: a. .bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan 
kerakyatan yang dipimpin oieh hlkmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dlpertukan lembaga perwakilan rakyat 
yang mampu menyerap dan memperjuangkan asplrasl rakyat untuk 
mewujudkan tujuan naslonal demi kepenttngan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga 
perwakilan rakyat,. dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana 
dlmaksud dalam huruf a, perlu menata'Majells. Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah;
c. bahwa beberapa ketentuan dalaj-n Undang-Undang.Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan 
Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan 
Rakyat. Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat 
Daerah tldak sesual dengan dinamlka dan perkembangan hukum 
dalam masyarakatsehingga periu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf 
a, huruf b. dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR R1

a. Pasal 19 ayat [2), Pasal 20. Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan
Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells 
Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan, Rakyat. Dewan

• Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 

J 1 -Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama

1206

■ ■

' I

•- S' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

i'.;._. dan

' ' PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN;
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-

UNDANG.' NOMOR" 17 TAHUN ^2014 •'.'■.TENTANG MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RACTAt, DEWAN PERWAKILAN' RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tenung Majells 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah. dan 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyavvaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daeraii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 383. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) diubah 
sebagai berlkut;

1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut:

"Pasal 73
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggll setiap 

orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).

(3) Dalam hal setiap orang sebagahnann dimaksud pada ayat (2),tidak hadir 
setelah dipanggil 3 (tlga) kali bertm-ut-lurut tanpa alasan yang patut dan 
sab, DPR berhak nielakukan panggilan paksa dengan menggunakan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. PImpinan DPR njengajukan permintaan secara tertulis k'epada Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan 
alasan pemanggllan pak.sa serta naina dan alamat setiap orang yang 
dipanggil paksa;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan 
sebagaimana dimaksud pada hurul a: dan

c. Kej)ala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala 
Kepolisian Daerah dl tempat domlslll setiap orang yang dipanggil paksa 
untuk dihadlrkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(5) Dalain hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat inenyandera setiap orang 
untuk paling lama 30 (tiga ptiliih) Hari.

(6) Ketentuan leblh lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dlmaltsud pada ayat (5) 
diatur dengan Poraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia."1

1 Tancia Pasal/Ayatyang dibatalkaa melalui Piitusan MK

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BAD AN KEAIILIAN DPR R1

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.

"Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah 
Kehormatan Dewan bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Ettk;
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tlndakan anegoia 

DPR:
c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku. dan tlndakan slstem 

pendukung DPRyangberkaitan dengan tugasdan wewenang anggota DPR;
melakukan pemantapan nllal dan norma yang terkandung dalam Pancasila, 
peraturan perundang-undangan, dan Kode Etlk;
melakukan penyelidlkan perkara pelanggaran Kode Etik;
melakukan penyelidlkan perkara pelanggaran Kode Etlk slstem pendukung yang 
berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan slstem pendukung DPR;
memeriksa dan mengadlll perkara pelanggaran Kode Etlk;
memeriksa dan mengadlll perkara pelanggaran Kode EtJk slstem pendukung yang 
berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etlk slstem pendukung DPR, terkecuall slstem 
penduRung Pegawai Negerl Slptl;
menyelen^arakan admlnistrasl perkara pelanggaran Kode Etik; 
melakukan penlnjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik; 
mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etlk;
mengambil langkuh luikum dan/alau langkah Iain terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan DPR dan anggota DPR;2
mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etlk dan tata beracara 
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimplnan DPR dan Pimpinan DPR 
selanjutnya menugaskan kepada alat keleiigkapan DPR yang bertugas menyusun 
peraturan DPR; dan
menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebiituhan yang 
selanjutnya dlsampaikan kepada badan/panltla yang menyeienggarakan urusan 
rumah tangga DPR."

k.
l.

m.

n.

2 Tamla Pasal/Ayatyang clibatalkan inclakii Putusan MK
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3. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 245

[1) Pemanggilan dan permintaan ketcrangan kcpada anggota DPR schubungan 
dengan tcrjadinya tlndak pidana yang tidak sehiibungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimnksud dalatn Pasal 224 harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden3 setalali mendapat 
pertinibangan dari Mahkamah Kehormatan Devvan.4

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat [Ij tidak berlaku apabila 
anggota DPR;

a. tertangkap tangan melakukan tlndak pidana;
b. disangka melakukan tlndak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

mad atau pidana penjara seumur hidup atau tlndak pidana kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan buktl permulaan 
yang cukup; atau

c disangka melakukan tlndak pidana khusus.“

(dan seterusnyaj

Pasal II ■ . ' /“■ '•
Undang-Undanglnl mulai berlaku pada tanggai dlundangkan.

Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang Inl 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republlk Indonesia.

Dlundangkan Dl Jakarta, _ •

Pada Tanggai 15 Maret 2018 '

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA 
REPUBUK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29

1 Tanda Pasat/Ayatyang dlbatalkan melalul Putusan MK 
1 Tanda Pasal/Ayat yang dibatalkan melalul Putusan MK
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Kegiatan 3: Tahapan 2 1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN2018 

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
MAIELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa daiam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan 
kerakyatan yang dipimpin o!eh hikmat kebljaksanaan daiam 
permusyawaratan/perwakllan, dlperlukan lembaga perwakilan rakyat 
yang mampu menyerap dan mernperjuangkan asplrasl rakyat untuk 
mewujudkan tujuan naslonal deml kepentlngan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republlk Indonesia:

b, bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga 
perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah. sehagalmana 
dimaksud daiam huruf a. perlu menata Majells Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c- bahwa beberapa ketentuan daiam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tldak sesual dengan dinamlka dan perkembangan hukum 
daiam masyarakatsehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud daiam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

"Pasal 73
(1) DPR daiam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setlap 

orang secara tertulls untuk hadir daiam rapat DPR.

(2) Setlap orang wajib memenuhl panggilan DPR sebagalmana dimaksud pada ayat
tl).

(3) Dalain hal setlap uning scbagaimanu dimaksud pada ayat (2) tidak liadlr 
setelali dipanggil 3 (tiga) kali berlurut-turut tanpa alasan yang patut dan 
sail, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan iiienggunakan 
Kepolisiaii Negara Republlk Indonesia.

C4) Panggilan paksa sebagalmana dimaksud pacla ayat (3) dllaitsanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut;

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulls kepada Kepala 
Kepolisian Negara Republlk Indonesia paling sedikit menmat dasar dan 
alasan penjanggllan paksa serta nama clan alamat setlap orang yang 
dipanggil paksa;

b. Kepolisian Negara Republlk Indonesia wajib memenuhl permintaan 
sebagalmana dimaksud pada hurufa; dan

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala 
Kepolisian Daerah dl tempat domislli setlap orang yang dipanggil paksa 
untuk diiiadirkan inenienulii panggilan DPR sebagaiinana dimaksud 
pada ayat (1).

(5) Daiam hal inenjalankan panggilan paksa sebagalmana dimaksud pada ayat 
(4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat nienyandera setlap orang 
untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenal pcmanggilan paksa .sebagalmana dimaksud 
. pada ayat (4) dan penyanderaan sebagalmana dimaksud pada ayat (5)

cliatur dengan Peraturan Keiiolislan Negara Republik Indonesia."1

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusl inenyalakaii Pasal 73 ayat (3), ayat (4J. ayat (5). dan ayat (6) bertentangan 
dengan UUD Tahiin 1945 dan tidnk inempunyal kekuatan hiikiim mengikat melalui Piitusan MK 
Nomor 16/PUU-XVI/2018.

❖ Pasal/ayat terscbiit belum (JiUmlaklanjviti dengan perubahan imdang-imdangini.



■■PasaJ 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah
Kehormatan Dewan bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etlk;
b. melakukan pengawasan cerhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tlndakan anggota 

DPR:
c. melakukan pengawasan cerhadap ucapan. sikap, perilaku. dan tlndakan ststem 

pendukiing DPRyangberkattan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, 

peraturan perundang-undangan, dan Kode Etlk;
e. melakukan penyelldikan perkara pelanggaran Kode Etlk;
f. melakukan penyelldikan perkara pelanggaran Kode Etlk slstem pendukung yang 

berkaltan dengan pelanggaran Kode Etlk yang dilakukan slstem pendukung DPR;
g. memerlksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etlk;
h. memerlksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etlk slstem pendukung yang 

berkaltan dengan Pelanggaran Kode Etlk slstem pendukung DPR. terkecuall slstem 
pendukung Pegawai Negeri Sipll;

1. menyelenggarakan adminlstrasl perkara pelanggaran Kode Etlk;
). melakukan peninjauan kemball terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etlk;
k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etlk;
l. mcngambil langkah luikum dan/ataii Inngkah lain terhadap orang 

purscorangan, keiompok orang, atau hadan hukum yang merendahkan 
kehormatan OPR dan anggota DPR;2

m. mengajukan rancangan peraturan DPR inengenal kode etlk dan tata beracara 
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimplnan DPR dan Plmplnan DPR 
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun 
peraturan DPR; dan

n. menyusun rencana kerja dan anggaran setlap tahun sesual dengan kebutuhan yang
selanjutnya disampalkan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan 
rumah tangga DPR." ' -

3. Pasal 245 dlubah sehingga berbunyl sebagai berlkut:

"Pasal 245

(1)

2 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 122 liuruf I bcra-ncangan dengan UUD Tahun 1945 dan ddak 
mempunyai kekiiatan hukum mengikatnielalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

<• Pasal/ayac ccrsebiit heliim ditindaklanjud dengan penihahan undang-undang ini.

(2)

Pemanggilan dan perinintaan keterangan kepada anggota DPR sehiibungan 
dengan terjadinya tlndalt pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 hnrus 
inendapatkan persetujuan tertulis dari Prcsidcn3 sctclah mendapat 
pertimbangan dari Malikamah Kehormatan Dewan.4
Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat [1) tidak berlaku apabila 
anggota DPR;
a. certangkap tangan melakukan tlndak pidana;
b. disangka melakukan tlndak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

mad atau pidana penjara seumur hidup atau tlndak pidana kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup; atau

c disangka melakukan tlndak pidana khusus."

iv' 's. \
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Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa ‘Nmanggilan dan perm/nfunn keterangan kepuda anggota 
DPR sehubungan dengan terjadinya tlndak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendaputkan persetujuan tertulis dari Presiden' dalam 
Pasal 245 ayat (1) bertcntangan dengan UUD Tahun 1945 dari tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengtkac sepaniang tidak dlmaknai dalam konteks semata-mata pemanggUan dan permlntaan 
keterangan kepada anggota Dewan Penvakllan Rakyat yang diduga melakukan Undak pidana 
melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "selelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan 
Devnn' dalam Pasal 245 ayat (Ij bertuntangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Sehingga Pasal 245 ayat (1) sdengkapiiyu men|adl:
"Pemonggtlan dan permintaon keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tlndak 
pidana yang tidak sehubungan dengan t>eluksunaan tugas selHigainuinti dimaksud dalam Pasa! 224 
htirus mundapafkan jiersetuiuan tertulis dari Prcsidcn."

Pasal/ayactersebut belum ditindakianjuci dengan perubahan undang-undaiig ini.



LAMPIRAN
PKRTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayal (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujtan Pasal 73 ayal (3). ayat (4). ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 
Perubahan Keduasebagai berlkut:

a. Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang

secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya 
dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana 
yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu dl 
samptng lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, 
sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum 
akah tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum prlvat, kecuali yang 
berkaltan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa 
alasan yang sah menotak untuk bersumpah atau berjanjl di persidangan [vide 
Pasal 161 ayat fl) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga 
kepolisian, 7

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan ha] tersebut dl atas, terleblh dahutu penttng 
bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebih cermat, maka 
akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat ([3), ayat (4), ayat (5). dan 
ayat (6) UU MD3.Perubahan Kedua merupakan tindak lanjut darl rumusan 
norma dalam Pasal 73 ayat [1) dan ayat f2) UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh 
karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah 
secara kiimulatif yang berarti aniara satu ayat dengan ayat yang lainnya 
mempunyai hubungan erat dengan konsekiiensi hukum yang saling berkaltan. 
Dengan kata lain bahwa penjabaran yang bcrlsi tentang teknis darl tata cara 
pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagalmana yang 
dlkehendakl pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dlatur pada ayat (3), ayat (4), 
ayat [53. dan ayat [6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa 
ternyata sepanjang maslh sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadirl 
suacu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas
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DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat [1) UU MD3 Perubahan Kedua 
tersebut Qdak dtsebutkan secara togas jenis rapat yang dimaksudkan dalam 
Pasal a quo. sehingga menurut Mahkamah Odak jelas identlfikasl Jenis rapat yang 
berkorelasi dan relevan atau tldak untuk menghadirkan seseorang dimintat 
keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknal seolah-olah dalam 
setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam 
batas penalaran yang wajar tatkala Identlfikasl tersebut tidak dltentukan secara 
jelas maka dlmungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang 
dilakukan dl DPR.

c. Bahwa fenoinena ini penting dikemukakan karena darl sinilah sebenarnya dapat

dilakukan penelusuran tali-temallnya sejauhmana relevansinya DPR dapat 
menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang 
yang kewenangan Itu kemudlan dapat dlsubstitusikan kepada lembaga 
kepolisian, sehingga dapat dljadlkan landasan oleh kepolisian untuk 
dltlndaklanjuti dengan pemanggilan paksa, leblh-leblh dlikuti dengan upaya 
penyanderaan. Terlepas darl soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan 
periyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenan^n 
DPR yang member! kemungklnan untuk memanggil setiap orang dalam setiap 
rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan 
sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat 
yang dl dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan 
penyanderaan. dimana kewenangan tersebut dlsubstitusikan kepada lembaga 
kepolisian.. ' .

d. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsiyangtelah Mahkamah uralkan pada 
pertimbangan sebelumnya. di mana upaya- pemanggilan paksa adalah sebuah 
proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah 
tegaskan yaltu dl antaranya dalam proses penyidlkan dan pemerlksaan 
persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan 
hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat Kalaupun 
ada tindakan sandera dl dalam penegakan hukum pidana, hal demikian htngga 
saat ini yang sudah past! ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi 
atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanjl di hadapan persidangan [vide
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Pasal 161 ayat (1) KUtlAP]. Fakta ir.i membuktikan bahwa adalah sulit bagi 
Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR 
dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. 
Padahal hingga saat ini masih belum jetas apakah rapat DPR merupakan baglan 
dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan 
panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian dlserahkan kepada 
lembaga kepoiisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar 
mengingat DPR adalah lembaga politik. bukan lembaga penegak hukum. Lebih 
lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan 
paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepoiisian, 
maka sekali lag! hal ini juga terbantahkan bahwa dl samping proses rapat yang 
diseienggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, Juga karena 
lembaga kepoiisian sendiri sebagal institusi penegak hukum baru mendapatkan 
kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada taporan 
untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga 
kepoiisian.

e. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penflaian 
konstltuslonalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat [5), dan ayat (6) UU 
MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada 
pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada 
sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majells Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Pervvakllan Rakyat, Dewan Perwakllan, Daerah, dan Dewan 
Perwakilah Rakyat Daerah [selanjutnya dlsebuc UU 17/2014), sebelum ada 
perubahan yang tidak pemah dilakukan pengujlan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Bahkan DPR dalam keterangannya Juga menjelaskan bahwa terhadap adanya 
ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kadudukan Majells Permusyawaratan Rakyat. 
Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 telah dinyatakan bahwa clndakan paksa 
badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan 
diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR
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hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihakyangdiperlukan kehadirannya 
dalam rangka peiaksaiiaan fungsi pengawasan DPR melalul penggunaan hak 
angket dapat benar-benarhadlr dalam persidangan. 

f. Terhadap keterangan DPR tersebut. setelah Mahkamah mencermati Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya 
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat dlterima dengan alasan 
bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung 
mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara 
tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada 
saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan pari^llan paksa dan 
penyanderaan dilakukan menurut kecentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Boleh Jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan 
penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat Ini, dimana telah secara 
rigid mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang 
berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan 
dltemukan beberapa kendala konstituslonal sebagaimana pendapat Mahkamah 
yang telah diuralkan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah 
dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan plhak-pihak 
dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak 
angket Hal Ini Jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan 
Kedua yang haktkatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR tanpa 
ada penegasan dalam konteks rapat apa'pemang^lan tersebut dilakukan. 
Dengan uraian’ pertimbangan tersebut dl atas Mahkamah ti^ak sependapat 
dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula, dengan keterangan DPR 
lalnnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan te'fsebut 
merupakan Implementasi konsep hak memanggll secara paksa seseorang yang 
dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang juga dtanut oleh 
lembaga legislatifdl beberapa negara seperti Amerika Sertkat dan Selandia Baru, 
di mana dengan alasan Itu menurut DPR hak subpoena dirasa pendng untuk 
dlmlliki DPR sebagal lembaga legislatif yang mewaklii rakyat untuk melakukan 
upaya penyelidikan terhadap suatii permasalahan yang berkaitan dengan 
kehidupan bermasyarakat, berbaiigsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidlkan tersebut bukan 
merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia) 
(sic!]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak 
subpoena secara historls hanya diperuntukkan untuk panggtlan di depan 
persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan 
hukum. Oleh sebab Itu apablla kemudian DPR Ingin menggunakan 
kewenangannya untuk memanggil setiap orang. tentunya konteksnya bukan 
pada rapat DPRakan tetapiyang masih mempunyai relevansl adalah ketika akan 
menggunakan penyelidikan dengan hak angket Namun demiklan tentang modus 
untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimlntat keterangan yang disertal 
dengan sanksi-sanksi, ha! tersebut memerlukan kecermatan dan kehatl-hatlan 
mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang dtatur dalam Pasal 73 
ayat (3), ayat (4). ayat (5), dan ayat (6) DU MD3 Perubahan Kedua memillkl 
masalah konstltuslonalitas, balk permasalahan mengenai status jenls-jenis rapat 
DPR sebagai forum yang seolah-olah baglan darl proses penegakan hukum 
maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil 
seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya 
mengldentlflkasl secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera 
sebagalmana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 
MD3 Perubahan Kedua adalah kewenangan DPR atau Kepolisian Itulah yang 
menjadi dasar perdmbangan Mahkamah dalam menllal konstltuslonalitas Pasal a 
quo. Bllamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk Itu, quod non, maka 
terleblh dahulufharus jelas apakah forum rapat'tersebut menjadi baglan 
penegakan Hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR Untuk melakukan 
penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dljernihkan terleblh.dahulu 
apakah baglan darl proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil 
penyelidikan melalul hak angket oleh DPR apablla dltemukan adanya indlkasl 
atau dugaan tlndak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjud untuk 
dilakukan penyidlkan oleh penegak hukum karena tetap harus dllakukan 
penyelidikan terlebih dahuiu. Sementara Itu apablla kewenangan tersebut 
dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menlmbulkan 
permasalahan baru sebagalmana yang telah dlpertimbangkan oleh Mahkamah 
sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa
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dalam tlndakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan 
merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian 
sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima 
kewenangan yang dilimpahkan darl lembaga lain yaitu DPR, Terlebih 
kewenangan kepolisian dalam tlndakan penyanderaan, yang menurut 
Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan 
kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan 
hukum.

g. Terhadap kekhawatiran DPR sebagalmana yang dluralkan dalam persidangan

bahwa hingsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsl anggaran dan 
fungsl Iegislasl,yang dengan demiklan diperlukan kesempatan yang terbuka bag! 
DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehlngga Pasal a quo diperlukan sebagai 
penyeimbang untuk metawan absolutisme kekuasaan (eksekutiQ yaitu dengan 
selalu melakukan pengawasan terhadap pemerlntah serta Pasal in! pentlng 
meraberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan slstem 
presidensial akan teiapi selama Ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak 
menghadlri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut 
dapat dieiiminir dengan meningkatkan partislpasi masyarakat dalam setiap 
proses dl DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang 
dengan Itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR 
dan ha! tersebut terkategorl sebagai perbuatan melanggar hukum. maka tidak 
terdapat hambatan apapun bagl DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai 
dengan mekanisme hukum yang bertaku, - .

h. Mahkamah berpendapat kewenangan DPR memlnta bantuaii kepolisian untuk 
meman^ll paksa. setiap orang'dan melakukan penyanderaan semakln jelas 
memillkl persoalan konstltuslonalitas; sehlngga kekhawatiran yang'berujung 
pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3], ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan 
hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai 
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apablla hal 
inl dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagalmana terurai dalam 
permohonan a quo. maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon
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mengenai inkonsticusionalltas Pasal 73 ayat [33. ayat (4), ayat (5), dan ayat [6) 
UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menuruthukiim.

2. Pasal 122 hurufl

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberlkan pertimbangan 
hukum terhadap pengujlan Pasal 122 hurufl UU MD3 Perubahan Kedua sebagal 
berlkut

a. Bahwa terkalt dengan instltusi MKD yang diberl tugas untuk "meiigambll 
langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok 
orang, atau badan hukum", hal deralkian harus ditimbang dengan menjelaskan 
posisi acau sekaltgus kedudukan MKO sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. 
Dalam hal ini, Mahkamah mempertlmbangkan sebagai berikuc 
1) Bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, MKD 

merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan 
dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR sebagai tembaga perwakilan. Secara universal, 

\mlsalnya The Global Organization of Pariiamentarians Against Corruption 
[GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatlf 
adalah dokumen Formal yang mengatur perllaku legislator dengan 
menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat ditertma dan 
apa yang tldak. Dengan kata lain, ini dlmaksudkan untuk mempromosikan 
budaya polltik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, 
transparansl, dan kejujuran perllaku anggota parlemen.' Namun, kode etik 
tldak dlmaksudkan untuk menciptakan perilaku Ini dengan sendlrlnya. 
Sesual dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan. Pasal 119 UU MD3 
Perubahan Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, leblh tepat untuk 
dlkatakan bahwa pembentukan dan kcberadaan alat kelengkapan DPR yang 
bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar 
perllaku/etlkbagl anggota DPR.

23 Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 
17/2014, mulal dari tujuan sampai dengan pembentukan institusl penegak 
etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU
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17/2014 diubah menjadi UU MD3 Perubahan Kedua, ruang llngkup tugas 
MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR dipertuas 
sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya 
terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

33 Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan OPR 
merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai 
lembaga penjaga dan penegak kode edk. Profesl atau pekerjaan mana pun 
yang mengatur standar kode etik tertentu, maka Instltusi yang dlberi tugas 
menjaga dan menegakan etika dalam prof^i/pekerjaan tersebut hanya 
memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perllaku anggota dan 
menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan 
deralkian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi 
ddak dapat ditarlk ketuar menjangkau plhak lain. Lembaga penegak etik 
tetap dlbatasl untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendlri untuk 
menjaga batas demarkasi dan sekaltgus untuk menjaga kepasdan hukum 
sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.

4) Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesl dan lembaga- 
‘'iembaga yang mengadopsi slstem etika profesl, lingkup tugas lembaga 
penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesl. Etika 
profesl hakim mlsalnya, hanya dlterapkan dan berlaku bagi hakim, etika 
profesl advokat juga hanya berlaku dan dlterapkan bagi advokat Beglcu juga 
dengan profesl lainnya, etika yang disepakatl hanya berlaku secara Internal 
maslng-maslng profesl Itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekall tidak 
terlkat'dan tidak dapat dltuntutberdasarkan norma eOka oleh lembaga yang 
dibentuk untuk menegakkan keraungklnan. terjadlriya pelanggaran edk 
dalam organisasi profesl yang bersangkutan.

53 Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan 
penegak etika profesl adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga 
tersebut tidak berbenturan dengan tugastugas lembaga lainnya dalam 
penegakan hukum. Dalam konteks ini, bllamana terdapat pihak- pihak lain dl 
luar penyandang profesl tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau 
keluhuran profesl atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku 
ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik
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untuk menjalankannya. melainkan menjadi Cugas lembaga penegak hukum 
menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan 
kehormatan lembaga cersebuc diperluas hingga mencakup orang perorangan 
atau badan hukum yang berada dl luar tnsUtusi cersebut. hal itu akan 
menyebabkan terjadlnya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang 
Qndih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan 
rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruD UU MD3 Perubahan 
Kedua frasa "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ...” dapat 
ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal 
yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehlngga 
seolah-olah mengambil allh kewenangan penegak hukum. Penafslran 
demlktan bukan hanya telah keluar dad hakikat MKD sebagal lembaga 
penegak etlk yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan 
pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

b. Bahwa meialul Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD 
dlserahi tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya 
terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinllal 
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal Inl Mahkamah 
mempertimbangkan sebagal berikut:

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagal lembaga Internal DPR yang 
dibentuk untuk'menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagal 
lembaga perwakltan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan 
sebagal tameng DPR untuk mengambil langkah hukum. terhadap orang 
perorangan yang dlnilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota 
DPR. Sekali lag! perlu dltegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegalt etik 
terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagal alat kelengkapan 
yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas 
tindakan yang dlnilai merendahkan martabat DPR, maka hal Itu tldak lagl 
sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagal penjaga dan penegak 
etlka kehormatan dan keluhuran martabat DPR, Sebab, hakikat sebuah 
lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etlk Instltusl 
lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal. melainkan untuk
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menjaga kehormatan instiiusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata 
lain, fungsi MKD hanya tcrbatas pada wilayah penegakan etik dan tldak 
dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab biiamana 
DPR dan anggota DPR mernsa direndahkan kehormatannya dan hendak 
mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan 
tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah 
hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau 
mengajukan gugatan secara keperdataan.

2) Bahwa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu instltusl 
sangat mungkin disebabkan oleh faktor Internal maupun eksternal. Segala 
perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan 
kehormatan suatu instltusl dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia 
norma hukum berikut mekanlsme penegakannya, ' sedangkan untuk 
mengantisipasi kerusakan yang muncul dari Internal, hal Inilah yang 
‘membutuhkan peran instltusl Internal yang dibentuk untuk-Itu. Dalam 
konteks Ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk 
dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang 
disebabkan dari interna! DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD 
hingga dapat mengambil langkah hukum bag! pihak dl luar anggota DPR dan 
pihak di luar sistem pendukung DPR yang dlnilai telah merendahkan 
martabat DPR jelas tldak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagal penjaga 
dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itii, penambahan tugas MKD 
yang demlktan dapat menimbulkan rasa takuc. bagl masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam turutserta mencegah terjadlnya pelahggaran kode etlk 
yang dllakukan oleh anggota DPR.

33 Bahwa lebih jauh, pemberian tugas 'untuk mengarhbll langkahlangkah 
hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang 
bersangkutan merasa dan menilal martabat dirlnya telah dilanggar oleh 
pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang dlberikan kepada 
MKD melalui Pasat 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua dapat 
menimbulkan dua kemungUlnan, yaltu pertama, tugas MKD tersebut 
menyebabkan setlap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya
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dapat diproses melalui langkah-Iangkuh yang diambil MKD, sementara 
anggoCa DPR yang bersangkutan. karena jabaCan yang diembannya seolah* 
oiah kehiiangan kesempatan untuk nienempuh langkah secara perorangan; 
kedua, tugas MKD dalam Pasal 122 huruT I UU MD3 Perubahan Kedua 
menyebabkan terjadlnya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota 
DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara 
dl sisi lain, karena proses poiitik di internal, anggota DPR yang merasa 
diruglkan oteh cindakan yang dinllai meruglkan martabatnya sebagai 
anggota DPR kehiiangan kesempatan melakukan upaya, termasuk 
mengambll langkah hukum, karena misalnya proses polltlk dl DPR yang 
tidak berpihak pada anggota yang merasa diruglkan tersebut. Terbukanya 
dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruFl UU MD3 Perubahan 
Kedua, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberlan tugas kepada MKD 
dalam norma tersebut Juscru menlmbulkan masalah tersendlrl bagl anggota 
DPR karena seolah-olah menjadi kehiiangan kemandirlan untuk dapat 
mengambil langkah hukum maupun ddak terhadap tindakan yang dtnllal 
merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara dl sisi lain, 
norma dalam pasal a quo potensial menlmbulkan rasa takut bag! masyarakat 
untuk ikutberpartlslpasl dalam mengawasl perilaku anggota DPR.

4) Bahwa sementara Itu, darl konstrukst perumusan norma, apablla suatu 
perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya 
dapat dikenakan sanksi .hukum, maka norma hukum yang mengatur 
perbuatan tersebut.harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesual 
dengan prinsip lex strlcta dan lex certa. Dalam artl, harusJjelas dan tidak 
multitafslr. Ketika suatu Jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak 

' dilarang dan disertal ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan Itu 
harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam 
sesual kehendak pihak-plhak yang akan menerapkan atau menggunakannya 
terutama jika menlmbulkan konsekuensi pidana.

53 Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 
Perubahan Kedua, khususnya frasa "merendahkan kehormatan DPR dan 
anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak 
jelas dan multitafslr. Frasa "merendahkan kehormatan" sangat fleksibel
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untuk dlmaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma 
tersebut, ddak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan 
mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat 
dikategorlkan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.

6] Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih 
meruglkan bag! plhak eksternal jika disertal penafsiran yang terkait dengan 
fungsi penlndakan yang dimillki oleh MKD sebagalmana diatur dalam Pasal 
121A huruf b UU MD3 Perubahan Kedua. Maksudnya, fungsi penlndakan 
dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang 
melanggar edk potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagl plhak luar yang 
dlnllal merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. 
Dengan kata lain, hal demlklan akan membuka' ruang terjadinya 
kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa 

• menafslrkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dlnllal sebagai telah 
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam 
hak konstituslonal warga negara untuk menyampaikan kritik, pehdapat, dan 
asplraslnya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran 
yang mengandung potensi ancaman demlklan berteniangan dengan hak 
setiap' warga negara untuk mendapatkan kepastlan hukum dari setiap 
regulaslyangdlberlakukan bag! mereka dalam berhubungan dengan DPR.

7) Bahwa persoalan konsdtusiona! lain yang ddak kalah mendasarnya dalam 
perumusan Pasal 122 huruf 1.UU .MD3 Perubahan Kedua adalah berkaltan 
dengan frasa "mengamblMangkah hukum". Apakah-dengan frasa tersebut

'berartl' MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti 
sendiri semua Undakan atau ucapan masyarakat yang dlnllal merendahkan 
martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada 
Insdtusl penegak hukum. Secara normatlf, tidak terdapat penjelasan yang 
pasd berkenaan dengan hal Inl, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 
Perubahan Kedua yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai 
penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan "Cukup 
jelas". Dalam hal Inl, sekallpun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut mengarah 
kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,
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namun penjelasan deinikian tidak cukup kuac karena secara normatif tidak 
ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik 
pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma 
a quo yang sebagian risatahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah 
pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara ekspllsit menyatakan 
bahwa frasa "mengambii langkah hukum" tersebut adalah mengarah kepada 
fungsi hukum pidana yang diiaksanakan oleh penegak hukum.

8) Bahwa makna darl Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua tersebut 
dapat meniinbulkan ketidakpastlan hukum karena rumusan norma demikian 
dapat dipahaml bahwa MKD dapat menjadl sebuah lembaga yang mengambii 
allh fungsi- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadl domain lembaga 
MKD sehlngga dlkhawatlrkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan 
hukum sebagalmana yang terjadi terhadap Pasa! 73 ayat (3), ayat (4), ayat 
f5), dan ayat [6) UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dipertlmbangkan 
sebelumnya. Terleblh lagi, apabila dicermati konstruksl rumusan norma 
Pasal 122 huruf! UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan 
langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, 
seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadl pilihan terakhir apabila 
langkah hukum tidak dapat dllakukan atau menemui kendala. 

c. Bahwa selaln alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsurunsur rumusan 
norma Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 
17/2014 menjadl rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak 
saja menggeser peran MKD darl awatnya sebagai lembaga pehegak etlk internal 
menjadl juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan 
bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang berdndak sebagai 
pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadl berkurang, 
yaltu anggotaanggota DPR, Dalam hal Inl, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua 
secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota OPR sebagai subjek utama 
yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama 
sekall tidak dapat dltuntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya 
hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagalmana diatur dalam UUD 
1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan
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hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan 
dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua, 
perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD 
daiam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada 
MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD meialui perubahan Pasal 122 
huruf I UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan 
antarnorma UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materl muatan terkalt MKD 
sehlngga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian 
dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon 
sebagalmana dluralkan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah 
permohonan para Pemohon mengenal Inkonsdtuslonalltas Pasal 122 huruf I UU 
MD3 Perubahan Kedua beralasan menuruthukum.

3. Pasal 245 ayat (1)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengiijian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai 
berikut

a. jika dihubungkan dengan Pasa! 245 ayat fl) UU MD3 Perubahan Kedua, logika 
yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua adalah bahwa hak Imunitas seorang anggota DPR, sebagalmana dimaksiid 
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dljamln secara kuat Selama 
pernyataan, pertanyaan, pendap'at, sikapj :t]ndakan, atau'kegiatan seorang 
anggota DPR berkalt dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata- 
mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota 
DPR, maka oleh undang-undang a quo hal Itu bukan hanya dlkesampingkan darl 
kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dlkesampingkan darl 
kemungklnan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudlan, jika hak 
imunitas anggota DPR telah dijamln sedemikian kuat dalam undang-undang a 
quo, sebagalmana tampak darl anallsls terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua dl atas, apakah maslh dlbutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1] UU MD3 
Perubahan Kedua.

b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan darl
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Pasal 24S ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaltu UU 17/2014, yang 
menyatakan, “Pemanggiian dan permintaan keterangan untuk penyidikan 
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.“ Terhadap Pasal 245 
ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkaii pengujian konstltusionalltasnya 
kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusl telah menyatakan 
pendlrlannya sebagalmana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusl 
Nomor 76/PUU-XII/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah 
menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadal dan proporsional 
bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak*hak konstituslonalnya, yaitu 
perlunya persetu|uan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah 
Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dlpan^il dan dimintai 
keterangan berkalt dengan suatu tindak pidana. 

c. Berdasarkan pertlmbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusl Nomor 
76/PUU-XII/2014 tersebut beborapa hal pentlng telah menjadi Jelas, di 
antaranya;
1) Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstituslonalnya sebagai 

anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsl-fungsi konstltusional 
kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan-dan karena Itu 
dlbutiihkan perlindungan hukum yang memadal dan proporsional;

2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang - memadal dan 
proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggll dan 
dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan 
tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Preiiden;

3) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevanslnya 
dan Qdak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis 
terleblh dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggll dan dimintai 
keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak 
pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari 
dan oleh anggota DPR sehingga ada konRIk kepentlngan;

4) Keempat, secara a contrario, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya 
berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggll dan dimintai 
keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga
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melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di liiar itu 
tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

d. Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU 
MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 
sebagalmana telah dtputus konstitusionaiicasnya berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusl Nomor 76/PUUXII/2014 di atas.

e. Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan 
norma sebagalmana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah 
dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaltan ini, meskipun secara tersirat 
telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-X1I/2014, pentlng dltegaskan bahwa pemberian hak imunitas 
terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah :dimaksudkan 
mellndungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya 
dari tuntutan pidana melalnkan semata-mata agar anggota DPR dalam 
melaksanakan hak, fungsl, maupun tugas konstituslonalnya tidak mudah 
dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 
Perubahan Kedua yang mengandung substansi dan pengertian sebagalmana 
diuraikan pada angka 3 dl atas, pemberian hak imunitas. sebagai hak 
konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari fllosoR dan hakikatnya sebab 
dengan rumusan demiklan berartl:
1) hak imunitas tersebut Juga mencakup atau berlaku terhadap bukan hanya 

jika seoranganggota DPR dipanggll dan dimintai keterangan dalam kerangka 
proses penyidikan sebagai tersangka siiatu tindak pidana melafiikan Juga 
tatkala seorang anggota DPR dipanggll dan dimlnta keterangan unUik hal 
yanglainnya;

2) hak Imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan 
melainkan untuk semua proses dalam slstem peradllan pidana;

3) hak imunitas itu dlejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya 
persetujuan tertulis dari Presiden terleblh dahulu untuk dapat memanggil 
dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar 
sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan dlejawantahkan oleh 
keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya
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pertimbangan MKD, persetujuan certulis darl Presiden tidak dapat 
dikeluarkan.

f. Konstruksl pengercian yang cerbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 
245 ayaC (1]| UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya telah 
bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yaknl sebagai 
pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang dlturunkan dari Pasai 20A 
ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:
1) bertentangan dengan fiingsi MKD, sebagaimana dlatur dalam Pasal 121A 

UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menylratkan adanya 
fungsi demikian.

2) bertentangan dengan lugas MKD, sebagaimana diacur dalam Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas 
demikian meskipun hanya secara ImplisIL

3) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana dlatur dalam Pasal 
122A UU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekali tidak menyebutkan 
adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implislt

g. Dengan konstruksl rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat 
(ly UU MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagl Mahkamah bahwa Pasal 245 
ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena 
kontradiktlf dengan filosofl dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR 
yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar p'emlklran atau latar 
belakang pembentukan MKD. ,

h. Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan 
para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma 
yang terkandung dalam Pasal 245 ayat [1) UU, MD3 Perubahan Kedua 
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memillkl 
pendapat dan pertimbangan sendirl seiain apa yang menjadi argumentasl dalam 
sebagian posita dan sebagian petltum permohonan para Pemohon, namun 
demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau 
hakikat yang dlmohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa 
syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggll anggota 
DPR dapat menjadi penghambat bahkan menladakan syarat adanya persetujuan 
tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
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76/PUU-XII/2014, sehin^a terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma 
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjaCuhkan 
putusan yang dipandang ieblh tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan 
Ini.
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Ke^atan 4; Tahapan 1

DAFTAR DOKUMEN UU YANG TELAH DUNPUT PUTUSAN MK

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

6. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kegiatan 4; Tahapan 2

Kumpulan UU Telah Diinput Putusan MK
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Kctfiatan 5r T>>hainin 2

Pcrmolionan Pcmbuatan Sub Tsib Buru Daluni Tab Proiluk Ui Website PuspanJak Ul)

Nama : Reza Ayhari. S.H., LLM.
NIP ; 198807182018012001
Jabatan : Analis Hukum
Unit Keija : Pusal Pemantauan Pelaksaiuuiii Umlang-Undang

1. Aktualbasi yang akan dibual adalah produk bam «Ji website Pusponlak UU, yang bernaina 
Kompilaii UU Pasca Putusan MK Posisi lampilan berada di Tab Produk> Kompilaai UU Pasca 
Putusan MK

frnmm

P

2. Tampilaji Sub Tab UU Yang Diuhah Olcli Putusan MK akan serjpa dengan tampilan Rancangan 
Undang-Uiidang di Tub Produk \\Av\v.mL'«iiDmi.dpr.ao.id

- ' .»-y-A.oA«uuiaM«

mw E-r—

3. Dalani halamiui Kumpilusi UU Pasca Putusan MK tersebul, uda tampilan cover di sebcluh kiri, 
iiama Uudans-Uiidimg sobagai sub jiuiul di sebeliih tengah bauian alas. Kclemngaii sebagai 
deskripsi, dan di puling buwdh umlute tenikhir imtuk perbajumii taiiggal update.

4. Di jK)jok kalian ada file attachment pdf yang bisa diimduli beba.s. Diharapkan dnpat dihitung berapa 
kali diunduli.

Tanggal Koiisullasi Mentor: 19.luli2018 
Disetujui Mentor:

PtieJii Poerwanti. S.H.. M.H.
NIP. 19681103200003200'1
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PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG 

YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI
RAPAT KOORDINASI

DALAM RANCKA AKTUALISASJ PELATIHAN DASAR GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

RAPAT KOORDINASI

A. Latar Bclakang

Rangkaian I’olatihan Dasiir Ciilon Pegawai Negai Sipil (Latsar CPNS) olch 
PiCl’ZA I LAN Jatinangor Uilokiikan dnlam tiga tnhap yaitu intcmalisasi, aktuiilisasi dan 
evaluasi aktuulisasi. Rapal kcK)rdiniisi ini mcrupakan salah sntu kegialan da!am lahapan 
aklualisasi untuk merealisasikan rancangan aktualisasi yang lelah dipnpnrkan dan 
diujikan sual Inliap inlcniaiisasi sclielunmya, dan akaii menjadi snliih satu inaitTi vang 
diujikan dalam luhap evaluasi aktualisasi.

Aktuulisasi yang Jirancang ackilah pembangunan produk digital yang diberi jiidul 
“Pusal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Purusnn Mahkamah Konstitusi” 
di website wwu'.paspanlakuii.cipr.go.id, Aktualisasi ini sebagai salah satu upnya dalam 
membangun karakler ASN yang hcrinlcgritas, prote.sionat. nelral dan hebas diui 
inien'cnsi puliiik. bersih Jari pniktik korupsi, kohisi, dan nqiotisrne. son a mnmpu 
menyelenggorokan pelaymian publik bagi masyarakut doji mainpu menjulankan i>oran 
sobagai unsiir porekat pcrsatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan I’ancasiia dan UUD 
NRl Tahun 1945.

Produk digital *‘PasuI/Ayai Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Pulusan 
Mahkamah Konstitusi” di website ww'W.Duspanlakuu.dnr.go.id merupakan inovosi 
pclaksanaan dari salah satu lugas pokok dan fungsi unalis hukum yaitu mengelola 
database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK, scrta database Undang- 
Undang yang diubah dengan putusan MK. Diharapkan aknualisasi ini dapat 
membeiikan tnnsukan untuk peiiyusunun Proglam Legislasi Nasional kepadu anggoia 
DPR RI padii kJiususnya, scrta dapat meniberikan iiifommsi hukum kepada masyarakal 
pjida umumnya.

B. Tujuaan

Kaput koordiiiosi ini ditujukan agar pembangunan produk digital "Pasal/Avm Undang- 
Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” di website 
www.puspanlukuu.dor.go.id dapat menjadi salah satu pro<iuk unggulan dan dapat 
dilanjulkan olch seluruh analis hukum di Pusiit Pomantmian Pciak.suiuian tJndang- 
Undang Badan Kouhlian DPR RI.

http://www.puspanlukuu.dor.go.id


4. Tumpiian pada halanian detail, klik deskripsi uniuk keierangan dokumen.

C. Waktu

Rnpat koordinasi ini dilakukiin padu hari Rabu, 12 September 2018 bertenipal di Ruang 
Rnpat Pusal Pemanlauan Pdaksanaan Umlang-Undang Radan Keahlinn DPR Rl.

D. Produk Digital “PasaPAvat Undang-Undang Vang Dlbatalkan Metalui Putusan 
Mahkamah KonstitusP' di website ww^v.nusnanlakuu.di>r.go.id

i. Lelak produk digital ini berada di website wvvw.Duspanlakuu.dpr.go.id> sub tab 
Produk yang terakhir.

c-e’j;

^

2. Di halaman beranda, letak produk digital ini berada di kolom paling bawah.

3. Uniuk masuk pada halaman detail, sila pilih produk "Pasal/Ayat Undang-Undang 
Yang Dibatalkan Melaiui Putusan Mahkaraoh Konstitiisi” pada poin nomor I diatas.

5. Pada tampilan lialainun detail terdaput 5 (lima) komponen:

a. .ludul Undang-Undang

b. Cover dokumen

c. Deskripsi dokumen yang memuat narasi singkat dokumen dan isi pnsal/avat 
yang dibatalkan oleh Putusan MK,

d. Keterangan waktu “update terakhir" yang menampilkan waklu pemutakhiran 
data terakhir.

c. Dokumen yang dapat diunduh dengan akses terbatas uniuk copy don ec//{ 
dengon format file .pdf.

6. Hingga saat ini sudah 7 (lujuh) undang-undang yang dapat diakses pada halaman 
detail tersebut yaitu UU Pemilu 7/2017. UU LPS 24/2004, UU Pajnk Pembahan 
Kctiga 28/2007. UU SPPA 11/2012, UU Praklik Kedokteran 29/2004, UU MD3 
Perubuhan Kedua 2/2018 dan UU MK 24/2003. Pemilihon kcuijuh undang-undang 
tersebut adulah berdosarkan pada seluruh Putusan MK yang dikabulkan pada tahun 
2018.

E. Input data MPusal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melaiui Putusan 
Mahkamah Konstitusi” melaiui Portal DPR RI
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I. Pada halamun beranda Portal, masuk melaliu aplikasi Puspanlak di dallar aplikasi 
sebelah kiri.

2. Pada haioman Puspanlak UU Adniin, masuk aplikasi melalui tab Menu> Produk> 
Pasal/Ayal UU Yang Dibaialkan Melalui Pulusan MK di palling bawuh.

r«j©/fSg

3- Pada halaman detail aplikasi “Pasal/Ayal UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK”, 
terdapat dafiar undang-undang yang sudah diimggah. Daftar tersebui dapat djiainbah, 
direvisi, maupun dihapus melalui pilihan yang adu.

4. Uiituk mcnambahkan undang-undang bam, pilih opsi ‘‘Tambah Pasal/Ayal UU Yang 
Dibatalkan Melalui Putusan MK” di sebelah kanan atas yang berwama hijmi. Selelali 
masuk, terdapat tompilan sehagat berikui:

M *tW» fif2 'Sk* rts-- /.> ■ Sa.7i>;rnV^^ I
. ^ f 4i»v U*b4t«lh«n PutWMA

CSSL

5. Tambahkan judul undang-undang dengan kolom yang sudah di .stoning auto compleie. 
Daftar undang-undang yang tampil adalah sesuai yang ada di .IDIH DPR RI.

6. Setelah itu masukkan juga deskripsi dokumen yang akan diimggah, deksripsi borisi 
narasi singkal isi dokumen dan dafiar pasal/ayot yang dibatalkan melalui Putusan MK. 
Setelah itu klik “Simpan”.

niMiKotNunita

BSSS1.

7. Setelah disimpan. maka akan muncul opsi bani sebagai berikui:
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8. Terdapal liga pilihan untuk file unggah: “Cover”, “File Publik” untuk menampilkan 
dokumen yong dapat diunduh bebn-s, dun “File Iniemal” yang hanya dapal diunduh 
lerbatas oleh internal Puspanlak. Untiik aplikasi ini, cukup mengunggah dokumen 
pacla opsi “Cover” dan “File Publik”. Seielah iiu klik “Sinipan".

9. Selanjutnya untuk menambahkan data Penulis, klik opsi “Tambah Penulis” di sebelah 
kanan bawah, dan okan muncul tampilan sebagai berikut;

........ .

■dR|WJ/A) , tt T«f«*h0milto MW:
■3 f3‘"

CSSS i,hsa- ps

' ‘ K'.

IT im

10. Pilih nama Penulis lalu beri tanda centang di sebelah sebagaimana gambor diatas. 
Lalu klik “Simpan”

11. Setelah iiu akan muncul tampilan sebagai berikut:

12. Klik “Simpan” untuk meiengkapi semua keterangan doktimen.

F. Contoh dokumen “PasaFAyat UU Yang Dlbatalkan Mdalui Putusan MK 

I. Cover/Halaniun Judul

PASAL/AYATYANG DIBATALKAN '' 
OLEIl PUTUSAN MK

__ __,

UMUMU'U^fDA.'tf: .^OMOS 3 TAItU^ 
liJCTAW PUunAHM K10U4 ATAS 

IMEMIlC-UliaAAC .lOMOR l?1Am)M20l4 
tAHTAJlC

MAinn fTtlltmAWAtATA*

RIWAA PlftWAHItA!! MKVAf. 
t»r«r*M K%«V«AULOi OAVUH. ZMX 

OVMAB PIAWAKILAM BAKYAT 0«UUK
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : ww'A/.dpr.go.id

Nomor ; 126/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat ; Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta. 4 Juni 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat mengenai Aktulisasi 
Pelatihan Dasar Galon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU. yang akan 
dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

: Selasa, 5 Juni 2018 
: Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB 
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
UndangLantai 6 GedungSekretariatJenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah. S.H.. M.H.
NIP. 1969C213 199302 1 001



• • • •

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waklu
Tempal
Acara

Selasa. 5 Juni 2018 
10:00:00 s.d. 12:00:00
Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN h TANDATANGAN1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang

1. p—
2. Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 

Teknologi Informasi
2.

J. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tala Usaha 3.
nA4. Sondang E. Sinaga, S.Koni. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya

5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranala Komputer Madya ------ fii--------

6. Airiangga Eka Warhana, S.Kom., 
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6-

/. Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 7- Jfrf 1
8. Hrdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda --------—f--------

9. Rahayu Yuni Susanli, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9.

10. S. Agiis Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.
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27. Pinanti Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN

28. Rr. Lucia P Dewi Damayanti 
Yudakusuma, S.H., M.Kn.

220000010 PPNPN

29. Mega Irianna Ralu, S.H., MBA 220000016 PPNPN

30. Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN

31. Donny Saiya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN

32. Deny Giovanno. S.H. 22000021 PPNPN 32T)>^
33. Endang Sulistyorini, S.H., M.K.n. 22000022 PPNPN

34. Anislia Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN

35. Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35.

36. •luan Eery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN

37. Anlonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN ------------\---------------

38. Dcdy Nurhidayat, S.H., M.Kji. 22000027 PPNPN

39. Ralna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN 39'^fc —

40. Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN

41. Suly Leginasari 180000086 PPNPN

42. Muammar KJiadafi 190000064 PPNPN



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPOR.4N SINGKAT
RAPAT PEiMBAHASAN AKTUAHSASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDEIUL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Puku!
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Selasa, 5 Jimi 2018 
: 10.00-12.00 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RJ, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon Pegavvai 

Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi 
Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

L PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada pihak BDTI tentang 

program dalam rancangan aktualisasi;

2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut:

a. Putri Ade Norvita Sari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan 

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU di Website Puspanlak;

b. Ester Yolanda Friska: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan daftar 

perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi di Website 

Puspanlak;

c. Reza Azhari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan kompilasi 

undang-undang pe'rubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website 

Puspanlak;

http://www.dpr.go.id


d. Nur Azizah: Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Website 

Puspanlak untuk menjaring aspirasi masyarakal dalam rangka pemantauan 

pelaksanaan undang-undang:

e. Yosa Jeremia D; konsultasi dengan FCepala Puspanlak BK. DPR RI serta 

memberitahukan mengenai rancangan aktualisasi benipa penggunaan aplikasi 

google docs yang berfungsi untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai 

dengan Bab V buku basil pemantauan Undang-Undang Pariwisata kepada Analis 

Hukum dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Puspanlak BK DPR RI.

in.KESIMPULAN:
1. Tempat penginputan dan pengunggahan untuk rancangan aktualisasi Putri Ade 

Norvita Sari, Ester Yolanda Friska, Reza Azhari dan Nur Azizah dalam proses 

pembuatan;
2. Rancangan aktualisasi Yosa Jeremia D berupa penggunaan aplikasi google docs untuk 

mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku basil pemantauan 

Undang-Undang Pariwisata telah siap untuk dilaksanakan.

IV. PENUTUP
Rapat ditutup padapLikuI 12.00 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018 

iVIengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rckhmansvah. S.H., M.H.
NIP. 19^)0213.199302.1001



SEKRETARiAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE ; www.dpr.go.id

Nomor : 128/PUSPANU\K UU/7/2018
Sifat ; Biasa
Derajat : Segera
Lampiran ; 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 3 Juli 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada;

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

Rabu, 4 Juli 2018
Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah, S.H.. M.H.
NIP. 1969C213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


DAFTAR HADIR
RAF AT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waklu
Tempai
Acara

Rabu, 04 Juli 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang

1.

t 12. Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 
Teknologi Informasi

2-

3. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3.
14. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya

5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya
—p±—

6. Airlangga Eka Warhana, S.Kom., 
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6‘

7. Poedji Pocrvvanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 7-

8. Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda ------- ----- 1--------- ■■ ,1
9. Rahayu Yuni Susanti, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9. —T—
10. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.



» • •

11. Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 11.

12. Hariyanto, S.H. 1968C3011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan

13. Mcmed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13. ]14. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 14.

15. Musbiyalun 197011101997032006 Pengelola Data 15.

16. Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data

17. Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 17.

18. Nur Azizah, S.H., M.M. 198612062018012001 Anal is Hukum

19. Ester Yolanda Friska, S.M., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum

20. Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum ----------- 2°.
21. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum ---------- H--------------

q/1
22. Yosa Jeremia Donovan, S.H.,

M.H.
199110202018011002 Analis Hukum

23. Pulri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum

\ V24. Nadia Seplyana 198409022005022001 Analis Hukum

25. Jordan Muhammad, S.H. 220000004 PPNPN
-----------W-

26. Trisuharlo Clinton, S.H. 220000005 PPNPN kr—»-------- 26.



I • •

27. Pinanii Mega Dewami, S.l l. 220000006 PPNPN 27. /V

28. Rr. Lucia P Dewi Damayanti 
Yudakiisuma. S.H., M.Kn.

220000010 PPNPN 28'

29. Mega Iriaima Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN

30. Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN
/

30.

31. Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN

32. Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32-^^

33. Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN 33

34. Anisha Rahmiasari, S.H. 22000023 PPNPN

35. Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35AW
36. Juan Eery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN ---- Hr----- 36- ^

37. Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN -------V--------
/

38. Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kji. 22000027 PPNPN

39. Ralna Dcwi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN /—

40. Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN ‘“’dPM'
41. Suly Leginasari 180000086 PPNPN 41 ■

42. Muammar Khadafi 190000064 PPNPN 42- (li



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021)5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : w'/w/.dpr.go.id

LAPORANSINGKLVT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempal

Ketua Rapat 
Acara

Rabu. 4 Juli 2018 
16.30-19.30 WIB
Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Anal is Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

L PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB 

II. PEMBAHASAN:
Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dari program rancangan aktualisasi, 

antara lain:
1. Putri Ade Norvita Sari; Dalam penginputan tidak dapat menambahkan Kajian, 

Analisis, dan Evaluasi UU yang baru;

2. Ester Yolanda Friska: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan perkara baru 

dalam Website Puspanlak;

3. Reza Azhari: Judul Sub Tab Poduk Digital belum sesuai dengan permintaan, 

meminta perbaikan sub tab produk digital.
4. Nur Azizah: Menyerahkan daftar pertanyaan kuesioner untuk website Puspanlak 

UU.



III. KESIMPULAN:
Kegaaalan clalam penginputan disebabkan karena masing-masing CPNS Analis Hukum 

masih menjadi ''user", sehingga tidak dapat menambahkan input yang baru. Sehingga 

pihak BDTI mengganli seluruh CPNS Analis Hukum yang awalnya adalah miiiser" 

menjadi i'ctdmin'\

IV. PEMTUP
Rapal ditulup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2018 

Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

V
Rudi Rodhmansvah. S.H.. M.H.

NIP. 196 '0213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021)5715 349 FAX. (021)5715 423/5715 925, WEBSITE ; ww'//.dpr.go.id

Nomor : 140/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat ; Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 6 Juli 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR R) akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tangga!
Waktu
Acara

Tempat

Senin, 9 Juli 2018
Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

NIP. 1969C
Rudi Roch nansvah, S.H.. M.H.

213199302 1 001



'.•vV ■

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

Scnin, 9 Juli2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang

1. p
2. Dadang Prayitna. S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan 

Teknologi Informasi
2.

j. Dahliya Balinan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3.

4. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 4- ff-
5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya 5- -------- T—----------

6. Airlangga Eka Warhana, S.Kom., 
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya 6*

7. Pocdji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama
/

8. Erdinal I lcndradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda

9. Rahayu Yuni Susanti, S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9.

10. S. Agus Trimarawiilan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.



11. Samudi 196509101989031002 Pengadmini.strasi Umum 11.

12. Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan

13. Memcd Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13.

14. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 14.

15. Musbiyalun 197011101997032006 Pengelola Data 15.
/)

16. Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data i6-dU)
17. Alis Jaclani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 17. - 1
18. Nur Azizah, S.H., M.M. 198612062018012001 Anal is Hukum is-

19. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum --------- L \ =—

20. Rcza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum ------- ——//—-—
20.

21. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum

22. Yosa .Icrcmia Donovan, S.l 1.,
M.H.

199110202018011002 Analis Hukum

23. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum 23'

24. Nadia Septyana 198409022005022001 Analis Hukum 2i-

25. .Iordan Muhammad, S.H. 220000004 PPNPN 25.
--------- )L\/ 1

26. 1 risuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26.





SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : ww'w.dpr.go.id

LAPORANSINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Senin, 9 Juli 2018 
: 16.50-19.30 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RL Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah,
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

IL PEMBAHASAN:
1. Rancangan Aktualisasi Putri Ade Norvita Sari terdapat permasalahan, yaitu tidak 

adanya kolom untuk pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dalam bentuk 

pdf.
2. Telah ada ;;home'’ penginputan untuk Rancangan Aktualisasi:

a. Reza Azhari: Kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi di Website Puspanlak;
b. Nur Azizah: Sistem Informasi Kuesioner dan permintaan untuk dijadikan admin 

“super*’ agar terbuka akses untuk menginput.

UI.KESIMPULAN:
Kolom pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU baru bisa dilakukan apabila 

sebelumnya telah melakukan penginputan berupa:



a. Judul Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU;

b. Tanggal terbit;

c. Urgensi;

d. UU yang dipantau;

e. Lokasi;

f. Hasil Diskiisi dengan Pemangku Kepeniingan; dan

g. Rekomendasi.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018 

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

ansvah. S.H.. M.H.Rudi Roch
NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE ; www.dpr.go.icl

Nomor : 141/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 9 Juli 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

Selasa, 10 Juli 2018 
Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 

: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah. S.H.. M.H.
NIP. 1969C213 199302 1 001

http://www.dpr.go.icl


DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGEPJ SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waktu
I'empal
Acara

Selasa, 10 Juli 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapat Pusai Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kcpala Pusat Pcmantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang

1.

2. Dadang Prayilna, S.IP., M.H. 196708061990031003 Kepala Bidang Data dan
Teknologi Informasi

2.

3. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 3.

4. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranala Komputer Madya y/fe- ■
5. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya

---------- -------------------

6. Airlangga Eka Waiiiana, S.Kom., 
M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya
------ ----------- ,

6-

7. Poedji Pocrvvanli. S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Perlama ---- ----------V----
P8. Erdinal Hcndradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda 8- rf9. Rahayu Yuni Susanti. S.T. 198506102009122003 Pranata Komputer Muda 9. -------W-----------

1
10. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.



11. Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 11. --------- ----------------------

12. Hariyanto. S.H. 196803011990031004 Pcnyusun Bahan Kebijakan 12.^<-----------

13. Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13.

14. Supian, S.li. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 14.

15. Musbiyalun 197011101997032006 Pengelola Data 15.

16. Marlin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data

17. Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 17.

18. Nur Azizah, S.II., M.il. 198612062018012001 Analis Hukum

19- Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum ----PV^
20. Rcza Azhari, S.M., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum 20.

rl'21. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum

22. Yosa .leremia Donovan, S.H.,
M.H.

199110202018011002 Analis Hukum

23. Putri Ade Norvita Sari, S.ll., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum 23.
\ j/

It24. Nadia Seplyana 198409022005022001 Analis Hukum 24' (w25. •Iordan Muhammad, S.H. 220000004 PPNPN 25. —-------------

26. Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26.



27. Pinanti Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN 27-

28. Ri‘. Lucia P Dewi Damayanti
Yudakusuma, S.H., M.Kn.

220000010 PPNPN ----------- 28c^
29. Mega Iriaiina Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN 29'

30. Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN 3o-

31. Donny Salya Widjanarko. S.H. 22000020 PPNPN 3I-

32. Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN

33. Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN 33

34. Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN

35. Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35-Lp^
-»r-7

36. Juan Fery Siluinorang, S.H. 22000025 PPNPN

37. Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN ------------- ----------------

/? ,
38. Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn. 22000027 PPNPN

39. Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN
—^^------------

40. Krikammanis Noviarli Qori, S.H. 22000029 PPNPN

41. Suly Leginasari 180000086 PPNPN

42. Muammar Khadafi 190000064 PPNPN



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAKUU
SEKI^ETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Selasa, 10 Juli 2018 
: 16.30-19.30 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegavvai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT;

I. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:
1. Ester Yolanda Friska: Penambahan kolom penginputan kuasa Hukum, tanggal 

putusan, dan keterangan untuk program rancangan aktualisasi.
2. Reza Azhari: Perbaikan kolom deskripsi menjadi rata kiri dengan menambahkan jeda 

pada setiap paragraf pada sub tab yang diminta.
3. Nur Azizah: Perbaikan identitas responden dan permintaan untuk menampilkan basil

respon pada website Puspanlak UU

III. KESIMPULAN:
Pihak BDTl telah menambahkan kolom penginputan untuk kuasa hukum, tanggal putusan 

dan keterangan pada Daftar Perkara, dan akan menindaklanjuti perbaikan kolom 

deskripsi.

http://www.dpr.go.id


IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2018 

Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rommansvah. S.H.. M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLiK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 I 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor ; 158/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 25 Juli 2018

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar 
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

Kamis, 26 Juli 2018 
Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB 
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU 

: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang.

Rudi Roch nansvah, S.H.. M.H.
NIP. 1969C 213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waktu
Tempal
Acara

Kamis, 26 Juli 2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapal Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR R1 
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON 
PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN

1. Nund Nugraha Khuswara, S.H., 
M.H.

196106231988031001 * Kepala Pusat Data Dan Inlbrmasi 1. II

2. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang 2 hDr. Ascp Ahmad Sacfuloh, S.E., 

M.Si.
1971091119970031005 Kepala Pusat Kajian Anggaran

4. Endah Sri Lcstari. S.H., M.Si. 197104031996032001 Kepala Bidang Data dan Teknologi 
Informasi j------------------------------------------------- —

4. '

5. Dahliya Bahnan, S.I L, M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tala Usaha 5'

/T
6. Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya

--------------- A-------------

6-

7. Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya 7- A / ' ^

8. Airlangga Eka Warhana,
S.Kom., M.T.L

198210032009121001 Pranata Komputer Madya

9. Poedji Poerwanti. S.IL, M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama



10. Erdinal Hcnciradjnja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Kompuler Muda 10. ^

11. Yudarana Sukarno Putra, S.H.,
LLM

198010162009121001 Perancang Pcraluran Pcrundang- 
Undangan Muda

11.

12. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakun 12.

13. Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum

14. Hariyanlo, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan \4.

15. Memod Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 15.

16. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 16. rV17. Musbiyaiun 197011101997032006 Pengelola Data 17. 1 \

18. Marlin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data

19. Alis .laelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 19.

20. Nur Azizah, S.H., M.11. 198612062018012001 Analis Hukum 20.

21. Esier Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum !im-
22. Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum

-------
23. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Flukum nn
24. Yosa Jeremia Donovan, S.H., 

M.H.
199110202018011002 Analis Hukum

25. Binlang Wicaksono Ajie, S.M., 
M.H.

199292222018011001 Analis Hukum 25. —--------------



199301192018012002 Analis Hukum

Adrian Ajrurrahman, S.E. 199404062018011003 Penyusuii Bahan Kebijakan

Nadia Scplyana 198409022005022001 Analis Hukum

JORDAN MUHAMMAD, S.H. 220000004 PPNPN

TRISUHAR'I O CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN

PINANTI MEGA DEWANTI, 
S.H.

220000006 PPNPN

RR. LUCIA P DEWI 220000010 PPNPN
DAMAYANTl
YUDARUSUMA, S.ll., M.KN.
MEGA IRIANNA RATU, S.H., 
MBA
AS10\ CARDIMA, S.H.

220000016 PPNPN

22000019 PPNPN

DONNY SA'l'YA
WIDJANARRO, S.H.

22000020 PPNPN

DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN

BNDANG SULISTYORINI, 22000022 PPNPN

ANISHA RyUlMASARl, S.H. 22000023 PPNPN

YODIA SURYA NUGRAHA, 
S.H.

22000024 PPNPN

JUAN EERY SrrUMORANG, 
S.H.

22000025



41. ANTONIUS SAMTURNIP,
S.H.

22000026 PPNPN 41. /j

42. DEDY NURHIDAYAT, S.H., 
M.KN.

22000027 PPNPN

43. RATNA DEWI TISNASARl,
S.H.

22000028 PPNPN 43^
1 ^ L/

44. KRIKAMMANIS NOVIARTl 
QORl, S.H.

22000029 PPNPN N

________ t 44OV5L-
45. SULY LEGINASARl 180000086 PPNPN 1Ir^.

46. MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 46,



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEiMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Kamis, 26 Juli 2018 
; 16.30-19.30 WIB
; Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI. Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Galon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

L PENDAHULUAN:
Kelua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:
1. CPNS Analis Hukum melakukan iiji coba penginputan dan pengunggahan terhadap 

masing-masing program rancangan aktualisasi;
2. Nur Azizah: perbaikan sistem penginputan Daftar Pertanyaan oleh admin, termasuk 

penginputan daftar undang-undang yang mencapai 100 buah.

III. KESIMPULAN:
Tidak ditemukan lagi permasalahan dalam proses penginputan dan pengunggahan dari 

masing-masing program rancangan aktualisasi Analis Hukum.

http://www.dpr.go.id


IV. PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 26 Juli 2018 

Mengetahui,
Kepaia Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rod mansvah. S.H.. M.H.

NIP. 1969 213.199302.1001

.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP, (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE ; www.dpr.go.id

Nomor : 171/PUSPANLAK UU/8/2018
Sifat : Biasa
Derajat ; Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : UndanganRapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir 
Jakarta

Jakarta, 14 Agustus 2018

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalann 
Kantor di Luar Jam Kerja mengenai Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 
Dasar Galon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAiK UU, yang akan 
dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu
Acara

Tempat

Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANI_AK UU
Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Roch nansvah, S.H.. M.H.
NIP. 1969C213 199302 1 001

http://www.dpr.go.id


DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAI NEGERl SIPIL PUSPANLAK UU

I'anggal
Waklu
1'empal
Acara

Rabu, 15 Aguslus2018 
16:30:00 s.d. 19:30:00
Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON 
PEGAWAI NEGERl SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN1. Nunu Nugraha Khuswara, S.H., 
M.H.

196106231988031001 Kepala Pusat Data Dan Informasi L h2. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pcmantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang

\ 2.
3. Dr. Ascp Ahmad Saeluloh, S.E. 

M.Si.
1971091119970031005 Kepala Pusat Kajian Anggaran ~i. \------------

4. Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. 197104031996032001 Kepala Bidang Data dan Teknologi 
Informasi

4.
5. Dahliya Baluian, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 5.

6. Soiidang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 Pranata Komputer Madya 6.
7. Fariza Emra, S.lM.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya

8. Airlangga Eka Warhana,
S.Kom., M.T.I.

198210032009121001 Pranata Komputer Madya ------------- —^-----------
8-

9. Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama



• »

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Erdinal Hendracijaja, S.T., M.Sc,

Yudai-ana Sukarno Putra, S H 
LLM
S. Agus Trimarawulan, S.H.

Samudi

Hariyanto, S.H.

Memed Sobari

Supian, S.E.

Musbiyatun

Martin Yohannes

Atis Jaelani

NurAzizah, S.EI., M.H.

21.

22.

23.

24.

25.

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.

Reza Azhari, S.H., LL.M.

Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.

Yosa Jeremia Donovan S H 
M.H. ' ”
Bintang Wicaksono Ajie, S H 
M.H.

19800813200912100

198010162009121001

196008031993021001

196509101989031002

I968030I1990031004

196810091007031003

96901071997031001

197011101997032006

197103131994031004

197603262001121001

198612062018012001

198704152018012001

198807182018012001

198810032018012001

199110202018011002

199292222018011001

Pranata Komputer Muda

Perancang Peraturan Perundang- 
Undangan Muda
Penyusun Bahan Kebijakan

Pengadministrasi Umum

Penyusun Balian Kebijakan

Pengelola Data

Pengadministrasi Umum

Pengelola Data

Pengelola Data

Pengadministrasi Umum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

11.

13.

15.

17.

Analis Hukum

19.

21

23.

10.

12.

14.

16.

18.

20.

22. I



26. pLitri Acle Noi viUi Sari, S.H.,
M.H.

199301192018012002 Analis Hukum 26-4d
2/. Anr.irha I: -.ra i .Atrdini 199111072018012002 Analis Hulcum r^Js55T
2(i. Adrian Ajiv’iTahman, S.E. 199404062018011003 Penyusun Baban K.ebijakan 28.

29. Nadia S'.’plynn;-. 198409022005022001 Analis Hukuin 29.

JU. .fORDAM MUHAMMAD, S.H; 220000004 PFNPN 30.

M. TRISUHARTO CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 31.

J2. PINANTI MEGA DEWANTI, 
S.H.

2200G0006 PPNPN 32/%rc^

53. RR. LUCi A P DEWl 
DAMAVANTI
VUI.JARUSUMA, S.H., M.K.N.

220000010 PPNPN •a

34. rMEGA IRiANNA !<ATU, S.H., 
MBA

220000016 PPNPN
\

34-|jkWv
35. ASr-D\ CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN ^

Ml. DOlr; ’V SAT- A. 
WIDJANARKO, S.H.

22000020 PPNPN p- A------
jy. DENY GiOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN

38. ENDANG SULISTYORINJ,
S.H., M.KN.

22000022 PPNPN 38. r__ _ ____^
39. ANISHA RAHiMASARI, S.H. 22000023 PPNPN

4U. YODIA SURYA NUGRAHA, 
S.H.

22000024 PPNPN



41. JUAN FERY SITUMORANG, 
S.H.

22000025 PPNPN 41.

42. ANTONIUS SAMTURNIP,
S.H.

22000026 PPNPN 42.

43. DEDY NURHIDAYAT, S.H., 
M.KN.

22000027 PPNPN 43.

44. RATNA DEWI TISNASARI,
S.H.

22000028 PPNPN

44;4^
4b. KlUKAMMANIS NOVIARTI 

QORI, S.H.
22000029 PPNPN

46. SULY LEGINASARI 180000086 PPNPN 46.

47. MUAMMAR RHADAFI 190000064 PPNPN 47.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : wwv;.dpr.go.id

LAPORAN SINGK.4T
KAPAT PEiMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggai
Piikiil
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

Rabu, 15 Agustus 2018 
16.30-19.30^WIB
Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RJ, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegavvai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang 
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Kompiiter Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

IL PEMBAHASAN:

Rancangan Aktualisasi:
a. Putri Ade Norvita Sari: ‘'home” penginputan dan pengunggahan Kajian, 

Analisis, dan Evaluasi UU telah siap;
b. Ester Yolanda Friska: '‘home” penginputan dan pengunggahan daftar perkara 

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;

c. Reza Azhari: ‘'home” penginputan dan pengunggahan kompilasi undang- 

undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun 

masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar rapat melalui 

media email dan whatsapp.
d. Nur Azizah: Perbaikan lay out kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang 

telah diterima.



e. Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta mated 

muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peratiiran Pelaksanaan 

Undang-Undang yang lenntegrasi dengan website DPR RI serta website 

Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peratiiran pelaksanaan Undang- 

Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesiiai judul 

Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat gratik basil 

data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan 

website DPR RI serta Puspanlak UU;

f. Annisha Putri Andini: permohonan akun “super” untuk proses manajemen 

website, usulan bentuk kolom pengunggahan serta tampilan pada menu 

“Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.”

III. KESIMPULAN:
Masing-masing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan 

dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 15 Agustus 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Roc imansvah. S.H.. M.H.

NIP.196 >0213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : ww'yv.dpr.goJd

Nomor
Sifat
Derajat
Lampiran
Perihal

188/PUSPANLAK UU/9/2018
Biasa
Segera
1 (satu) Ibr
Undangan Rapat

Jakarta, 12 September 2018

Yth.
Daftar Nama Teriampir 
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan 
Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 
Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tangga)
Waktu
Acara

Tempat

Rabu, 12 September 2018 
Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB
Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

Puspanlak UU
: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang.

Rudi Roch nansvah, S.H.. M.H.
NIP. 1969C213 199302 1 001



DAFTAR HADIR
RAFAT KOORDINASl PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

CALON PEGAWAl NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal
Waktu
Tempal
Acara

Rabu, 12 September 2018 
13:00:00 s.d. 15:00:00
Ruang Rapal Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
KOORDINASl PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 
CALON PEGAWAl NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP . ■■ .'V;: iJABATAN TANDATANGAN
1. Rudi Rochmansyali, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang
1.

2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 Kepala Subbagian Tata Usaha 2.

Poedji Poerwanti. S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama

4. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- 
Undangan Muda

4.

5. S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 5.

6. Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 6.

7. Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 7.

8. Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 8.

9. Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 9.



10. Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 10.
11. Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 11.
12. Alis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 12.
13. Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum

14.. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 1987041520ISO1200I Analis Hukum
-------- L3~------

15. Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum 15.
16. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum

/7/1
16.' J

17. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H. 199110202018011002 Analis Hukum -f-IB. Bintang Wicaksono Ajie. S.H., M.H. 199292222018011001 Analis Hukum 18.
19. Putri Ade Norvila Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum

20. Annisha Putri Andini 199111072018012002 Analis Hukum

21. Nadia Septyana 198409022005022001 Analis Hukum 21.
22. JORDAN MUHAMMAD, S.H. 220000004 PPNPN

/\ 22- /M-2j. TRISUHARIO CLIN TON, S.H. 220000005 PPNPN 23.-^^

24. PINANTI MEGA DEWANTI, S.H. 220000006 PPNPN 24- idj^
25. RR. LUCIA P DEWl DAMAYANTI 

YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.
220000010 PPNPN 25.



26. MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA 220000016 PPNPN

27. ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN ---- V —

28. DONNY SATYA WIDJANARKO,
S.H.

22000020 PPNPN

29. DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 29.

3U. ENDANG SULISTYORINI, S.H.,
M.KN.

22000022 PPNPN

Ji. ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 31.

32. YODIA SURYA NUGRAHA, S.H. 22000024 PPNPN irW~33. JUAN EERY SITUMORANG, S.H. 22000025 PPNPN 33.

34. ANTONIUS SAMTURNIP, S.H. 22000026 PPNPN

33. DEDY NUIUilDAYAT, S.H., M.KN. 22000027 PPNPN 35.

36. RATNA DEW I TISNASARI, S.H. 22000028 PPNPN

3/. RRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, 
S.H.

22000029 PPNPN ------------------------

38. SULY LEGINASARI 180000086 PPNPN 38.

39. MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 39.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE ; www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
R.APAT KOOR0INASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR

CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul
Tempat

Ketua Rapat 
Acara

: Rabu, 12 September 2018 
; 15.00-17.30 WIB
: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR Rl, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
: Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Galon 

Pegavvai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukiim

Peserta Rapat :
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Analis Hukum;

POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI. PEiMBAHASAN:
1. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi 

CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang 

dipaparkan antara lain:

a. Reza Azhari: penginpuian dan pengunggahan :‘PasaI/Ayal Undang-Undang Yang 

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi” ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU 

yangjuga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;

b. Putri Ade Norvita Sari: pembuatan ;iKajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis, 

dan Evaluasi UU” yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

UU yang yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

c. Ester Yolanda Friska: penginputan dan pengunggahan "Daftar Perkara 

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan

http://www.dpr.go.id


procluk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website 

Puspanlak UU;

d. Nur Azizah; "Penjaringan Data dan [nfomiasi tentang Pelaksanaan UU” yang 

juga dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

e. Yosa Jeremia Donovan: "Penggunaan Google Docs dalam Penyusunan Buku 

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU”;
f. Bintang Wicaksono Ajie: ;iAplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang” yang terintegrasi dengan website DPR RI serta 

website Puspanlak UU. Meminta data pemaniauan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai 

judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTl untuk membuat grafik hasil 

data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website 

DPR RI serta Puspanlak UU;
g. Annisha Putri Andini: “Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan produk Puspanlak UU dan 

dapat diakses dalam Website Puspanlak UU.

VII. KESIMPULAN:
1. Reza Azhari: program aktuaiisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang;
2. Putri Ade Norvita Sari: program aktuaiisasi disetujui, namun belum dapat 

ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari 

aktuaiisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU hams betul-betul cermat dalam 

penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Repala Badan 

Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di 

website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat ini program aktuaiisasi latsar hanya 

sampai pada pembuatan "Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU”;

3. Ester Yolanda Friska: program aktuaiisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka 

menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok perkara/inti 

masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat;

4. Nur /Vzizah: program aktuaiisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan UU;



•f
0

5. Yosa Jeremia Donovan; untuk dilanibahkan kolom persetujuan ICepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan UU dalam goog/e ciocs\
6. Bintang Wicaksono Ajie; program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. Annisha Putri Andini; program aktualisasi disetujui, namun belum dapat 

ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari 

aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersitat substantive sehingga untuk 

dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan 

Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah IConstitusi , 

sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan 

“Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”

Vm. PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018 

Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochm. msvah. S.H.. M.H.

NIP. 196902 3.199302.1001
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 

MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI



KATA PENGANTAR DAFTARISI

mm

DPR Ri metniliki 3 [tiga) lungsi uiama 
sebagaimatia amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legisiasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pcngawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam molaksanakan politik 
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR Rl adalah melakukan petnantauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusal Pemanlauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Badan Keahlian DPR Rl memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR Rl dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebui 
dengan inetnantau dan menginvenlahsir Putusan-Putusan Malikamah Konstitusi yang 
menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangaii dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nmnor 29 Tahun 2004 lentang Prakiik Kedokteran [UU Praktik 
Kedoktcran} yang menjadi landasan hukum alas psnyclcnggaraan praktik kedokteran 
di Indonesia telah beberapa kali dilakukan liji matcriil oleh Malikamah Konstitusi. 
Beberapa pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Taliun 1945 dan tidak inempunyai kckiiaian hukum mengikat oleh 
Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang- 
undang aslinya. Dokumen Ini terdiri dari pemhukaan undang-undang, batang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi lerkait, dan disertai iampiranyang berisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kaml dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legisiasi Nasional kepada anggota DPR Rl pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada iimumnya.

Kepata Pusat
Pemanlauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Riidi Rochmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001

KATA PENGANTAR........................................................................................................................ 2
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UNDANC-UNDANC REPUBLIKINDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2004 

TENTANG

PRAKTIKKEDOKTERAN

DENGAN RAH MAT TUHAN YANGMAHAESA 

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehaian ditujukan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kematnpuan bidup sehat bagi sctiap 
orang dalam rangka mewujudkan derajai keseliatan yang optimal 
sebagai salah satu unsur kescjabtcraan umum scbagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 19'15;

b. bahwa kesehaian sebagai hak asast manusia hams diwujudkan 
dalam bentuk pcmberian berbagai upaya kesehaian kepada selurul) 
tnasyarakai mclalui penyclenggaraan pembangunan kesehaian yang 
berkiialitas dan lerjangkaii olch masyarakat;

c. bahwa penyclenggaraan praklik kedokleran yang merupakan inti 
dari berbagai kegiatan dalam penyclenggaraan upaya kesehaian 
harus dilakukan oleh dokier dan dokler gigt yang memilikl eiik 
dan moral yang linggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus- 
mencrus harus ditingkatkan muiunya melalui pendidikan dan 
pelalihan bcrkelanjutan. serlifikasi, registrasi, lisensi, serta 
pembinaan, pengawasan, dan pemaniauan agar penyclenggaraan 
praklik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan leknologi;

d. bahwa untuk inemberikan perlindungan dan kepastian hukum 
kepada penorima pelayanan kesehaian, dokter, dan dokter gigi, 
diperlukan pengaiuran inengenai penyclenggaraan praklik 
kedokleran;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada humf a, huruf b, huruf c, 
dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang lentang Praklik 
Kedokleran;

Menglngat ; Pasal 20 dan Pasal 21 ayai (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

PUSAT PEMAkTAUAN PELAKSANAAN lINDANG-UNDANG
BAD AN KEANLIAN DPRRl

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

MEMUTUSKAN;

UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIKKEDOKTERAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Praklik kedokleran adalah rangkaian kogiaian yang dilakukan olch dokler dan 

dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehaian.
2. Dokler dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokler gigi, dan dokler gigi 

spesialis lulusan pendidikan kedokteran aiau kedokteran gigi haik di dalam 
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.

3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suaiu badan otonom, mandiri, nonslruktural, 
dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil 
Kedokleran Gigi.

4. Serlilikat kompeiensi adalah sural tanda pengakuan terhadap kemampiian 
seorang dokter atau dokter gigi untuk mcnjalankan praklik kedokleran di seluruh 
Indonesia soielah lulus liji kompetonsi.

5. Regisirasi adalah pencataian rosmi terhadap dokler dan dokler gigi yang telah 
memilikl sertifikat kompeiensi dan telah mempunyal kualifikasi tertentu lainnya 
serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR R1



dilaksanakan bersama loinbaRa lerkaii sesuai dcngan fungsi masing-masing.

(2) Standar pendidikan profesi dnkter dan dokicr gigi yang disahkan Konsil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! b ditetapkan bersama oleh Konsil 
Kedokieran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, 
asosiast instilusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan 
kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

b. Konsil Kedokteran Gigi.

(2) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) masing-masing terdiri atas 3 (tiga) clivisi.yaitu:
a. Divisi Regisirasi;
b. Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan
c. Divisi Pembinaan.

Pasal8
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran 
Indonesia mempunyai wewenang;

a. menyetujui dan menolakpermohonan regisirasi dokterdan dokter gigi;

b. mcnerbitkan dan mencabui surat tanda regisirasi dokter dan dokter gigi; 
c mengesahkan standar kompciensi dokter dan doktergigi;

d. melakukan pengujian terbadap persyaratan regisirasi dokter dan dokter gigi;

e. mengesaltkan penerapan cabang iiinu kedoKloran dan kedokteran gigi;

r. melakukan pembinaan bersama terbadap dnkter dan dokter gigi mengenai 
pelaksanaan eiika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan

g. melakukan pencatatan terbadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh 
organisasi profesi aiau perangkainya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Pasal9
Ketentuan lebih lanjui mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diaiur 
dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil 
Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diaiur dengan Peraturan Konsil Kedokteran 
dan Konsil Kedokteran Gigi.

Oagian Ketlga

Siisunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 11
(1) Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas ; 

a. Konsil Kedokteran; dan

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAKLIAN DPR RI

Pasal 12
(1) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas:

a. pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) orang 
mera ngkap anggota;

b. pimpinan Konsil Kedokteran dan pimpinan Konsil Kedokteran Gigi masing- 
masing 1 (satu) orang merangkap anggota; dan

c. pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing- 
masing 1 (satu) orang merangkap anggota.

(2) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bekerja sccara kolcktif.

(3) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
buruf a adalab penanggung jawab tertinggi.

Pasal 13
(1) Pimpinan Konsil Kedokleranlndonesin terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) 

oiangwakilketua.

(2) Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua 
divisi.

(3) Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang 
ketua divisi.

Pasal 14
( I) 'luniuii Kimsil 17 Itiiluli l>el.>s) urung v;mg

tenSii i atus uusur vunj; l.oi asu! dun :
a. profesi koi’oitu>ran 2 idu.ri {iran;^;1

1 Mahkamah Konstitusi nienyaukan Frasa 'Jumlah anggota Konsil Kedokieran Indonesia 17 fcu/u/i bolus) 
orang yang terdiri atas unsur-unsuryang berasal dan: (a) organisasi profesi kedokieran 2 (dua) orang' 
dalam Pasal 14 ayat (1) Iniruf a bertentangan dengan UIJO Tahun 1945 dan tidak memilikl kekuaian 
hukum niengikaiscpanlang unsur "organisasi profesi kcdolaerau’ ddakdimaknal scbagal tidak 
mcn|adi pengurus organisasi profesi kedokteran meialul Putusan MK Nomor lO/PtIU-XV/2017.
<• Pasal/,iyat tersebm lieluni ditmdakl.iiijiitl dctigan penilialinn untiaijg-vmdang ini.
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Pasai 71
Pemeriniah piisat, Konsil Kedokieran Indonesia, peinerintaii daerali, organisasi profesi
metnbina sei ia mengawasi praklik kedokieran scsiiai dengan fungsi dan tugas masing-
masing.

Pasai 72
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diinaksud dalam Pasai 71 diarahkan untuk ;
a. tneningkaikan muiu pelayanan kesehatanyang diberikandokter dan doktergigi;
b. melindungi masyarakataustindakanyangdilakiikandokter dan doktergigi: dan
c. memberikan kepastian liukum bagi masyarakai, dokier, dan dckter gigi.

Pasai 73
(1) Setiap orang dilarang menggunakan idetuiias berupa gelar atau bentuk lain yang 

menimbulkan kesan bagi masyarakai seolali-olah yang bersangkutan adalah 
dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau sural 
izin praklik.

(2) Suliap urang dil.ir.iiig moiiggimakuii •*! il. nij-loile atau rata l.ijn ttaiam
nit'tiilu-i ikaii (juinv.inan kt'pafta tuaw u atcal yati;: tuenitn’mll-aj: k«‘<aii 
•Suulah'(iluli yajtf-; la'isaiigUiuau atiaiah 'iuKior a’-iu thtUler I'igi Vaug Udah 
Hteiiiiiiivi trtirat latuia ffpi-it»'.>•;! -.ufat tziiipiaUlik 2

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lidak berlaku 
bagi tcnaga kesehatan yang diberi kewenangan olch peraturan perundang- 
undangan.

Pasai 74
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang
menyetenggarakan praktik kedokieran dapai dilakukan audit medis.

1 Mahkamah Konstitusi menyatakati Pasai 73 ayai [2) bertcnlangan dengan UUD Tahun 1945 
scpan|ang Qdalc dimaluial, "Sctiap orang dilarong menggunakan alat, mclede atau carxi lam dalam 
memberikan pelayanan kepado masyamkat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan 
adalah dokter atau dokter gigiyong cehh memiliki surac tanda registrasi dan/atau surat imn pnikiik. 
keaiall tukang gigiyang mendopat izin praktik daii Pnmerimah" dan tldak mempunyal kckuatan 
hukum menglliatsepan|ang tldak dlmaUnal, ‘Setiap orang dilarang menggunakan alat. metodeatau 
cant lain dalam memberikan pelayanan kepada masyorakatyang menimbulkan kesan seolah-olaliyang 
bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat 
izin praktik. kecuali tukang gigi yang mendapai izin praktik dan Pemennlch" iiieialui Putusan MK 
Nomor40/PlJU-X/2012.

❖ P.nsiil/ayai it-rsebut bclimi ditinclnkiaiijuu dengan peruliaiian undaiig-midaiigini.

PU.SAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN lINDANC-tlNDANG 
BADAN KEAHUAN DPR R1

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasai 75
(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakiikan praktik

kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasai 29 ayat [1) dipidana dengan pidana peniara paling lama 2 
(lii'.i! mail denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus ]uta
rupiah).3

(2) Setiap dokter atau doktergigi warga negara asingyang dengan sengaja melakukan 
praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara aslng yang dengan sengaja 
melakukan praklik kedokteran tanpa memiliki sural tanda registrasi bersyarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100,000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasai 76
Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik 
kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasai 
36 dipidana dengan pitlana n la;;- c :: jiiy.ij u«iuiu ai;sif denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus Juta rupiali).4

Pasai 77
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan ideniitas berupa gelar atau bentuk iain 
yang menimbulkan kesan bagi masyarakai scolah-olah yang bersangkutan adalah 
dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat

|2U

3 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasai 75 ayat (1) sepaninng mengenai kata-kata 'penjara paling 
lama 3 (tiga) tahtin ntnii" hertentangnn dengan UUD Tahun 1945 dan tidak niempunyai kekuatan 
hukum mengikat melaim Putusan MK Nomor ‘l/PUlJ-V/2007.

<• Pasal/ayaltersebuibuiumdiUndaklanjuU dengan purubnliiin undang-undang Ini.

4 Mahkamah KonsUtu.si menyatakan Pasai 76 sepanjang mengenai kata-kata 'penjara paling lama 3
(tiga) tahun atait' bertencangan deng.iii UUD Tahun 1945 dan udak mempunyai kckuatan hukum 
mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007,

Pasal/nyal tersebiil belum ditlndakl.iii]iiu dengan periibaiiiin undang-undang ini.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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tancia registrasi dokter gigi cian/auiu surat izin prakiik sebagaimana dimaksud daiain 
Pasal 73 ayai (1) dipidana dcngan pidana peiijara paling lama 5 (lima) lahun atau 
denda paling banyak Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78
St'iiap yang di.-si^'an .thti, mi'tudi.’ ram lain
d.ilam mfiiilH.'rikiin [srUiyanaii i^irnnUii iii.isy.iiaiuit yainenstiil/uikan Ke.saJi 
woiah-oi;ii: y.ing bersaiigKutan iidalah Uon.-yr atrm dokter gigi yang tplali 
imnnililci smat tand:* ix-gistraNl dukrtn* .ilan sural l.Jj-da rogislrrisi diiktfr gigi 
alau sural i/.in praKtik .si-bagasuiaua »liiual<Mn! ti.dain P.uail aval (li) dJpidana 
dfugan i)id:s!Ut penjara paling lamri 5 fliiiia) rahmi ataudondu paling banyak Rj) 

(soraius 1-nm pnhili jula ruiuank5

Pasal 79
Dipidana dengan pidana kitningan paling lama I (salu) laUim atau denda paling 
banyak Rp 50.000.000,00 (llina puluh )uta rupiah), .setiap dokter atau dokler gigl 
yang :6
a. dengan sengaja tidak meinasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1);
b. dengan .sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (1); atau
c. dengan sengaja tidak meinenuhi kewajiban .sebagaimana dimaltsud dalam

Pasal 51 liuruf a, huruf b, huruf c, liuruf d, ;• unity.

5 Mahkamah Konstilusi nienyatakaii Pa^.il 7B bertcntangaii dengan UUD Tahun 194.S sepanjang 
tidak dimaknal, 'Sctiap orungyony denyun senyu/a manygunakan alat, meiode atau cam lain dalam 
memberikan pelayanan hepada maiyarakut yang menimhulkan kesun seolah-olah yang bersangkutan 
adalah dokter atau dokter yigi yaiiy telali memiliki sural lunda rvyistivsi dokter atau sumt tanda 
reyistrasi dokter yiyi atau surac izin proktik. kccuali tukang yigi yaiiy mendaput iziii pruktik dun 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasul 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjam paling 
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000.00 fsemtus lima puluh juia nipiah)" dan 
tidak mcmpunyal kckuatan hukum mcngikal sepanjang tidak dimaknai, *5e(iop orang yang 
dengan sengaja menggunakan aht, metode atau cora lam dalam membenkan pelayanan kepada 
matyamkat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi 
yang telah memiliki surac tanda registrasi dokler atau suraC landa regiscmsi dokter gigi atau surac am 
prakeik, kecuali tukang gigi yang mendopac ain prakiik dun Pemenntah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjam paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh Juiu rupiah)' meiaJui PiitusanMKNomor 40/PUU-X/2012.

<• Pasal/ayai tersebut belum clitintlaklanjuU dengan perubnhan undang-undang ini.

6 Mahkamah Konstltusi menyatakan Pasal 79 sepanjang meugenai kaia-knta 'kurungan paHng lama 1 
(saw) tahun aiaif berieniangan dengan UUD Taliun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikai nielalui Puiusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/ayai tersebut belum ditindaklanjmi dengan perubalian undang-undang ini.

PUSAT PEMANTAUAN PEUKSANAAN UNDANG-UNDANG 
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Pasal 80

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokler atau dokter gigi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (liga ratus 
juta rupiah).

(2) (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
korporasi, maka pidana yang dijaiuhkaii adalah pidana denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan 
berupa pencabutanizin.

BAB XI

KBTENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat diundangkannya Undang-undang ini seinua peraturan perundang-undangan 
yang mertipakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan prakiik kedokteran. masih tetap berlaku 
sepanjang lidak bertentangan dan/atau belum riiganti lierdasarkan Undang-undangini.

Pa.sal 82

(1) Dokler dan dokler gigi yang telah memiliki surai penugasan dan/atau surat izin 
praktik, dinyalakan telah memiliki sural landa registrasi dan sural izin prakiik 
berdasarkan Undang-undang ini

(2) (2) Sural penugasan dan surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hartis disesuaikan dengan sural tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi 
dokter gigi, dan surat izin praktik berdasarkan Undang-undang ini paling lama 2 
(dua) tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentuk.

130

7 Mahkamah Konsdtusi menyatakan Pas.il 79 huruf c sepanjang mengenal kata-kaia 'atau huruf e“ 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui 
Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

❖ Pasal/ayni uirsdnit beUiiii diundakbinjiiii dengan perubahan undang-undang ini.

PU.5AT PEMANTAUAN PELAK.SANAAN UNDANG-UNDANG 
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Pasal 03

(1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saal beluin 
terbeniuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kodokieran Indonesia ditangani oleii 
Kepala Dinas Kesehaian Provinsi di Tingkai Fcnama dan Menteri pada Tingkat 
Banding.

(2) Kepala Dinas Kescliaian Provinsi dan .Men'.eri dalam menangani pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) inernbemuk Tim yang terdiri dari unsur- 
unsur profesi untuk meinberikan pertlmbangan.

(3) Putusan berdasarkan perlimhangan Tim diiakukan olch Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi acau Menteri sesuai dengan fungsi dan Lugasnya.

Pasal84

[1) Untuk pertama kali anggoia Konsil Kedokieran Indonesia diusiilkan oleh Menteri 
dan diangkat oleh Prcsiden.

(2) Keanggotaan Konsil Kcdokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku untuk masa jabatan 3 (ttga) tahun sejak diangkat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1992 lentang Kesehatan yang berkailan dengan dokter dan dokler gigi, 
dinyalakan lidak berlaku lagi.

Pasal 86

Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) harus 
dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang- undang ini diundangkan.

Pasal 87

Konsil Kedokieran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 liarus dibentuk 
paling lambat 1 (satu) bulan sebolum masa jabatan keanggotaan Konsil Kedokteran 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 04 ayal (2) berakhir.

Pasal 88

Undang-undang ini mulai berlaku 1 [saiu) tahun sejak tanggal diundangkan.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN tlNDANC-UNUANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Agar scliap orang mengclahuinya, memerintahkan penguiidangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di jakarta 
pada tanggal 6 0kiober2004 
PRESIDEN REPU13L1KINDONESIA, 

tld-

MECAWATI SOl-KARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Oktober 2004 
SEKRETARIS NEGARA 
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J.AMIMUAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHIUMAH KONSTITUSI

1. Fasal 14 ayat (1) huruf a

Balwa dalam Putusan Nomor lO/PUU-XV/2017, MK mcinberikan pertimbangan 
liukum lerliadap pengujian Pasal 14 ayat (I1) Imnif a UU Prakiik Kedokteran sebagai 
bcrikut:

a. Dalivva berkenaan dcngan dali! inengenai rangkap jabatan anggota KKl yang

berasal darl IDI, para Pcmohon tnendalilkan baliwa Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 
Praktik Kedokteran, yang menyatakan "Jumlah anggota Konsii Kedokteran 
Indonesia 17 (lujuli belas) orang yang terdiri atas unsiir-unsur yang berasat dari 
(a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa 
"organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai "yang tidak menjadi 
pengurus organisasi profesi kedokteran". Terkait permohonan tersebut 
Mahkamah berpendapai hahwa pengisian anggota KKl harus

mempertimbangkan lugas KKI yang berpotensi bersinggungan dengan 
kepentingan institusi asal anggota KKl.

b. Bahwa berdasarkan ketcniuan perundang-undangan. KKl cnemilikt tugas 
meiakukan registrasi dokier sebagai dasar unluk menerbitkan STR, melakukan 
fungsi rcgulasi serta melaksanakan pcmbinaan terhadap penyelenggaraan 
praktik kedokteran. Organisasi profesi dokter, dalam hal ini ID!, sebagai salalt 
satu institusi asal anggota KKl memiliki keterkajian erat dengan tugas-tugas 
yang diemban KKI khususnya dalam fungsi rcgulasi karena para dokter yang 
merupakan anggota IDI nierupakan objek dari rcgulasi yang dibuat oleh KKI. Di 
sisi lain, IDI, sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu 
institusi asal anggota KKI. Kcadaan ini menimbulkan poiensi benturan 
kepentingan [conflict of interest) dari sisi IDI sobab IDI bertindak sebagai 
regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI, pada saat yang sama 
juga menjadi objek rcgulasi yang dibuat oleh KKl lersebuL Oleh karena itu, untuk 
menccgah potensi benturan kepentingan icrscbul maka seyogianya anggota IDI 
yang duduk dalam KKl seharusnya adaiali mereka yang bukan merupakan
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pengurus IDI unluk menccgali konllik kepentingan karena tugas KKl ada liga 
yaitu fungsi registrasi dokier sebagai dasar menerbitkan STR, fungsi regulasi 
yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain 
organisasi profesi dokter adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus 
IDI pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam 
pcriimusan regulasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang 
adil sebagaimana dialur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Pasal 73 ayat (2)

Bahwa dalam Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, MK momberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat [2) UU Praktik Kedokteran sebagai 
bcrikut:

a. Bahwa pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi 
Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi. 
Selain itu, norma yang tsrkandung dalam Pasal 73 ayat (2) UU Praktik 
Kedokteran bersifat multitafsir karena tidak saja melarang 
dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik itegal, namun perumusan 
pasal a quo jusiru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya 
pekerjaan tukang gigi.

b. Bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor lB71/MENKFS/PKR/iX/2011, tanggal 5 September 2011 karena sudah 
ada profesi lain yang dapat meuggantikan tukang gigi dalam menjalankan 
pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam bidangnya, 
sehingga pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

c. Bahwa pendapat Mahkamah a quo sejalan dengan pendapat DPR yang 
menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan aniara dokter gigi dan tukang gigi saling 
bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya ineningkatkan 
kesehatan khususnya keseliatan gigi masyarakat.

\M
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3. Pasal 70

Bahwa dalain Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, MK memherikan pertimbangan 
hukum Icrliadap pengujian Pasal 70 UU Prakiik Kedokieran sehagai berikut:

Bahwa Pasal 70 UU Prakiik Kcdoklcran moiigalur norma sanksi terhadap 
pelanggaran Pasal 73 ayai (2) UU Prakiik Kedokieiaii seliingga norma yang 
termuai dalam Pasal 70 UU Prakiik Kedokleran merupakan salu kesaluan yang 
tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayal (2) UU Prakiik Kedoktcraa Dengan deinikian 
Pasal 70 UU Prakiik Kedokleran hams dinyatakan konstitusional bcrsyarat, yailu 
konsiiiusional sepanjang norma dalam Pasal 73 UU Prakiik Kedokleran tidak 
termasuk tukang gigi yang mendapat ijin dart Pemerintah.

4. Pasal 75 ayat (1), Pasal 76. Pasal 79, dan Pasal 79 huruf c

Bahwa dalam Puiusan Nomor 4/PUU-V/2007, MK mcmberikan pertimbangan 
hukum lerhadap pengujian Pasal 75 ayat (1). Pasal 76, Pasal 79. dan Pasal79 huruf 
c UU Prakiik Kedokleran sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamali berpendapat bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara 
dan pidana kumngan adalah tidak lepat dan tidak proporsionai karena 
pemberlan sanksi pidana harus memperhaiikan perspektif hukum pidana yang 
humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Dengan demikian, menurul 
Mahkamah: (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai uniuk mencapai suaiu tujuan 
yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara Iain yang sama efektifnya dengan 
penderitaan dan kerugian yang lebih sedikil, (ii) ancaman pidana tidak boleh 
digunakan apabila basil sampingan {sMe effect) yang dillmbulkan lebih 
merugikan dtbanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iil) ancaman 
pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga koserasian antara 
keieniban. sesiial dengan liukum, dan kompetensi (order, legitimation, and 
competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara 
perlindungan masyarakal, kejujuran, koadilan prosedural dan subsiantif (socio/ 
defence, fairness, procedural and substantive justice).

b. Bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam 
Pasal 75 Ayal (1) dan Pasal 76 UU Prakiik Kedokleran, serta ancaman pidana
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kurungan |)aling lama saiu laluin. yang diaiur Pasal 79 huruf a UU Prakiik 
Kedokteran lelah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai 
akibai tidak proporsionalnya antara polanggaran yang dilakukan dengan 
ancaman pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran. 

c. Bahwa terhadap keleiUuan dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran 
Mahkamah herpendapal bahwa adanya ancaman pidana demikian bukan hanya 
tidak tepal tetapi juga tidak perlii. .Sebah, perbuatan tidak menambah ilmu 
pengotahuan di samping tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain 
kecuati terhadap dokter aiau dokter gigi iui sendiri juga bukan merupakan 
tindak pidana aiau perbuatan kriminal. Lagi pula, konstitusi telah menjamin 
setiap orang berhak uniuk mengemhangkan diri, pendidikan dan tnemperoleh 
manraai dari ilmu peiigeialuian dan leknologi, sen! dan budaya, demi 
meningkaikan kualitas hldupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan 
kata lain, menurut UUD Tahun 1945, menambah ilmu pengotahuan adalah hak. 
oleh karena perbuatan "tidak menambah ilmu pengetaliuan dan mengikuli 
perkembangan ilmu kedokteran aiau kedokteran gigi" bukan merupakan tindak 
pidana.
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 

MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 

6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN 

TATA CARA PERPAJAKAN
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KATA PENGANTAR DAFTAR IS!

DPR U1 memiiiki '.i (liga) (ungsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD ^
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi K 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Fcmnrintah datatn mclaksanakan politik 
luar negcri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR R1 adalah mclakukan pemantauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di 13adan Keahlian DPR R1 memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan lersehut dengan momanlau dan menglnventarisir 
Putusan-Pulusan Mahkamali Konstitusi yang mcnyalakan pasal/ayat dalam undang- 
undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 teniang Perubahan Keliga Atas Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 1903 icniang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan [UU 
Perpajakan Perubahan Ketiga) yang menjadi laiulasan hukum atas penyelenggaraan 
tata cara perpajakan di Indonesia telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah 
Konstitusi. Satu pasal dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga telah dlnyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan lidak mompunyai kekualan hukum 
mengikal oleh Malikamah Konstitusi,

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Perubahan Ketiga yang 
dlnyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. baik dlnyatakan inkonstilusional 
maupun konstitusional bcrsyaral. yang kemudlan ditampilkan bersama dengan undang- 
undang aslinya. Dokumen ini lerdiri dari pembukaan undang-undang. batang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang metaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait. dan diseriai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya,

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Riidi Rochmansyah. S.U.. M.H.
NIP, 196902131993021001
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2007 

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA AT AS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1903 

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CAP.APERPAJAKAN

Tainbahan l.ombaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 39H4);

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKIUN RAKYAT REPUBLIK!NDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESiA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimhang; a. bahwa dalam rangka untuk ichib meniberikan keadilan dan 
meningkatkan pelayanan kepada V/ajib Pajak dan untuk lebih 
memberikan kepastian iiukum serta mengantisipasi 
perkembangan di bidang teknoingi informasi dan pcrkembangan 
yang terjadi dalam ketentuan-kcloniuan material dl bidang 
perpajakan perlu dilakukan pcnibahan terhadap Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1903 tentang Kelentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telali beberapa kali diubah terakliir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, periu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat; 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
Negara RopuhliklndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1933 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana iclah beberapa kali dluhah 
terakliir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
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MEMUTUSKAN:

Meneiapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN 
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal i

Beberajia ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah 
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2000 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah konirihusi wajib kepada negara yang lerulang oleh orang 
prihadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapalkan imbalan sccara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sobesar-besarnya kemakmuran rakyal.
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lain dalam rangka mclaksanakan ketenluan peraiuran {lerundang-undangan 
perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas peineriksa harus memiliki tanda 
pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
serta memperlihaikannya kepada Wajil) Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau Catalan, dokumen 
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan iisaha. pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objok yang terutang pajak;

b. inemberikan kcscinpaian untuk intMuasuki lempai atau ruang yang 
dipandang pcriu dan meinberi bantuan guna keiancaran pemeriksaan; 
dan/atau

c. memberikan kctcrangan lainyang diperlukan.

(3a) Buku, Catalan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayai (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak 
paling lama 1 (saiu) bulan sejak permintaan disampaikan.

(3b3 Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang molakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan behas lidak memenulu keicniiian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) sehingga lidak dapat dihitung hosarnya penghasilan kena pajak, 
penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai 
dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan perpajakan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencaiatan, atau dokumen serta 
keterangan yang diminla. Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk 
meralmslakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh 
permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
Cl).

37. Dl antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang 
berbunyi sebagai berlkul:

Pasal 29A

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaflaran emisi sahamnya telah 
dinyaiakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Kcuangan yang telah diaudit oleh 
Akuntan Publik dengan pendapai WajarTanpa Pengocuaiianyang: 
a. Surat Pemberitalman Taliunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau
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b. icrpilili untuk diperiksa bordasarkan analisis risiko

dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kanior.

38. Ketentian Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Direkiur jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau 
ruangan terteniu serta barang bergorak dan/aUu tidak bergerak apabila 
Wajib Pajak tidak memenulu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (3) huriifb.

C2) Tata cara penyogelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaiur dengan 
atau berdasarkan Peraiuran Menteri Kouangan.

39. Ketenluan Pasal 31 diubali seliingga berbunyi sebagai berikut:

Pa.sal31

(1) Tata cara pemeriksaan diaiur dengan atau berdasarkan Peraiuran Menteri 
Kcuangan.

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya 
mengatur leniang pemeriksaan ulang, jangka waklu pemeriksaan, kewajiban 
menyampaikan sural pemberitaliuan basil pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir basil 
pemeriksaan dalam batas waktu yang ditenlukan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenulu 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat [3) sehingga 
penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur 
jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 
kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir 
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 
ditentukan.

40. Ketenluan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraiuran 
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
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a. badan oleli pcngurus;

b. badan yang dinyaukan pailit oleh kuraior;
c. badan dalam pembubaran oleli orang aiau badan yang ditugasi untuk 

melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidatnr;

e. suatu warisan yang belum lerbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 
pelaksana wasiatnya atau yang mengnrus harta peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau ornng yang berada dalam pengampuan 
oleh wall atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayai (1) bertanggungjawab secara 
pribadi dan/atau socara renteng alas pembayaran pajak yang terulang, 
kecuali apabila dapai membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak 
bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk 
dibebani tanggung jawab atas pajak yang lerulang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat 
kuasa khusus untuk mcnjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesual 
dengan keteniuan peraturan periindang-undangar perpajakan.

ki ivajilMn Kuas;!
; i-i'jliasarkai) i'Krauiran

(3a) Pi-i-syiu-alan
di:n.iU.SUll jllni-i .tV.S- TM .M-Slllr ifr 
Menlvri

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hiiruf a adalaii orang yang nyata-nyaia mempunyai wewenang ikut 
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam 
mcnjalankan perusahaan.

41. Keteniuan Pasal 33 dihapus.

Pasal 33
Dihapus.

42. Keteniuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1 Mahkamah Konsotusi menyatakan frasa 'pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa' dalam Pasal 32 
ayat (3a) hercentangan dengan UUD Tahun 1945 dan udak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepan|ang tidak ditnaknal hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-adminlstratif 
dan bukao pembatasan dan/atau pcrluasan hak dan kuwatiban warga negara melalui Pulusan 
MK Nomor 63/PUU-XV/2017,

❖ Pasal/ayaitfirsebiit belum diiindaklanjuti dengan perubahan undang-undangini.
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Pasal34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesualu 
yang diketaluii atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk mcnjalankan keteniuan peraturan 
perundang-unclangan perpajakan.

(2) l^rangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga icrhadap 
tenaga ahli yang dilunjuk oleh Direktur jenderal Pajak untuk membanlu 
dalam pelaksanaan keteniuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a) Dikecualikan dari keteniuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) adalah;

a. pejabat dan tenaga aiili yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli 
dalam sidang pcngadilan; atau

b. -pejabat dan/atau tenaga ahli yang dileiapkan Menteri Keuangan untuk
memberikan keterangan kepada pejabat Icmbaga negara atau instansi 
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 
keuangan negara.

(3) Untuk keponiingan negara, Menteri Keuangan berwenang momberi izin 
teriulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti teriulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 
yang ditunjuk.

(4) Untuk kepenlingan pemeriksaan di pcngadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas pcrmintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat meinbcri izin teriulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti lertuHs dan keterangan Wajib Pajak yang ada 
padanya,

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan 
nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, sorta kaitan 
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan 
yang diminta.

43. Keteniuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

a. Apabila dalam mcnjalankan keteniuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dlpcrlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan pubiik, 
notaris, konsiilian pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya,
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1. Pasal 32 ayat (3a)

Baliwa dalam Putiisan Nomor 63/PUU-XV/2017, MK memberikaii pcrtimbangaii 
liukum terliadap pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU Perpajakan Perubahan Ketiga 
sebagai berikut;
a. Baiiwa jika dihaca rasiotuiliias dan konleks keseluruhan dalil Peniolion, 

Mahkamah memahami bahwa substansi yang sesungguhnya dipcrsoalkan oleh 
Pemohon adalah masalah pcndelegasian kowcnangan oleh unriang-undang, in 
casu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Peraturan Menteri, seliingga persoalan 
konstituslonal yang haras dipcrtimbangkan oleh Malikamah. apakah 
pcndelegasian kowenangan demikian bcrtcntangan dengan UUD 1945, 
kliususnya sebagaimana diatur lebih lanjiit dalam Undang* Undang Nomor 12 
Tahun 2011 teiuang Pcmbentukan Peraturan Porundang- Undangan (UU 
12/2011),

b. Bahwa pertimbangan Mahkamah yang bcruimpu pada UU 12/2011, 
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10j di alas, adalah dikarenakan undang- 
undang itulah yang memuai pengaturan lebih lanjut tentang pcndelegasian 
kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan dan tidak menjadi 
objek pcrmolionan a quo. Schingga, sesuai dengan prinsip presumption of 
constitutionality yang herlaku dalam pengujian konstitusionalitas iindang- 
undang dan prinsip bahwa ijakim atau pcngadilan adalah zitlende magistralur, 
maka UU 12/2011 khususnya Lampiran II Podoman angka 19B sainpai dengan 
angka 216 harus dianggap konstituslonal sampai terbukti bertentangan dengan 
UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan atas dasar 
adanya permohonan untuk itu. Prinsip zittende magistratur menghalangi 
Mahkamah untuk secara akllf menguji konstitusionalitas suaiu undang-undang 
jika undang-undang yang bersangkutan tidak dimohonkan pengujian. Namun 
demikian, prinsip zittende magistratur tidak menghalangi Mahkamah untuk 
mengesampingkan keberlakuan suatu Undang-Undang apabila ternyata norma 
undang-undang yang bersangkutan teiah ternyata menghalangi kewenangan
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Mahkamali dalam mciijalankaii fuiiRSi consiiLuUorial revlew-nya. 
Pengcsampingan doinikian dil3t;narkaii hci'dasarkan di^kirin liukuni tala negara 
dan lidak berleniangan dengan ajaran peniisalian kekuasaan, sebab Mahkamah 
tidak menguji konstilusionaliias norma undatig- undang yang tidak dimobonkan 
pengiijiannya. melainkan Mahkamah hanya mcmutuskan untuk tidak 
menerapkannya. Artinya, norma Undang-Undang terscbut, baik teks maupun isi 
atau maieri muatannya, tetap ada dan berlaku selama belum ada permohonan 
yang menguji konstltusionaliiasnya dan belum ada Putusan Mahkamah 
berkenaan dengan hal itu. Hal ini pernah dipraktikkan o|eh Malikamah 
sebagaimana leriuang dalam Putusan Mahkamah Konslitusi Nomor 004/PUU- 
11/2004, langgal 13 Desember 2004.

c. Bahwa kendaiipun Pemohon tidak memohonkan pengujian UU 12/2011 
(terutama dalam hal ini Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai 
dengan angka 216 UU 12/2011) dan kenriatipun liiik berat Permohonan 
Pemohon adalah terletak pada substansi pcndelegasian dari undang-undang 
kepada Peraturan Menieri, in casu PMK 229/2014, Mahkamah berpendapat 
bahwa. sesuai dengan sistem Pemcrintahan Presidensial yang dianul oleli UUD 
1945, pondolegasian kewenangan meiigatur dari peraturan perundang- 
undangan yang tingkatannya lebih linggi kepada peraturan perundang- 
undangan yang tingkatannya lehih rendah secara doktriner lidak boleh 
bertentangan dengan materi muaian yang secara konstitusional seharusnya 
menjadi substansi maieri muatan dari masing-masing jenis peraturan 
perundang-undangan tersebui sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya. Dengan 
demikian, dalam konteks Permohonan a quo, sesuai dengan pertimbangan pada 
sub-paragraf |3.10,2] di alas, tanpa perlu mengesampingkan keberlakuan 
Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 
12/2011 dan tanpa harus menilai kasus konkrei yang dialami Pemohon 
khususnya berkenaan dengan pemberlakuan PMK 229/2014, Mahkamah 
berpendapat bahwa memang lordapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas 
pendelegasian wewenang teknis-administratif "pelaksanaan hak dan kewajiban 
kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri 
Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis- 
administratif maka, di satu pihak. pengaluran demikian tidak boleh mengandung
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materi muatan yang merugikan bak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada 
pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak- haknya sebagai 
wajib pajak dan menurui undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian 
sena, di lain pihak, lidak menghambal atau mengurangi kewenangan negara 
untuk memungut pajak yang diiuntnkan dari UUD 19-15. Pendelegasian 
kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknisadministratif bukan 
dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebiii (over capacity of 
power) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lehih lanjul 
mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa". Artinya, pengaturan itu lidak 
boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan 
peraturan yang lebih tinggi, Icbih-lcbih materi muatan undang-undang. Olch 
karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami Pemohon. 
pendelegasian kewenangan mengenai "syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayai (3a) UU KUP hanya dapat dinyataUan 
konstitusional jika materi nmalannya semata-mata bersifat tcknis-adininistralif.

|S4
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 

MELALUI PUTUSAN MK

DAN BK

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG 

PEMILIHAN UMUM
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KATA PENGANTAR DAFTAR rSI

DPR Ri memiliki 3 (liga) fungsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayai (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi logislasi. fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyai dan juga uniuk mendukung 
upaya Pemeriniah daiam melaksanakan politik 
luar negeri. Salah satu fungsi |)ongawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusai Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR RI daiam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memaniau dan menginveniarisir 
Putusan-Putusan Mahkamali Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat daiam undang* 
undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [UU Pemilu) yang 
menjadi landasan hukum atas pcnyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, telah 
beberapa kali dilakukan uji materiil oioh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat 
daiam UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh 
Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat daiam UU Pemilu yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun 
konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang*undang 
aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- 
undang informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 
lerkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
atas pa.sal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pacia umumnya.

Kcpala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk menjatnin lorcapainya cita-cita dan tujuan nasional 
sebagaimana lermaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dlselenggarakan 
pemilihan umum uniuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presidcn dan Wakil Presiden, dan 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. sebagai 
sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil 
rakyat dan pemeriniahan negara yang demokratis berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

b. bahwa diperlukan pcngaturan pemilihan umum sebagai perwujudan 
sistem ketatancgaraan yang demokratis dan berintegritas demi 
menjamin konsistensi dan kopastian hukum serta pemilihan umum 
yang efektif dan eflsicn;

c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat 
sccara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adll;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Pcnyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dev/an Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan 
menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan 
umum secara serentak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a. huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang- 
Undang tentang Pemilihan Umum.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BAD AN KEAHLIAN DPR R1

Mengingat: Pasa! 1 ayat (2), Pasal 5 ayai (1). Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 
19 aya' (1), Pasal 20. Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM 'W,

BAB I '
PENCERTIANISTILAH ... }

Pasal1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjuinya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Pei-wakilan 
Rakyat Daerah. yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh 
pcnyelenggara Pemilu.

3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
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(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifattetap.

(3) Dalam menjalankan tugasnya:

a. KPU dibantu o!eh sekretariatjenderal:

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masingdibantu oleh sekretariat.

(4) Ketentuan mengonai tata kcrja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur 
dengan Peraturan KPU.

Pasal 10
(1) lumlahanggota:

a. KPUscbanyak 7 (lujuh) orang:

b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (lujuh) orang; dan

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (liga) atau S (lima) orang.

(2) Penetapan jumlali anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah 
penduduk, luas wilayah, dan jumlahwilayah admlnistratif pemerintahan.

(3) jumlah anggota KPU Provinsi <i;nr iiimi.ib .u!g”ota Ri’U Kabujialejs/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tJdak terpisahkan dari Undang- Undang ini.'

(4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang 
ketuamerangkap anggota dan anggota.

(5) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan kciua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan 
oleh anggota.

(6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota 
mcmpunyai hak suara yang sama.

(7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU 
Kabupaten/Kota momperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen).

(8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan 
anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pcngucapan sumpah/janji.

Mahkamah Konstttusi mcnyatakaii Frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dalam Pasal 
10 ayai (3) dan Lampiran i sepanfanp nncian t.ibcl ‘Jumlah Anggota Knmlsf Pemillhan Umum 
Kabupaten/Kota^' bcrtcntangan dengan UUD Tahun 19-tS dan ndak mcmpunyai kekuaian hukum 
menpkat melalui Puiusan MK Nomor 38/PirU-XVI/20l8.

♦ Pasal/ayai tersebut bclum diUndakianjuO dengan perubahan undang-undang InL
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(9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 
5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kcmbali hanya untuk satu kali masa 
jabatan pada tingkatanyang sama.

Pasal 11

(1) Ketua KPU mempunyai tugas;

a. memimpin rapai pleno dan scluruh kegiaian KPU:

b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;

c. memberikan ketcrangan rcsmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan

d. menar.datangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

(2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU 
Kabupaten/Kota, kecuali untuk mcnandatangani Peraturan KPU.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU 
Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf1 
KPU

Pasal 12

KPU bertugas:

a. merencanakan program dan anggaran serta menoiapkan jadwal;

b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, 
PPLN, dan KPPSLN;

c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendaltkan, dan momantau semua 
tahapan Pemilu;

e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi:

f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 
Pemcrintah dan meneupkannya sebagaidafiar Pemilih:

g. membuat berita acara dan sertifikat rekapituiasi hasil penghitungan suara serta
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bupati, walikota. dan wakii walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik aiau 
Gabungan Partai Politik Peseria Pemilii sebagai caion Presiden atau calon Wakii 
Presiden liarus meminta izin kepada Presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakii gubernur, bupati, 
wakii bupati, walikota, dan wakii walikota scbagaiinana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Presiden dalam waklu paling lama 15 (lima belas) hari setelah 
menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakii gubernur. bupati, wakii 
bupati, walikota. dan wakii walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakii gubernur, bupati, wakii bupati, walikota. 
dan wakii walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU 
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan 
calon Presiden atau calon Wakii Presiden.

Bnglan Kedua

Peserta Pemllu Anggota DPR, DPRD Provin.si, dan DPRD Kabupaten/Kota

Paragrafl
Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemllu 

Pasal 172
Peserta Pemilu untuk pemiliban umum anggota DPR, DPRD provlnsi, dan DPRD 
kabupaten/kotaadalah partai politik.

Pasal 173

(1) Partai Politik Peserta Pemllu merupakan partai politik yang tvlaii 
dili-! in, lulus veriflkasi oleh KPU.:

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah m.emcnuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

b, memiliki kepengurusan di scluruh provinsi;

2 Mahkamah KonsUtusi menyatakan Frasa 'telah diCetapkan/' daiam Pasal 173 ayat (1) berttntangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum menglkat melalul Putusan MK 
Nomor 53/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayal tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di 
kabupaten/kotayang bersangkutan:

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan 
pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu 
perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik 
sebagaimana dimaksud pada huruf cyang dibuktlkan dengan kopemilikan kartu 
tanda anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatar pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu:

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik 
kepada KPU.

(3) ParUi poiilik >uiig Ici.iit iuliis vcritilui.vi dengan .svaiai .fbagairiiatta 
dimaksud j)ad;t ayat (2) tidak tiivonlikasi ulang dan riitelapkan sebagai 

i'ldiriU I'cseriii Pemilu.3

Pasal 174

(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaraun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

(2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU 
dipublikasikan mclalui media massa.

(3) Keientuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanKPU.

Pasal 175

Nama, lambang, dan/aiau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 173 ayat(2) hurufh dilarang sama dengan;

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;

c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

194

3 Mahkamah KonsUtusi menyaukan Pasal 173 ayat (3) hertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
Udak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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ayat (l),Presidon dan DPR mengambil kepuiusan dan/atau lindakan yang bersifal 
stratcgis agar Bavvaslu dapat meiaksanakan tugasnya kembali paling lambal 30 
(tiga puluh) hari.

[3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Dawaslu Provinsi atau Bawaslu 
Kabupatcn/Koia Udak dapai meiaksanakan tugasnya, Bawaslu atau Bawaslu 
Provinsi meiaksanakan tahapan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk 
sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 
dapat mcnjalankan tugasnya kembali.

Pasal 557
(1) Kelembagaan Penyeienggara Pemilu di Acch terdiriatas:

a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisl Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota meriipakan satu kesatuan kelembagaan yang 
hierarkis dengan KPU: dan

b. Panltia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panilia Pengawas Pemilihan 
Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis 
dengan Bawaslu.

[2) lsc*ifint»aj>,aa» ('"inihi m niittnicaid pndn
iiyat {l)\va)ib mi'ncla.'iarkan dan mrnyi-sa.'ikan |)ejiRatiii:»mvy;t herdaKarkan 
Ihulnni’-UncSangiiil*

Pasal558
(1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat meiaksanakan tugasnya 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris DKPP meiaksanakan 
penanganan pelanggaran kodeetik untuk sementara waktu sampai dengan DKPP 
dapat meiaksanakan tugasnya kembali.

(2) Dalam hal DKPP tidak dapat meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
[1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat 
strategis agar DKPP dapat meiaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

4 Mahkaraah KonsttusI nwnyatakan Pasal 557 ayai (2) dinyatakan bertemangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak menipunyai kekuatan hukum mengikai melalui PutusanMKNomor61/PUU-XV/2017.

<• Pasal/ayat tersebutbeium diundaklanjiili dengan perubahan undang-iindang ml,
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Pa.sal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang bclum selesai dilaksanakan oleh KPU dan 
Bawaslu periode sebelumnya atau yang tclah berakhir masa tugas tetap berlangsung 
dan dinyatakan tetap berlakumenurut Undang-Undang ini.

Pasal 560

Keanggoiaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang telah ditetapkan oleh 
Prcsidensebclum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 561
Sekretariat Jenderal Bawaslu tetap meiaksanakan tugasnya dalam membaniu DKPP 
sampai dengan dibentuknya Sekretariat DKPP berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 562
Struktur organisasi, tala kerja, dan penganggaran Penyeienggara Pemilu pada saiuan 
pemerintahandaerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
Undang-Undang wajibmenyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 563

(1) Keanggotaan:

a. KPU;

b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;

c. KPU Kabupaton/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

d. Bawaslu:

e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan

f. Panwaslu Kahupaten/Kota/Panltia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota,

yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyeienggara Pemilihan Umum tetap meiaksanakan tugasnya sampai dengan 
berakhir masa kcanggotaannya.

(2) Dalam hal keanggotaan:

a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;

b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota:

c. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan

d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
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TambaiianLembaran Negara Hcpublik Indonesia Nomor4924);

b. Undang-Undang Nomor 15 Taliun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggoia DPR, DPD, 
dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak berieniangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 571

Padasaat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

d. Pa-sal 57 dan Pa-sal i>*> aval (1 i ayat (2), .VL-r!-i ay:it 14) Undang-Undang Nomor 
II Tahun 2006 temang I’cint-rintahan ic 'h (I.emlMran Negani Repuldik 
ImJunesi-i Tahun 2()On ''amor 62, 'I'ani'aaii.ai <a?iiibaran Negara Rcpviblik 
Indonesia Nomor 4645},5

dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 572
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 573
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

5 Mahkamah KonsUtusi menyatakan Pasal 571 huruf d UU Peitiilu bertenungan dengan UUD Tahun 
1945 dan tjdak mempunyai kekuatan hukuns mengikat melalui Piimsan MK Nomor 66/PUU-XV/2017,

❖ Pasal/ayat tersebut belum duindaklanjuu dengan perubahan luidang-undang mi.
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Agar seiiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di jakarta,

PadaTanggal 15Aguslus2017 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Ttd,

JOKO WIDODO

Diundangkan Di jakarta,
PadaTanggal 16Agusius2017

MENTERl HUKUM DAN UAKASASl MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H.LAOLY
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LAMPIRAN
PBRTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSf

1. Pasal 10 ayat (3)

Bahwa dalam Putusan Nomor SB/PUU-XV'l/ZOlB, MK mcmberikan pertimbangan 
hukum terhadap Pasai 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU 
Kabupaien/Kota" dan Lampiran I sepanjang hncian label "Jumlah Anggota Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" UU Pemilu scbagai berikut:

a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, 
bertanggal 23 juli 2018, yang tclah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan 
Pasai 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 
sccara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang“, sementara 
Penjelasan Pasai 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dlnyatakan 
Inkonstitusional. Dengan demlkian, jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus 
dibaca scbagai 5 (lima) orang sehingga frasa "dan jumlah anggou KPU 
Kabupaten/Kota' harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 l/PUU-XVl/2018.

b. Bahwa Apabila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang terkait 
dengan Lampiran I, secara substansial Umpiran I tersebut merupakan label 
wujud konkret dari Pasai 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, "Jumlah 
anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari undang^undang ini". Dalam batas penalaran yang 
wajar, karena substansi Pasai 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak 
dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasai 10 ayat (1) huruf c UU 
Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan domikian, ketentuan Pasai 10 
ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan Pasai 10 ayat (1) huruf c UU 
Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. 
Oleh karena itu, keberadaan Umpiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel
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"jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaien/Kota" tidak relevan lagi 
dipertahankan. Dengan domikian, dalil Pemohon terhadap Pasai 10 ayat (3) UU 
Pemilu sepanjang frasa "jumlah anggota KPU Kabupaien/Kota” dan Lampiran 1 
sepanjang rincian label “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota" adalah beralasan menuruthukum.

2. Pasai 173 ayat (1) dan ayat (3)

Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap Pasai 173 ayat (1) frasa "telah ditetapkan/" dan ayat (3) UU 
Pemilu sebagai berikut:

a. bahwa keberadaan frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasai 173 ayat (1) UU 
Pemilu mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa "telah ditetapkan/" 
disejajarkan dengan frasa "lulus verifikasi" dengan menggunakan tanda baca

(garis miring). Frasa "telah ditetapkan/" merupakan tindakan administratif 
menotapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya sebatas hasil pengccekan 
terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di 
mana hasii verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya 
tindakan penetapan. Keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak 
dapat diseiarakan sebagaimana dalam rumusan Pasai 173 ayat (1) UU Pemilu. 
Oleh karena itu benar bahwa keberadaan frasa "telah ditetapkan/" telah 
menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab 
terjadinya perlakuan berbeda antar partai politikpeserta Pemilu sehingga tidak 
dapat dipertahankan;

b. bahwa frasa "tidak diverifikasi ulang dan” dalam Pasai 173 ayat (3) UU Pemilu 
dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta 
Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa 
tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasai 173 ayat (3) UU 
Pemilu menjadi kehilangan reievansinya untuk dipertahankan. Selain itu, 
bilamana hanya frasa "tidak diverifikasi ulang dan" saja yang dinyatakan 
bertentangan, maka rumusan Pasai 173 ayat (3) UU Pemilu akan menjadi sama 
dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasai 179 ayat (1) UU Pemilu;
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c. bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu, 
Mahkamah daiam Putusan terdahuiu yaitu Putusan MK No. 52/PUUX/2012/. 
Tanggal 29 Agustus 2012 telah menyatakan norma yang mengatur lial yang 
sama yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 bsrtcntangan dengan UUD Taliun 1945 
dengan pertimbangan bahwa pada ranah kcpeseriaan daiam kontestasi politik 
seperti Pemilu. perlakuan berbeda tidak dapat dibenarkan. Oloh karena itu 
perimbangan MK daiam Putusan MK No. S2/PUU-X/2012/ masih relevan. 
schingga norma daiam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas telah 
menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

d. bahwa norma UU Pemilu tidak boleh memuai norma yang pada pokoknya 
mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu karena 
bortentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di daiam hukum dan 
pemerintahan. Kemudian MK juga memperhatikan keadilan bagi setiap calon 
peserta Pemilu. pemekaran dacrah dan perkemhangan demografi, partai politik 
sebagai badan hukum yang dinamis dan veriRkasi menyeluruh terhadap 
keterpenuhan syarat peserta Pemilu. Oleh karena itu perlakuan berbeda dapat 
dihindari dengan cara setiap partai politik calon peserta Pemilu harus 
mengikuti veriRkasi daiam rangka untuk menyederhanakan jumlah partai 
politik peserta Pcmiiu sesuai dengan desain konslitusional daiam UUD Tahun 
1945.

3. Pasal 557 ayat (2)

Bahwa daiam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, MK memberlkan pertimbangan

hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut:

a. bahwa meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan terhadap 
Pasal 56 UU Pemerintahan Aceh yang mengatur, klausul Pasal 557 ayat (2) UU 
Pemilu dengan sendirinya telah mencabui pasal yang berkenaan dengan 
Pemilihan Umum berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu teiah mengubah 
substansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan kclembagaan 
penyelenggaraan pemilu di Aceh;

b. bahwa sesuai dengan UU Pemerintahan Acch, meskipun KIP dan Panwaslih

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLTAN DPR R1 1246

merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, 
keberadaan iembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian bagian dari lembaga 
yang menjalankan keisiimewaan Aceh. Kemudian KIP sebagai ponyelenggara 
Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dengan dari 
penyelenggara Pemilu di daerah Iain, demikian pula dengan keanggotaan KIP, 
termasuk proseduratau tata cara pengisian kcanggotaannya. Namun sekalipun 
icrdapat perbedaan, hal itu bukanlah bagian dari keistimevvaan Aceh itu 
sendiri. Berdasarkan Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyatakan hanya KPU 
yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu, maka dapat 
dikonstruksikan secara konstutional bahwa KIP sebagai bagian dari KPU. 
Setelah KPU, KIP diiempaikan sebagai bagian dari KPU dimana KIP diberi 
kewenangan sesuai dengan UU Pemerintahan Acch untuk menyelenggarakan 
Pemilu dan Pilkada di Aceh, Daiam konteks demikian, KIP Acch dan KIP 
Kabupaten/Kota pada dasarnya sama dengan KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, demikian pula halnya dengan Panwaslih 
yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu;

c. bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pemerintahan Aceh telah menegaskan bahwa KIP 
Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU. Oleh karena itu 
kewenangan KIP bukan diberikan oleh UU Pemerintahan Aceh, melainkan 
merujuk kepada konteks sejarah keberadaan KPU dan kelahiran serta 
keberadaan KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota: dan

d. bahwa jika hal>hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta 
prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota hendak 
dilakukan perubahan hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan 
hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu 
mcmerlukan pclibaian daiam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. 
Daiam hal ini, apabila pembentok undang-undang hendak mengubah ketentuan 
yang diatur daiam UU Pemerintahan Aceh, maka hal itu mengacu kepada UU 
Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269. Jika prosedur 
demikan tidak ditempuh, maka norma undang-undang yang substansinya 
berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur 
daiam UU Pemerintahan Aceh maupun yang mengubah ketentuan UU
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Pemerinlahan Aceh akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum 
bagi pemerinlahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan, yang berarti 
dengan sendirinya bertontangan dengan Pasa! 28D ayat (1) UUD Tahiin 1945.

4. Pasal 571 huruf d

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017, MK memberikan

pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilu sebagal

berikut:

a. bahwa berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemiiu tclah mcngubah substansi UU 
Pemerinlahan Aceh yang bcrkenaan dengan ketembagaan penyelenggaraan 
pemilu di Aceh dimana MK telah menyaiakan pendiriannya sebagaimana 
tertuang dalam Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017;

b. bahwa meskipun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh bukan 
merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh, namun konieks 
historis dari keberadaannya harus tetap dihormati. Oleh karena itu apabila 
hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi 
keanggotannya, maka proses atau tala caranya memerlukan konsultasi dan 
pertimbangan DPRA sebagaimana ditontukan dalam Pasal 8 ayat (2) juncio 
Pasal 2f59 UU Pemerinlahan Aceh;

c. bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak 
terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Oleh 
karena ilu, perubahan icrhadapnya di masa yang akan datang sangat mungkin 
dilakukan apabila terdapat kebutuhan uniuk itu. Namun perubahan itu pun 
dilakukan sesuai dengan proses dan tata cara dalam UU Pemerinlahan Aceh; 
dan

d. bahwa MK tidak memperoleh cukup bukti yang dapat menyakinkan bahwa 
proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan 
konsultasi dan pertimbangan DPRA sesuai prosedur pembentukan dan 
perubahan UU Pemerinlahan Aceh berdasarkan Pasal 8 ayat [2) juncto Pasal 
269 UU Pemerintahan Aceh. Schingga Pasal 571 huruf d UU Pemilu 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

PU.SATPEMANTAUAN PELAKSANAAjV UNDANG-UNDANfi 
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 

MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI
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KATA PENGANTAH DAFTARISI

DPR RI metniliki 3 [tiga) fungsi uiama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yailu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam meiaksanakan politik 
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah mclakukan pemantauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginveniarisir 
Puiusan-Putiisan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang- 
undang bertcniangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 icntang Mahkamah Konstitusi (UU 
Mahkamah Konstitusi) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan peradilan 
konstitusi telah dilakukan uji materiil olch Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU 
Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Mahkamah Konstitusi yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. baik dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang- 
undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang meiaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait. dan disertai lampiran yang berisi periimhangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Roebmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001
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I 2

KATA PENGANTAR...................................................................   2

DAFTAR ISI............................................................................................................................. 3

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK

1. Pasal 55................................................................................................................... 21

LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI...................................30

PUSAT PEMANTAUAN PELAK.SANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RJ

|3



UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2003 

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PKRWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN lUHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Repubiik Indonesia merupakan negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk 
mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih. 
makmur, dan berkeadilan;

b. bahwa Mahkamah Konstilusi sebagai salah salu pelaku kekuasaan 
kehakiman mompunyai peranan panting dalarn usaha mcncgakkan 
konstilusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana ditentukan dalarn Undang-Undang Dasar 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat [6) Undang-Undang 
Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur 
tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstilusi, hukum 
acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstilusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Mahkamah Konstilusi:

Mengingat : 1. Pasal 7A. Pasal 7B. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24. Pasal 24C, dan Pasal
25 Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketontuar. 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lcmbaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 3879);

MBMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Undang-Undang ini yang dim.aksud dengan:
1. Mahkamah Konstilusi adaiah salah saui pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia 
Taliunl945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjuinya disebui DPR adaiah Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara 
Repubiik IndonesiaTahun 1945.

3. Permohonan adaiah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah 
Konstilusi mengenai;
a. pongujian undang-undang lerhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubiik 

IndonesiaTahun 1945;
b. songketa kewenangan iembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
c. pembubaranpartai polilik:
d. perselisihan tentang basil pemiiihan umum: atau
e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 

mclakukan peianggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. atau perbuatan tercela, 
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 1945.
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jangkawakta paling lambat 7 (Uijah) liari kerja scjak putiisan diucapkan.

Bagian Kedelapan
Pengufian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar

Pasal 50
Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang 
diundangkan sctelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945,

Pasal 51
(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstilusionalnya dirugikan olch berlakunyaundang-undang, yaitu:
a. pcrorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakai hukum adai sepanjang masih hidup dan .sesuai dengan 

perkembangan masyarakaidan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yangdiatur dalam undang-undang:

c. badan hukum publik aiau privat; atau
d. Icmbaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya teniang hak 
dan/atau kewenangan konsiitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib 
menguraikan dengan jelas bahwa:
a. pembentukan undang-undang tidak mcmenuhi ketentuan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945: dan/atau
b. maieri muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

Pasal 52
Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk dilcetahui, dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (lujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 53
Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG [ 20
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pengujian undang-undang dalamjangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54
Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang 
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Pasal 55
Pengujian peraturan penindang-undangan dl bawah undang- undang yang 
sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib apablla undang-undang
yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses 
pengujianMahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.1

Pasal 56
(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat liahwa pemohon dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi syarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
dan Pasal Sl,amar putusan menyalakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal Mahkamaii Konstitusi berpendapat bahwa permohonan bcralasaii, 
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat [2), 
Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas mated muatan ayat, pasal, 
dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangandengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

(4) Dalam hal penibeniukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan 
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan 
dikabulkan.

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangandengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, baik mengenai pembentukan 
maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan

Mahkamah KonsUlusl menyalakan frasa 'dihentikan" dalam Pasal 55 bertentangan dengan UUD 
Talnm 1945 dan Udak roemiliki kekuatan hukum mengikat sepan|ang ddak dlmaknal "Pengujian 
peracuron penindang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
ditiinda pemeriksaannya apablla undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut 
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstiaisf 
mclalui Putusan MK Nomor93/PUU-XV/2017.

❖ Pasai/ayattersebiit bcluro diundaklanjuu dengan perubahan undang-undang inL
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSl

1. Pasal 55

Bahwa dalam Putusan Nomor 93/PUU-XV/7.017, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai berikut;

a. Bahwa sccara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah 
untuk menghcntikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata 
"dihentikan” dan frasa "sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", Kedua 
rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian

b. proses pengujian peraturan pcrundang-unriangan di bawah undang-undang olch 
Mahkamah Agung adalah untuk sementara waklu. Dengan konstruksi demikian, 
tldak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang- 
undang di bawah undang*undang yang undang-undang sebagai dasar 
pengujiannya scdang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi. Hanya saja. kata “dihentikan” membuka peluang 
ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat 
diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata "dihentikan" telah 
menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut 
baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian 
hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuli proses pcradilan uji materiil 
sesuai dengan asas peradilan cepat. sedcrhana, dan biaya ringan;

c. Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan 
kata "dihentikan", maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut 
inkonstltusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi "ditunda 
pemeriksaannya". Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal 
perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. 
Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks 
norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari kcadilanyang 
mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang;
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 

OLEH PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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KATA PENGANTAR DAFTAR ISl

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga unluk mendukung 
upaya Pcmerintah daiam melaksanakan politik 
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah melakiikan pemantauan 
dan pcninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR RI daiam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir 
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat daiam undang- 
undang berlentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis Pormusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(UU MD3 Perubahan Kedua) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan 
legislatif di Indonesia telah dilakukan uji materiil oloh Mahkamah Konstitusi. Beberapa 
pasal/ayat daiam UU MD3 Perubahan Kedua telah dinyatakan bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan lidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah 
Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat daiam UU MD3 Perubahan Kedua yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. baik dinyatakan inkonstitusional 
maupun konstitusional bersyarai, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang- 
undang aslinya. Dokumen ini lordiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh 
undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang bcrisi pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H,
NIP.196902131993021001
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Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerali.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESrA 

NOMOR2TAHUN 2018 

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANC-UNDANG NOMOR 17 TAHUN2014 TENTANG 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menitnbang; a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaralan/perwakilan, dipcrtukan lembaga perwakilan rakyat 
yang mampu menyerap dan mempcrjuangkan aspirasi rakyat untuk 
mewujudkan lujuan nasional demi kcpentingan bangsa dan Negara 
Kesatuan Republlk Indonesia;

D. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga 
perwakilan rakyat. dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, pertu menata Majelis Permusyawaraun 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c- bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 20 H tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum 
dalam masyarakat sehingga periu diubah;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, pcrlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Mengingai: a. Pasal 19 ayai [2). Pasal 20, Pasal 20A. dan Pasal 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

h, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [l.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan aUs Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT. DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKIUN RAKYAT 
DAERAH.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis



Pcrmusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5650) diubah
sebagai berikut;
1. Ketentuan Pasal 15ayat(l) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal IS
(1) Pimpinan MPR terdiri alas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggoia MPR.
(2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota 

MPR dalam satu paket yang ber-sifat tetap.
(3) Bakal calon pimpinan MPR berasal dari traksi dan/atau kelompok anggota 

disampaikan di dalam sidang paripurna.
(4) Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR.
(5) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah 

untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

tercapat, pimpinan MPR dipilih dengan pemunguian suara dan yang memperoleh 
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat paripurnaMPR.

(7) Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 
sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh 
pimpinan sementara MPR.

(8) Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari 
anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota 
yang berbeda.

(9) Pimpinan MPR ditetapkan dengan kepuiusar. MPR.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemillhan pimpinan MPR dlatur dalam 

peraturan MPR tentang tata tertib."

2. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71
DPR berwenang:

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama;

b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden 
untuk menjadi undang-undang;

c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oieh Presiden atau DPR;
d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi 

daerah, hubungan pusai dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

e. membahas bersama Presiden dengan memporhatikan pertimbangan DPD dan 
memberikan persetujuan acas rancangan undang-'undang tentang APBN yang 
diajukan oleh Presiden;

f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD 
atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alamdan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 
APBN, pajak, pendidtkan, danagama;

g. memberikan persetujuan kepada Pre.siden untuk menyatakan perang dan 
membuat perdamaian dengan negara lain;

h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang 
menimbulkan aWbat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan 
atau pembentukan undang-undang;

i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan 
abolisi;

j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar 
dan menerima penempatan duta besar negara lain;

k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhenttan anggota Komisi Yudisial;
m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden 

untuk diresmikan dengan keputusan Presiden."

3. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 73
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap 

orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(!)•



(;ii On lain hn! scliap oraij;; N'.'Jsaii.jimna i iini.ik'-mi [lada nyal (J) Iridak liariir 
sftidah dipanagil (tifta) tiali bcriiifuMu! at alasan yang patut dan
salt, Df'li ijarhak jm-!.iku!<an panjii^iiai! p:iki.;i (li.-ngan ineiiggunakan 
K<‘poiisiiiu Nvgiira RcpuWlik tiulonesi;:.

(4'l Pniiggilan paksa sebagainiaiia tUmaUsiid pada ayat f3) dilaksanakan dengan 
kclc.iiluan srbagai b«rlkii<:

a. Plmpinan DPR mengajnkjm permiiUaan sec-ara lertulis kapada Kepala 
Kepoijslan Ncgai-a RcpnbHk Indnncsin paling vetUkit menmal dasar i!an 
alusiin ppmaiiggilan paksa serta n:un=i dan alamiil sftiap a rang yang 
dipanggil 5>aksa;

b. Kcp«»ltsian Negara fU*imbliK Indfinesiu wajih mrmeiiuhi pemunlaan 
sehagaimann dimak-suc! pnda Imi tif a; dan

c. Ki'p.ila Kcpnlisiasi Ni-gara Republic hidone.via mi’merintahican Kcpala 
K»;poii*;lan Daernh lii renipat domisili voliap orang yang dipanggil paksa 
tinuik dihaciirkan nH-nieniilii patiggilan DPP. sfbagaimaua diinaksuii 
paila ayat [1).

f5) Daiam hal inenjalanUan paiiggilan paksa sidiagalmana (llinnksiid paila nyal 
(4-), Kepollslan Nogara Repitblik Imtoiiesla dap.ll nu'iiynmter.i sellap orang 
uiUuk p;inngiama 30(£jga Hari.

(6) KelciUuan lebih ianjut nu'ngenai pemanggihm palisa suhagalnianH dimaksud 
patia ayat (4} dan penyamleraan .scbagaimana tihnaksiid pada ayat (5) 
dJnlur dengan Peraturan KcpoUsian Negara Republik Indoncssn."1

4. Kctentuan Pasa! 74 diubah sehingga berbunyi sebagai bedkut;

"Pasal 74
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan 

rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanismc rapat kerja, rapat dergar 
pendapau rapat dengar pcndapai umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, 
rapat tim pengavvas. atau rapat tim lain yang dibeniuk oleh DPR demi kepentingan 
bangsa dan negara.

(2) Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat(l).

(3) Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana

Mahkamah Konstitusi menyatakan PasaJ 73 ayat {3}, ayat (4). ayat (5). dan ayat (6) bertemangan 
dengan DUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK 
Nomor 16/PUU-XVI/2018.
<• Pasai/ayaitersebutbelujndiUndaklanjutj dengan perubahan undang-undang ml.

dimaksud pada ayat (1) pcjabai negara atau pejabat Pemcrintah, DPR dapat 
menggunakan hak interpelasi, liak angkei, hak menyatakan pendapat, atau hak 
anggota DPR mengajukan pertanyaan.

(4) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada 
pejabat negara yang berada dalam iingkup kekuasaan Presiden atau pejabat 
pemerintahyang tidak moiaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.

[5) Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau 
pcnduduk. DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk 
memberikan sanksi."

5. Ketontuan Pasal 83 ayat (1) diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 83

(1) Alai kelengkapan DPR terdlri aias:

a. plmpinan:
b. Badan Musyawarah:
c. komisi;
d. Badan Legislasi;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara:

g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
h. Mahkamaii Kehormatan Dewan;
1. Badan Urusan Rumah Tangga;
j. panitia khusus; dan

(2) anggota DPR dalam satu paketyangbersifattetap.

(3) Bakal calon pimpinan DPR berasa! dari fraksi dan disampaikan dalam rapat 
pari puma DPR.

(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 [satu) 
orang bakal calon pimpinan DPR.

(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah 
untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemunguian suara dan yang memperoleh 
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.

(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk,



sidang DPR pertama kali umuk menclapkan pimpinan DPR dipimpin oleh 
pimpinati sementara DPR.

(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana diinaksud pada ayai (7) berasal dari 
anggota DPR yang tortua dan lermuda dari frakai yang berheda.

(9) Pimpinan DPR ditetapkan dcngan keputusan DPR.
(10) Ketentuan lebih lanjut mcngcnai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata icrtib.”

6. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 105
(1) Badan Legislasi bertugas:

menyusun rancangan program legislasi nasional yang mcmuat daftar urutan 
rancangan undang-undang beserta aiasannya untuk 5 (lima) tahun dan 
prioritas tahunan di lingkungan DPR;
mengkoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat 
daftar urutan rancangan undang-undang beserta aiasannya untuk 5 (lima) 
tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
mengkoordinasikan penyusunan naskaii akademik dan rancangan undang- 
undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi 
dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah 
ditetapkan;
meiakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep 
rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan 
komisi sebeium rancangan undang-undang tersebut disampaikan kcpada 
Pimpinan DPR;
memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang 
diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas 
rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang 
terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam 
program legislasi nasional perubahan;
meiakukan pembahasan, pengubaban, dan/atau penyempurnaan rancangan 
undang- undangyang secara khususditugasi oleh Badan Musyawarah;
meiakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang; 
menyusun, meiakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
mengikuti perkembangan dan meiakukan evaluasi terhadap pembahasan 
materi muatan rancangan undang-undang mcialui koordinasi dengan komisi 
dan/atau panitiakhusus;

k. meiakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolognas 
perubahan;

l. membuai laporan kinerja dan inveniarisasi masalah di bidang perundang- 
undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan 
DPR; dan

m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang- 
undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh 
Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pclaksanaan 
tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kcpada Badan 
Urusan RumahTangga."

7. Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan saui paragraf, yakni Paragraf 5A dan 
di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 7 (lujuh) pasal, yakni Pasal 112A, Pasal 
112B, Pasal 112C, Pasal 112D, Pasal 112E, Pasal 112F,dan Pasal 112G, yang berbunyi 
sebagai berikut:

"Paragraf5A
Badan Akuntabilita.s Keuangan Negara 

Pasal 112A
Badan Akuntabilltas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibeticuk oleh
DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 112B
(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai 

dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang ditetapkan dalam rapat 
paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan taliun sidang.

Pasal 112C
(1) Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan 

kolcgial.
(2) Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua 

yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah 
untuk mufakal dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap 
fraksi.

(3) Penetapan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam



rapat BAKN yang dipimpin oloh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan 
keanggotaanBAKN.

Pasal 1120

(1) BAKN bertugas:

a. melakukan penelaahan terhadap temuan basil pemeriksaan BPK yang 
disampaikan kcpada DPR:

b. menyampaikan basil pcneiaaban sebagaiinana dimaksud dalam huruf a 
kepadakomisi;

c. menindaklanjuti basil pcmbabasan komisi terhadap temuan basil 
pemeriksaan BPK alas permintaan komisi: dan

d. mcmberikan masukan kepada BPK dalam hai rencana kcrja pemeriksaan 
tahunan, hambaian pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN 
dapai meminta penjelasan dari BPK, Pcmeriniah, pemerintah daerah, lembaga 
negara lainnya. Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, 
badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 
negara.

(3) BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan 
lanjutan.

(4) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d 
disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Pasal 112E
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN 
dapat dlbantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.

Pasal 112 F
BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tan^a.

Pa.sal 112G
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembeniukan, susunan, tugas, wewenang, 
dan mekanisme kerja BAKN dialur dalam peraturan DPR tentang tata tertib,"

8. Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diubah sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 121
(1) Pimpinan Mahkamah Kehormaun Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan Malikamah Kehormaun Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 
paling banyak 4 (einpat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota 
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu pakei yang bersifat tetap herda.sarkan 
usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3) Seiiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) 
orangbakal caion pimpinan Mahkamah Kehormaun Dewan.

(4) Dalam hal pemlllhan pimpinan Mahkamah Kehormaun Dewan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, 
keputusan diambil berdasarkan suara lerbanyak.

(5) Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormaun Dewan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin 
oleh pimpinan DPR setelah peneupan susunan dan keanggoiaan Mahkamah 
Kehormaun Dewan.

(6) Pimpinan Mahkamah Kehormaun Dewan diteupkan dengan keputusan pimpinan 
DPR

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tau cara pemilihan pimpinan Mahkamah 
Kehormaun Dewan dlatur dalam peraturan DPR tenung tau tertib."

9. Di anura Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121Ayang 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121A

Mahkamali Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

a. pencegahan dan pengawasan: dan
b. ponindakan."

10. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah

Kehormaun Dewan beitugas:



a. tnelakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota 
DPR:

c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem 
pendukung DPR yang borkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, 
peraturan perundang-undangan, dan Kode Eiik:

e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang 

berkaitan dengan pelanggaran Kode Etikyangdilakukan sistem pendukung DPR;

g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang 

berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem 
pendukung Pegawai Negeri Sipil;

1. menyetenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik:
l. mengnmbn lanj-.k..!! hohuni lian/aiuu iahi terhadap orang

perseoraiiyan, Ucl'impoK oranj;, nl.iu 'i.!'!.!'! iiuktiu; yang meretislalikan 
kelionnatan DPR dan anggota DI’K;2

m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara 
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Plmpinan DPR 
sclanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertu^s menyusun 
peraturan DPR; dan

n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang 
selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan 
rumah tangga DPR.1'

11. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disislpkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 122A dan 
Pasal 122B yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 122A
Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah 
Kehormatan Dewan berwenang:

2 Mahkamah Kotisdtusl menyatakan Pasal 122 huruf 1 bertenwngan dengan DUD Tahun 194S dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat melalul Putu-san MK Nomor 16/PUU-XVI/201B.

❖ Pasal/ay.ii tersebut belumdiUndakJ.in]UUdengan pcrubalinn undang-undangmi.

a. melakukan kegiatan sural menyurai di internal DPR;

b. membertkan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik:
c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik 

sistem pendukung DPR;
d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan. sikap, 

perilaku, dan tindakan anggota DPR:
e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem 

pendukungDPR;
g. meminia data dan informasi dart lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara 

pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
h. memanggil plhak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik 

DPR:
i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyele.saian perkara pelanggaran kode etik 

sistem pendukung DPR;
j. memeriksa dan memuius perkara pelanggaran kode etik DPR;
k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukungDPR;
l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR 

dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR: dan
o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait 

pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode 
EtikanggotaDPR.

Pasal 122B
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya,

dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.”

12. Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 164
(1) Usui rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, 

gahungan komisi, atau Badan Legislast.

(2) Usui rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, 
pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Lcgislasi kepada pimpinan DPR disortai



daftar nama dantanda tangan pcngusul.

(3) DPR memutuskan usul rancangan undang-utidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pcngubahan; atau
c. penolakan.

(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, Badan 
Legisiasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang 
tersebiit.

(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan 
Surat pimpinan DPR kcpada Presiden,"

13. Di antara Pasal 180 dan Pasai 181 disisipkan 1 (satu) pasal. yakni Pasal 180A yang 
bcrbunyi sebagai bcrikiit;

"Pasal 180A
Sebelum pengambtlan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara 
Badan Anggaran dan Pcmeriniah pada Pembicaraan Tingkat 1 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan basil 
pembahasan atas Rancangan Undang- Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan 
DPR."

14. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

"Pasal 204
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil warga negara 

Indonesia dan/atau orang asing yang berlompat tinggal di Indonesia untuk 
dimintaiketerangan.

(2) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l)wajib memenuhi panggilan panitia angkeL

(3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut- 
turut tanpa alasan yang salt, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan 
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) didasarkan alas permintaan pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.

(5) Permintaan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan sccara 
tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang paling sedikit 
memuat dasar dan alasan peman^ilan paksa serta nama dan alamat pihak yang 
dipanggil paksa.

(6) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian 
Daerah di tempat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3).

(7) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum 
dan/atau warga masyarakai paling lama 15 (iima belas) Hari.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan 
Pcraiuran Kepolisian Negara Republik Indonesia,'’

15. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 224
(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapatyang dikemukakannya baik secara lisan maupun 
tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan 
fungsi serta wewenang dan lugasDPR.

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, 
kegialan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mala karena 
hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, 
dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di 
luar rapat DPRyang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 
yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan."

16. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 245
(1) Pemanggilan dan }iermit)la;»n ketfiMiigan kepada anggota DPR .schubungan 

dengan terjadlnya rinii.nk pidana yang tidak .srhiiluingan dengan 
pek'ksanaan tugas; sciiagaimaiia ilbsiaksml dalam Pasal 224 bams
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(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
anggotaDPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

mat! atau pidana pcnjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan keamanan ncgara berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus."

17. Keteniuan Pasal 249 ayat (1) ditambah 1 (saiu) liuruf, yakni huruf ] sehingga Pasai 
249 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 249
(1) DPD mempunyai wewenang dan lugas:

a. mcngajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainr.ya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah kepada DPR;

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal 
sebagaimana dimaksud daiam huruf a;

c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang- 
undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal 
sebagaimana dimaksud daiam huruf a;

Mahkamali KonsUtusl menyatakan Frasa 'Pemanggilon dan permincoan keterungon kepada anggota 
DPR sehubungan dengan urjadlnya lindak pidana yang t\dak schubangan dengan pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 224 hams mendaparkan pcrsecvjuan tertulis dari Presiden" daJam 
P.isal 24S ayat (1} bertentangan tJpngnn UUO Tahun 19'IS dan tidak raonipimyal kekuatan hukum 
mengikatscpan|ang tidak dlmaknai daiam konteks .scinata-mata pcmanggltan dan pertnintaan 
keterangan kepada anggota Dewan Pcrwakllan Ralcyat yang dlduga melakukan tindak pidana 
mdalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2016.
Maiikamah KonsQlusl menyatakan frasa 'setelah mendapat pertunbangan dan Malikomah Kehormatan 
Dewan" daiam Pasai 245 ayat fl) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan ndak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2019,

Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadu
‘Pemonggllan dan permincoan keterangan kepada anggota DPR yang dlduga melakukan tindak 
pidana yang tidok sehubungan dengan pelaksanaan cugas sebagaimnna dimaksud daiam Pasal 224 
horusmendapackanpersetu/uan tertulis dan Presiden."
❖ Pasai/ayai tersebut belum ditindaklanjuu dengan penibahan undang-undang ini.

d. momberikan pertimliangan kepada DPR alas rancangan undang-undang 
tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, danagama;

e. dapai melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran. dan penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidil^n, dan agama;

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan 
agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

g. monerima hasil pemcriksaar. atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan 
membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan APBN;

h. momberikan pertimbangan kepada DPR daiam pomilihan anggota BPK;
i. menyusun program legisUsi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah; dan

j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan 
peraturan daerah.

(2) Daiam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, anggota DPD dapai melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD,
dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya."

18. Keiontuan Pasal 250 ayat (1) diubah sehingga Pasal 250 berbunyi sebagai berikut:

“PasaJ 250
(1) Daiam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 

249, DPD memiliki komandirian daiam menyusun anggaran yang dituangkan ke 
daiam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Daiam menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus 
dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.

(3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah 
Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(4) DPD meneupkan perlangguiigjawaban poiigelolaan anggaran DPD daiatn 
peraturan DPD sesuai dengan keientuan peraiuran pemndang-undangan.

(5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran schagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada publik dalam laporan kinerja tahunan."

bertanggung jawab kepada alat kelengkapan dewan yang melaksanakan fungsi 
pengawasan."

21. Keientuan Pasal 424 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

19. Keientuan Pasal 260 ayai (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 260

(1) Pimpinan DPD tcrdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakll ketua 
yang dipilih dari dan oleh aiiggou DPD dalam sidang paripurna DPD,

(2) Dalam hal pimpinan DPD schagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 
DPD dipimpin oleli pimpinan sementara DPD.

(3) Pimpinan sementara DPI) schagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 
(satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang 
merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya.

(4) Dalam hal anggota icrtua dan/atau anggota termuda schagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berhalangan. sebagai penggantiiiya adalah anggota tertua dan/atau 
anggota termuda berikutnya.

(5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD.

(6) Pimpinan DPD sebelum mcinangku jabaiannya mengucapkan sumpah/janji yang 
teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua 
MahkamahAgung.

(7) Keientuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam 
peraturan DPD tentang tata tertib."

20. Di antara Pasal 413 dan Pasal 414 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 413A yang 
berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 413A

(1) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 
memberikan dukungan pclaksanaan fungsi legislast OPR berkoordinasi dan 
bertanggung jawab kepada Badan Legislasi.

(2) Badan Keahlian DPR .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 
memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR berkoordinasi dan 
bertanggung jawab kepada Badan Anggaran.

(3) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 
memberikan dukungan pclaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan

"Pasal 424

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) 
bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

22. Di antara Pasal 427 dan Pasal 428 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 427A, Pasal 
427B, Pasal 427C, Pasal 427D, dan Pasal 427E yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 427A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap 
melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan 
DPRhasil pemilihan umumTahun 2014;

b. penambahan kursi pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal IS dan 
pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk jabatan wakil 
ketua; dan

c. penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam 
pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta 
urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di 
DPR dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu).

Pasal 427B

(1) Keientuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan MPR dan DPR 
sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 427A berlaku sampai 
berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014.

(2) Keientuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan 
Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT 
sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan 
Pasal 152 berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil pemilihan 
umum tahun 2014.



Pasal 427C
(1) Susunan dan mekanismo pemiiihan pimpinan MPR masa keanggotaan MPR 

setelah hasil pemiiihan umiim tahun 2019 dilaksanakan dcngan ketentuan sebagai 
berikut;

a. pimpinan MPR lerdiri alas 1 (satu) orar.g ketua dan 4 (empat) orang waki! 
ketua yang dipilih dari dan oleh anggoia MPR:

b. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada Imruf a dipilih dari dan oleh 
anggoia MPR dalam saiu paketyang bersifat tetap;

c. bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggoia 
disampaikan di dalam sidang paripurna;

d. tiap fraksi dan kelompok anggoia sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat 
mengajukan 1 (saiu) orang bakal calon pimpinan MPR;

e. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih secara 
musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR:

f. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf e 
tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dcngan pomungutan suara dan yang 
memperolch suara lerbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat 
paripurna MPR:

g. sclama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terbentuk, 
sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh 
pimpinan sementara MPR:

h. pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada huruf g berasal dari 
anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota 
yang berbeda.dan

i. pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR,
(2) Ketentuan lebih lanjut mongenai tata cara pemiiihan pimpinan MPR diatur dalam 

peraturan MPR tentang tata tertib.

Pasal 427D
(1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah 

hasil pemiiihan umum lahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut:

a. pimpinan DPR terdiri alas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil 
ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi 
terbanyak diDPR;

b. ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR;

c. wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima;

d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dan huruf c diieniukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak 
dalam pemiiihan umum; dan

e. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara 
sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c 
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan DPR 
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib.

Pasal 427E
(1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasl, Badan 

Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT masa keanggotaan 
DPR setelah hasil pemiiihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut:

a. pimpinan komisi, Badan Legislasi. Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah 
Kehormatan Dewan. dan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang 
bersifat kolektif dan kologial;

b. pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah 
Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 
banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota 
komisi, Badan Legislasi. Badan Anggaran, BKSAP. Mahkamah Kehormatan 
Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan 
proporsional menurui perimbargan jumlah anggota tiap* tiap fraksi; dan

c. penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, 
Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada huruf 
b dilakukan dalam rapat komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, 
Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR 
setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi, Badan Legislasi, Badan 
Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormaun Dewan, dan BURT.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan 
Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT 
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib.''

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lcmbaran Negara Republik Indonesia.
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1. Pasal 73 ayat (3). ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XV1/2018. MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 
Perubahan Kedua sebagai bcrikut;

a. Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang 
secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya 
dikenai dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana 
yang salah satunya Icmbaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di 
sainping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, 
sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum 
akan tetapl hampir scmuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang 
bcrkaitan sandera dengan periniah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa 
alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan [vide 
Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga 
kepolisian.

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, lerlebih dahulu penting 
bagi Mahkamali untuk menjelaskan bahwa apabila diielusuri lebih cermat, maka 
akan dlperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan 
ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua merupakan tindak lanjut dari rumusan 
norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Perubahan Kedua. Oleh 
karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah 
secara kumulatif yang berarti antara saiu ayat dengan ayat yang lainnya 
mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaltan. 
Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis dari tata cara 
pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang 
dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat [3), ayat [4). 
ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa 
ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri 
suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas
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DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua 
tersebut tidak disebutkan secara tegas jcnis rapai yang dimaksudkan dalam 
Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah lidak jeias idenlifikasi jenis rapat yang 
berkorelasi dan relevan atau lidak unluk menghadirkan seseorang dimintai 
keterangannya oleh DPR. Oleh karena iiu dapat dimaknai seolah-olah dalam 
setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pcmar.ggilan seseorang. Dalam 
batas penataran yang wajar tatkala idenlifikasi lersebui tidak diteniukan secara 
jeias maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pinak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayat [1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang 
dilakukan di DPR.

c. Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebcnarnya dapat 
dilakukan penelusuran tali-temalinya scjauhmana relevansinya DPR dapat 
menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang 
yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kcpada lembaga 
kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk 
ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa. Icbih-lebih diikuti dengan upaya 
penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan 
penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan 
DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap 
rapat DPR, yang lebih penting bagi Mabkamah adalah mempertimbangkan 
sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat 
yang di dalaranya melckat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan 
penyanderaan dimana kewenangan tersebui disubstitusikan kcpada lembaga 
kepolisian.

d. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada 
pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah 
proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah 
tegaskan yaitu di anlaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan 
persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan 
hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat Kalaupun 
ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hingga 
saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi 
atau ahli yang menolak hersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide
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Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalalt sulit bagi 
Mahkamah untuk mencrima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR 
dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. 
Padahal hingga saat ini masih belum jeias apakah rapat DPR merupakan bagian 
dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan 
panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian discrahkan kepada 
lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar 
mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Ubih 
latijut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan 
paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, 
maka sekali lagi ha! ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang 
diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena 
lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan 
kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan 
untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asii dari lembaga 
kepolisian.

e. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penilaian 
konstituslonalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat [6) UU 
MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada 
pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada 
sejak Undang-Undang Nomor 17 Taliun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada 
perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. 
Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya 
ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor C14/PUU-1/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa 
badan maupun penyanderaan itu tidakiah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan 
diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR
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hanyalah sebatas mengcnai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak 
angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan. 

f. Terhadap keterangan DPR tersebut setelah Mahkamah mencermati Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, lernyata amar puiusannya 
menyatakan permohonan para Pomohon lidak dapat diierima dengan alasan 
bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung 
mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara 
tekstual bunyl Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada 
saat itu norma dari pasal tersebut adaiah menegaskan panggilan paksa dan 
penyanderaan diiakukan monurut ketentuan perundang-undangan yangberlaku. 
Boloh jadi apabila norma pasal yang mnngatur tentang panggilan paksa dan 
penyanderaan tersebut sudah sepertl yang ada pada saat ini, dimana telah secara 
rigid mengatur tentang lata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang 
berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan 
ditemukan beberapa kcndala konstitusional sehagaimana pendapat Mahkamah 
yang telah diuraikan tersebut di atas. Tcriebih penekanan pendapat Mahkamah 
dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak 
dalam persidangan DPR yang sedang melakukan Tungsi pengawasan dengan iiak 
angket. Hal ini jclas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan 
Kedua yang hakikatnya adaiah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR tanpa 
ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut diiakukan. 
Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat 
dengan argumen keterangan DPR a quo, Begitu pula dengan keterangan DPR 
lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut 
merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa scseorang yang 
dipandang perlu didengar ketcrangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh 
lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, 
di mana dengan alasan itu menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk 
dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan 
upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaiian dengan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan 
merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicla) 
[sic!]. Terhadap argumenUsi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak 
subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan 
persidangan pengadilan dan itu jelas serta icgas dalam konsep penegakan 
hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan 
kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan 
pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adaiah ketika akan 
menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian tentang modus 
untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai 
dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memorlukan kccermatan dan kehati-hatian 
mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 
ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua memiliki 
masalah konstitusionalitas, balk permasalahan mengenai status jenis-Jenis rapat 
DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum 
maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil 
seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya 
mengidentiRkasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera 
sehagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 
MD3 Perubahan Kedua adaiah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang 
menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal a 
quo. Bilamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, quod non, maka 
terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian 
penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan 
penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu 
apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil 
penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasl 
atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat dltindaklanjuti untuk 
diiakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus diiakukan 
penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut 
dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan 
permasalahan baru sehagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah 
sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa
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dalam tindakan yang bcrkaitan dengan proses penegakan hukum dan 
merupakan bagian dari kewonangannyayang secara genuine memang kepotisian 
sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima 
kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Teriebih 
kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut 
Mahkamah hingga saai ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan 
kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan 
hukum.

g. Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan 
bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan 
fungsi iegislasi, yang dengan demikian dipcriukan kesempatan yang terbuka bagl 
DPR untuk berintcraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai 
penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutlQ yaitu dengan 
selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting 
member! penguatan kepada tembaga Parlemen di tengah penguatan sistem 
presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggll tidak 
menghadiri panggilan DPR lorsebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut 
dapat dieliminir dengan menlngkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap 
proses dl DPR. Scandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang 
dengan itikad tidak baik, auu dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR 
dan hal tersebut lerkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak 
terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai 
dengan mekanisme hukum yang berlaku.

h. Mahkamah berpcndapai kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk 
memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas 
memiliki persoalan konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung 
pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan 
hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai 
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal 
ini dihubungkan dengan dalil para Petnehon sebagaimana terurai dalam 
permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon
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mengenai inkonstllusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan ayat (6) 
UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

2. Pasal 122 hunifl

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2010. MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua sebagai 
berikut:

a. Bahwa terkait dengan inslitusl MKD yang diberi tugas untuk •mengambil 
langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok 
orang, atau badan hukum", hal demikian harus diiimbang dengan menjclaskan 
posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR 
Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;
1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan Kedua, MKD 

merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan 
dlbentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan 
keluUuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, Secara universal, 
misalnya The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption 
(GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif 
adalah dokumcn formal yang mengatur perilaku legislator dengan 
menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan 
apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan 
budaya politik yang sangat menokankan pada kepatutan, kebenaran. 
transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik 
tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya. 
Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3 
Perubahan Kedua, dalam baus penalaran yang wajar, lebih tepat untuk 
dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengjtapan DPR yang 
bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar 
perilaku/etik bagi anggota DPR.

2) Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 
17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak 
etik dinilai teiah mcmciiuhi satu kesatuan pengaturan. Namun keiika UU
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17/2014 diubali menjadi UU MD3 Perubahan Kedua. ruang lingkup tugas 
MKD unluk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas 
sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya 
terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

3) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR 
merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai 
lembaga penjaga dan pencgak kode eiik. Profesi atau pekerjaan mana pun 
yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas 
menjaga dan menegakan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya 
memiiiki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan 
menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan 
demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasl 
tidak dapat ditarik kcluar mcnjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik 
teiap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota* anggotanya sendiri untuk 
menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum 
sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.

4) Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga- 
lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga 
penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika 
profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika 
profesi advokatjuga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga 
dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku sccara internal 
masing-masing profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak 
terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang 
dibentuk untuk menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik 
dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

5) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan 
penegak etika profesi adalah untuk memasiikan bahwa tugas-tugas lembaga 
tersebut tidak berbenturan dengan tugastugas lembaga lainnya dalam 
penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak- pihak lain di 
luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau 
keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku 
ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik
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untuk menjalankannya. melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum 
menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan 
kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan 
atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan 
menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang 
tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan 
rumusan sebagai mana lertuang dalam Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan 
Kedua frasa "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ..." dapat 
ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal 
yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga 
seolah-olah mengambil aiih kewenangan penegak hukum. Penafsiran 
demikian bukan hanya teiah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga 
penegak etik yang dilujukan bagi anggota DPR. tetapi juga menimhulkan 
psmahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

b. Bahwa melalui Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD 
diserahi tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya 
terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai 
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:
1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang 

dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai 
lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan 
sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang 
perorangan yang dinilai lelah merendahkan martabat DPR atau anggota 
DPR. Sekali lagi pcriu ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik 
terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan 
yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas 
tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi 
sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak 
etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR, Sebab, hakikat sebuah 
lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi 
lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk
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mcnjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata 
lain, fungsi MKD hanya lerbatas pada wilayah penegakan eiik dan tidak 
dapat dicampur- adiik dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana 
DPR dan anggou DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak 
mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan 
cersebuUah yang secara genuine mompunyai hak untuk mengambil langkah 
hukum, misalnya dengan melaporkan kopada penegak hukum dan/atau 
mengajukan gugatan secara keperdataan.

2) Bahwa runtuh atau rusaknya mariabai dan kehormatan suaiu institusi 
sangat mungkin disebabkan oieh fakior internal maupun ekstcrnal. Segala 
perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabai dan 
kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia 
norma hukum berikul mekanisme penegakannya, seriangkan untuk 
mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang 
membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam 
konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk 
dengan tujuan pokoknya mcnjaga martabai dan kehormatan DPR yang 
disebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD 
hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan 
pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan 
martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga 
dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD 
yang demikian dapat menimbulkan rasa lakut bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh anggota DPR.

3) Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkahlangkah 
hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang 
bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh 
pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberlkan kepada 
MKD melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua dapat 
menimbulkan dua kemungklnan. yaitu pertama, tugas MKD tersebut 
menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya
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dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD. sementara 
anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya scolah- 
olah kehilangan kesempaian untuk menempuh langkah secara perorangan; 
kedua. tugas MKD dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 Perubahan Kedua 
menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota 
DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara 
di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa 
dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai 
anggota DPR kehilangan kesempaian meiakukan upaya. lermasuk 
mengambil langkah bukum, karena misalnya proses politik di DPR yang 
tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya 
dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan 
Kedua. pada satu sisi. menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD 
dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendiri bagi anggota 
DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk dapat 
mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai 
merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR Sementara di sisi lain, 
norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

4) Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila suatu 
perbuatan hendak diatur sebagai perbuaian yang dilarang dan terhadapnya 
dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur 
perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai 
dengan prinsip lex stricia dan lex certa. Dalam arti, harus jelas dan tidak 
multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak 
dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu 
harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam 
sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya 
terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.

5) Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 hurufi UU MD3 
Perubahan Kedua, khususnya frasa "merendahkan kehormatan DPR dan 
anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak 
jelas dan multitafsir. Frasa "merendahkan kehormatan" sangat fleksibel
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untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma 
tersebut, tidak terdapai penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan 
mengenai ilnval apa saja dari perhuaian alau perkataan yang dapat 
dikategorikan sebagai lelah merendahkan kehormaian DPR.

6) Bahwa mulliiafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih 
merugikan bagi pihak eksternal jika disertai pcnafsiran yang terkait dengan 
fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 
121A huruf b UU MD3 Perubalian Kedua. Maksudnya, fungsi penindakan 
dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan terhadapanggota DPR yang 
melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang 
dinilal merendahkan martabat dan kehormatar. DPR atau anggota DPR. 
Dengan kata lain, ha! demikian akan membuka ruang terjadinya 
kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa 
menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah 
merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam 
hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan 
aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran 
yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak 
setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap 
regulast yang dlberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.

7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam 
perumusan Pasal 122 hurufl UU MD3 Perubahan Kedua adalah berkaitan 
dengan frasa "mengambil langkah hukum”, Apakah dengan frasa tersebut 
berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti 
sendirl semua tlndakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan 
martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada 
institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang 
pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 
Perubahan Kedua yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai 
penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan "Cukup 
jelas". Dalam ha! ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum” tersebut mengarah 
kepada fungsi hukum pidana yang diiaksanakan oleh penegak hukum,
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namun penjelasan demikian tidak cukup kuai karena secara normatif tidak 
ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik 
pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma 
a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah 
pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan 
bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut adalah mengarah kepada 
fungsi hukum pidana yang diiaksanakan oleh penegak hukum.

8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua tersebut 
dapat menimbuikan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian 
dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil 
alih fungsi- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga 
MKD sehingga dikhawatirkan terjadi penyeiundupan fungsi penegakan 
hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), dan ayat [6) UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dipertimbangkan 
sebelumnya. Terlebih lagi, apabita dicermati konstruksi rumusan norma 
Pasal 122 hurufl UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan 
langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sisteraatis, 
seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan tcrakhir apabila 
langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. 

c. Bahwa selaln alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsurunsur rumusan 
norma Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 
17/2014 menjadi rumu.san dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak 
saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal 
menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan 
bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai 
pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, 
yailu anggotaanggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua 
secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama 
yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama 
sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya 
hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 
1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan
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hukum sebagai pihak yang dianggap juga clapat ikut mcrendahkan kehormatan 
dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua, 
perorangan dan badan hukum adalah sub)ck hukum yang ikut membantu MKD 
dalam menjaga koliormaian DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada 
MKD. Dengan deinikian, pergcseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 
luiruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua juslru mcnimbulkan ketidaksinkroiian 
antarnorma UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materi muatan terkail MKD 
sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oteh karena itu, apabila hal demikian 
dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon 
sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah 
permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf 1 UU 
MD3 Perubahan Kedua boralasan menurut hukum.

3. Pasal 245 ayat (1)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XV1/2018. MK memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai 
berikut;

a. )ika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, logika 
yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat Selama 
pernyataan, penanyaan, pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang 
anggota DPR berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata- 
mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota 
DPR, maka oleh undang-undang a quo hal itu biikan hanya dikesampingkan dari 
kemungkinan lahlrnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari 
kemungkinan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudian. jika hak 
Imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang a 
quo, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan 
Kedua di atas, apakah masih dibutuhkan krberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 
Perubahan Kedua.

b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dari
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Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya. yaitu UU 17/2014. yang 
mcnyaiakan, "Pemanggilan dan permintaan keierangan untuk penyidikan 
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan." Terhadap Pasal 245 
ayat(l) UU 17/2014 icrsebut telah dimoiionkan pengujian konstitusionaliusnya 
kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan 
pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-X1I/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah 
menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional 
bag! anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya. yaitu 
perlunya persetujuan tertulis Presiden. bukan persetujuan tertulis Mahkamah 
Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai 
keierangan berkait dengan suatu tindak pidana. 

c. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
76/PUU-XII/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, di 
antaranya:
1) Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai 

anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-Ringsi konstitusional 
kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu 
dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional:

2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan 
proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan 
dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan 
tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden:

3) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya 
dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai 
keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak 
pidana karena MKD adalah lembaga etikyang keanggotaannya berasal dari 
dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

4) Keempat, secara a conirario, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya 
berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan diminUi 
keierangan dalam ranglca penyidikan jika yang bersangkutan diduga
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melakukan suatu lindak pidana, sehingga tcrhadap ha!-hal lain di luar itu 
tidak dibutuhkan pcrsetujuan tertuiis dari Presiden.

d. Bahwa substansi dan pcngerlian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU 
MD3 Perubahan Kcdua sangat berbeda dcngan Pasai 245 ayat (1) UU 17/2014 
sebagaimana teiah diputus konstitiisionalitasnya berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstiiusi Nomor 76/PUUXll/2014di atas.

e, Bahwa secara kontekstual, maksud pemhentuk undang-undang mcrumuskan 
norma sebagaimana tcrmuatdaiam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah 
dalam konteks pcmcnuhan hak imuniias anggota DPR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat 
teiah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 76/PUU-XII/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas 
terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan 
mellndungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya 
dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam 
melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konsiitusionalnya tidak mudah 
dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 
Perubahan Kedua yang mongandung substansi dan pengertian sebagaimana 
diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak 
konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari niosofi dan hakikatnya sebab 
dengan rumusan demikian berarti:
1) hak imunitas tcrsehui juga mencakup aiau berlaku terhadap bukan hanya 

jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam kerangka 
proses penyidikan sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga 
tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan iintuk hal 
yanglainnya:

2) hak imunitas tersebui bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan 
melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;

3) hak imunitas itu dlejawantahkan bukan terutama oleh dlharuskannya 
persetujuan tertuiis dari Presiden tcricbih dahulu untuk dapat memanggil 
dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar 
sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh 
keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya
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pertimbangan MKD, persetujuan tertuiis dari Presiden tidak dapat 
dikeluarkan.

f. Konstruksi pengertian yang lerbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 
245 ayat [1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya teiah 
bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya. yakni sebagai 
pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A 
ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:
1) bertentangan dengan fungsi MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A 

UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya 
fungsi demikian.

2) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU 
MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyebulkan adanya tugas 
demikian meskipun hanya secara implisiu

3) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 
122A UU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekali tidak menyebutkan 
adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit.

g. Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat 
(I) UU MD3 Perubahan Kedua, teiah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 
ayat (.1) UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena 
kontradiktif dengan Rlosofl dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR 
yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar 
beiakang pembentukan MKD.

h. Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan 
para Pemohon beralasan menurui hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma 
yang terkandung dalam Pasal 245 ayat [1) UU MD3 Perubahan Kedua 
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki 
pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam 
sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun 
demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau 
hakikat yang dimohonkan oieh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa 
syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota 
DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan 
tertuiis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
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76/PUU-XH/2014, sehingga lerhadap persoalan inkonstUusionaUtas norma 
Pasal 245 ayat [1) UU MD3 Perubahan Kedua. Mahkamah akan menjatuhkan 
putusan yang dipandang lebih lepal sebagaimana lermuat dalam amar putusan
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KATA PENGANTAR

DPR Rl memiliki 3 [tiga) fungsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan poliiik 
luar negerl. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR Rl adalah molakukan pcmantauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusal Pemantauan Pelaksanaan Undang- 
Undang di Badan Keahtian DPR Rl memberikan 
dukungan keahlian kepada DPR Ri dalam
menjalankan fungsi pengawasan lersebut dcngan memantau dan menginventarisir 
Putusan-Putusan Mahkamah Konslilusi yang nienyatakan pasal/ayat dalam undang- 
undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan [UU 
IPS) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan kelembagaan penjamin 
simpanan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU 
LPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional 
bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. 
Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang batang tubuh undang-undang, 
Informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, 
dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas 
pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggoia DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

KepalaPusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansvah. S.H.. Mil
NIP.196902131993021001
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UNDANG-UNOANG REPUBLIK (NDONESIA 

N0M0R24 TAHUN 2004 

TENTANG

LEMBAGA PENjAM[N SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa uncuk menunjang terwujudnya perekonomian nasionai 
yang stabil dan tangguh, diperlukan siiatu sistem perbankan yang 
sehat dan stabil;

b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil 
diperlukan penycmpuruaan tcrhadap program penjaminan 
simpanan nasabah bank;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminanterhadap 
simpanan nasabah bank terscbut perlu dibentuk suatu lembaga 
yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk 
melaksanakan program dimaksud;

d. bahwa bcrdasarkan perdmbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (U Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Taiiun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor4357);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5. Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);

Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PEN)AMIN SIMPANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Simpanan adalali simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya dlsebut LPP, adalah Bank 

Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Perbankan.

6. Nasabah Debilur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang tentang Perbankan.

7. Bank Cagal {failing bank) adalah bank yang mengalaml kesulitan keuangan dan 
membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi 
disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dlmilikinya,

8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya dlsebut Penjaminan. 
adalah penjaminan yang dllaksanakan oteh Lembaga Penjamin Simpanan atas 
simpanan nasabah bank.

9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP.



Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan 
penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gogal yang ditcngarai berdampak 
sistemik.

10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga 
Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kcwajiban di masa 
yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tiigas dan wevvenang Lembaga 
Penjamin Simpanan.

11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga 
Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau 
pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas dan wevvenang Lembaga Penjamin Simpanan.

12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peratiiran yang ditetapkan oleh 
Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan 
penanganan Bank Gagal scbagaimana diaCur dalam Undang-Undangini.

13. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
14. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan 

Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saliam scbagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang

selanjutnya disebutLPS.

(2) LPS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.

(3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas danwewenangnya.

(4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3
(1) LPS berkedudukan di ibukoia Negara Republik Indonesia.

(2) LPSdapat mempunyai kantor pcrwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor
perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB 111
FUNGSl, TUGAS, DAN WEWENANG 

Pasal 4
Fungsi LPS adalah;
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 

kewenangannya.

Pasal 5
(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS 

mempunyai tugas;
a. Merumiiskan danmenetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan 

simpanan; dan
b. melaksanakan penjaminan simpanan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS 
mempunyai tugas sebagai berlkut;
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif 

memelihara stabilitas sistem perbankan;
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian 

Bank Gagal {barik resolution) yang lidak berdampak sistemik; dan
c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS 

mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menetapkan dan memungut premi penjaminan:
b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali 

menjadi peserta;
c. mcLikukan penpoiolaan keJ<.tv.«an dun Lew.'dibnn
d. mendapatkan data simpanan nasabah, data keschatan bank, laporan 

keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak 
melanggar kerahasiaan bank;

e. melakukan rekonsiliasi, veriflkasi, dan/atau konfirmasi atas data

Mahkamah Konsiitiisi menyatakan Pasal fi .nyai (\) hurufe bertentangan dengan UUD Tahun 194S dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanfang tidak dimaknai 'termasuk dapat 
melakukan tindakan hapus buku dan hapiis tagih terhadap aset berupa ptutang sepanjang 
memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (S) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan" melahii Puiusan MK Nomor 1/PUU- 
XVi/2018.

❖ Pasal/ayat tersebutbelum ditindaklanjuU dengan perubahan Undang-Undangini.



sebagaimana dimaksud pada huruf d;
menetapkan syarat, tata cara, dan ketcntuan pembayaran klaim; 
menunjuk. menguasakan. dan/atau mcnugaskan pihak lain untuk 
bertindak bagi kcpentingan dan/atau atas nama LPS, giina melaksanakan 
sebagian tugas tercentu;
molakukan penyuUihan kepada hank dan masyarakat tentang penjaminan 
simpanan; dan

i. mcnjatuhkan sanksi administratif.
[2^ LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Cagal dengan 

kewenangan:
a. mengambil alih dan mcnjalankan segala hak dan wewenang pemegang 

saham. termasuk hak dan wewenang RU PS;
menguasai dan mengclola aset dan kewajihan Bank Gagal yang diselamatkan, 
meninjau ulang, mcmbatalkan, mengakhiri. dan/atau mengubah setiap 
kontrak yang mcngikat Bank Cagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga 
yangmerugikan bank; dan
menjual dan/atau mengaiihkan aset bank tanpa persetujuan debitur 
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur,

b.

d.

LPS dapat meminta data.
Pasal 7

(1) Dalam mcnjalankan tugas dan wewenangnya, 
informasi, dan/atau dokumen kepada pihaklain.

(2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB IV
PENIAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Baglan Pertama 
Kepesertaan

Pasal8
(1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib menjadi peseria Penjaminan.
(2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada 

ayat(l) ddak termasuk Badan KreditDesa.

Pasal 9
Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:
a. menyerahkan dokumen sebagai berikut;

1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
2) salinan dokumen perixinan bank:
3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang 

dilengkapi dengan datapendukung;
4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang 

memuat;
i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank 

untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana dltetapkan dalam 
PeraturanLPS;

ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian 
dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan 
kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank:

iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak. 
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kcpentingan apabila bank 
menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau 
dilikuidasl;

membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari moda 
sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dan modal 
diselor bagi bankbaru:
membayar premi Penjaminan: ^
menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentuten, 
memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka
nenyclengearaan Penjaminan: dan . ^ i. i
menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau 
tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua 
Simpanan Yang DIjamln

Pasal 10
LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertinkat 
deposito. tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersaraakan dengan itu.

Pasal 11
(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling 

banyak RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipemilii saiah satu atau 

lebih kriteria sebagai berikut;

b.



1999 tcntang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak 
berlakii untuk likuidasi bank yang terjadi sctelah Undang-Undang ini berlaku.

LAMPIRAN
PERTfMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTfTUSI

Pasal 103

Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas} bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Rcpublik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
Sekretari.<; Negara Republik Indonesia,

ttd

BAMBANGKESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR96.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet 

Bidang Kukum dan 
Penindang-undangan

ttd

l..ambock V, Nahatta

1. Pasal 6 ayat (1) huruf c
Bahwa dalam Putusan MK Nomor l/PUU-XVl/2018, MK memberikan pcrtimbangan
hukum lerbadap pengnjian Pasal 6 ayat (1) liuruf c UU l.PS sebagai berikul:
a. Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam 

Likuidasi (BDL) lerhadap r.asabah kreditornya oleh LPS, maka semua hakyang 
dimiliki oleh BDL lerhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk 
piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampaklah adanya pergantian kedudukan 
BDL lerhadap debitornya oleh LPS. Bahwa pada saat LPS menerima pengalihan 
piutang bermasalah darl tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan 
dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena 
adanya perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan 
debitur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya. Upaya 
penagihan dan penyeiesaian ucang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS 
menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan 
biaya pengelolaan dan penagihan, menghabiskan waktu dan tenaga, sedangkan 
jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatai pada neraca 
bankyang belum tcniu akan diterima oleh l.PS. Baluva kenyataannya dalam UU 
LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di 
sisi lain dalam rangka melaksanakan lugasnya LPS mempunyai wewenang 
antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS [vide Pasal 6 
ayat [1) huruf c UU LPS] dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan 
penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) UU LPS].
Bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS tersebut kemudian 
diatur dalam undang-undang lain yaitu Pasal 46 ayat (5) Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2016 lentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem 
Kcuangan (UU PPKSK) yang menyaiakan. Huniuk menyelesaikan aset dan 
kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS 
memiliki wewenang untuk menghapus buku dan monghapus tagih aset".

b. Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan 
hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar 
untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak 
dalam menjalankan lugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri. 
Bahwa kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku 
dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang lerhadap debitur bank 
sistemik setelah Program Restrukiurisasi Perbankan (PRP) diakhiri. Meskipun 
UU PPKSK diberlakukan dalam kcadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku 
dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudah 
benikhir, karena Presiden lelah memutuskan untuk mengakhiri PRP

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAANIINOANG-IINDANG 
BADAN KEAHLIAN DPRRJ |41



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK. maka pasca PRP 
keadaan sudah tidak krisis lagi.

c. Menimbang bahwa bila dibandingkan dengan pemberlakuan UU IPS terhadap 
bank sistcmik dan non sistemik, apakah kcwenangan hapus buku dan hapus 
tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS 
memiliki kewenangan hapus buku dan liapus tagih dalam UU LPS, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:
1) Bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan 

mengelola kekayaan dan kewajiban LPS serta berUnggung jawab atas 
pengelolaan dan penatausahaan seimia aset [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c 
dan Pasal ayat (3) UU LPS). Secara umum, pengelolaan piuung dari 
pihak yang berpiutang (perseorangan rnaupun badan hukum) melekat 
kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di 
dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan 
demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, 
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karcna UU PPKSK itu 
berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, 
yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara 
serta-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal 
sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku 
balk terhadap bank sistemik rnaupun bank non-sistemik.

2) Terhadap pcrsoalan tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Pemohonyang 
menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi 
kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam UU PPKSK berlaku pula 
untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri dengan alasan yang apabila 
diringkaskan adalah alasan efisicnsi dan kepastian hukum, menurut 
Malikamah. secara umum dalil PemoUon tersebut memiliki landasan 
argumentasi yang cukup. Namun. oleh karena aset yang dikelola oleh LPS 
tersebut adalah berkaitan dengan kekayaan negara dan adanya hak 
masyarakat di dalamnya, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus 
tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas 
seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau 
badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara, Dengan 
demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam 
keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan 
diiaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

3) Bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini 
LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-halian dan menganut asas 
transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku 
dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir [uliimum remedium) 
dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan 
tindakan moral ho7.ard. Kchati-haiian demikian relevan dengan tahapan-

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR R1

tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU
PPKSK yaitu bahwa tindakan iiapus buku harus dilakukan melalui

beberapa tahapan yakni;
a) Upaya penyeiamatan tagihan seperti penagihan intensif;
»)) Pengkondisian kembali [reconditioning)-.
c) Penjadwalan Kembali [restructuring)-,
d) Restrukturisasi [restructuring)-.
e) Penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan 

dikeiuarkan;
Q Upaya penagilian tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat 

(5) UU PPKSK]
d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap 

permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat [1] Huruf c UU LPS dlnyaukan 
inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa "melakukan pengelolaan kekayaan 
dan kewajiban LPS" tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan 
hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang", menurut 
Mahkamah hal tersebut tidak seponuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah 
mengingat hak hapus buku dan hapus ugih dapat diberikan sepanjang masih 
berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (4) UU 
PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu 
permolionan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

|42
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN 

MELALUI PUTUSAN MK

dan Bfc Op

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI



4.

5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4635]:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248];

•1/--

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWANPERWAKiLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan . /

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
1̂ . V

(f-
V

MEMUTUSKAN:
r"'r '■>

Menetapk^n: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKi v/‘'. ' >

■ ..Uy‘
f

.y y1'
BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

-S )
■'. )

-• // ft/ J

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 
Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 
yang telah berumur 12 [dua belas] tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas] tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anakyang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas] tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 
pidana.
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UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHAESA 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

i r1 • b.

c.

Menimbang: - a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
1 • / yang memiliki harkat dan martabatsebagai manusiaseutuhnya;

bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak 
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum 
dalam sistem peradilan;
bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak 
Anak [Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip 
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 
memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum;
bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan 
hukum masyarakat karena belum secara komprehensif 
memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan 
hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c; dan huruf d, perlu membentuk Undang- 
UridangtentangSistem Peradilan Pidana Anak;

d.

e.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat [1], Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan 
Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235):
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama 
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD 
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai 
representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik 
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan 
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan _ ______
dukungan keahlian kepada DPR Ri dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut 
dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [UU 
SPPA) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan sistem peradilan pidana 
anak di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. 
Beberapa pasal/ayat dalam UU SPPA telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatoleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusiona! maupun 
konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang 
aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang- 
undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta 
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansvah. S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001
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BAB X
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DANEVALUASI

Pasal 94
Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak 
melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan dalam rangka 
sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian 
administrasi pcrkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 
dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang 
perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

i V

1 t J •' ’1\\l'/ '/

BAB XI
SANKSIADMINISTRATIF

Pasal 95

rc-rn
. • j /

Pejabatatau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1] 
dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) -dan ayat (4), Pasal 55 
ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

s

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
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Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).1

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
[1] dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak RpSOO.OOO.OOO.OO [lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun.2

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.3

Pasal 101

Pejabat pcngadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun.4

1 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 96 bertentangan dengan DUD Tahun 1945. dan tidak
mempunyai kekuatari hukum mengikat meialui Putusan MK Nomor llO/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditlndaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

2 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 99 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat meialui Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditlndaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

3 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 100 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat meialui Putusan MK Nomor llO/PUU-X/2012.

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditlndaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

4 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 101 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat meialui Putusan MK Nomor llO/PUU-X/2012.
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:
a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yangsudah dilimpahkan ke 

pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum 
acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan 
hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang 

masih berada di iembaga pemasyarakatan anak diserahkankepada:
a. orangtua/Wali;
b. LPKS/keagamaan; atau
c. kementerian atau dinas yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial. r

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
menteri yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

Pasal 104
Setiap Iembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi 
LPKA sesuai dengan Undang- Undangini paling lama 3.(tiga3 tahun. .1 ' ,

/■............. '
<\ BAB XIV \ /

KETENTUAN PENUTUP * ..........

Pasal 105
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang- 

Undang ini:

❖ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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a.
b.
c.
d.

e.

e.
f.

setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik; 
setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum; 
setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dl bidang hukum 
wajibmembangiin Bapas di kabupaten/kota;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 
j^ajlBHiBibbangun hPAS di provinsi; dan
keincHteri^tl pemerintahan di bidang sosial

(2} Ketcw|?^3jiInjiieg|fenak pbhMmg|^an3ktanl;5^:^sBapas dan LPKS sebagaimana 
dimaksud pada I(i^shuruf d dan hurufnf 
provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

(33 Daiam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan 
lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668], dicabut dan dinyatakan 
tidakberlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 [satu) 
tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan. - ^ ^ /

f > - ;•••■ ■

Pasal 108 / v.

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang Ini 
dengan penempatannya daiam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan dijakarta 

pada tanggal 30 juli 2012
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

■■■ r. 
- -i-' ^ ' '-t > > ■-

Diundangkan di Jakarta '

pada tanggal 30 Juli 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101

Bahwa dalam Putusan Nomor llO/PUU-X/2012, MK memberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Praktik 

Kedokteran sebagai berikut;

a. Bahwa ketentuan konstitusiona! mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk 

merumuskannya secara normatif dalam Undang-Undang dalam rangka 

memberikan jaminan secara hukum bag! terselenggaranya peradilan dalam 

rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai 

pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat 

khusus sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, 

penyidik, dan penuntutumum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan 

sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan 

terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh kareria yang 

dihadapi dalam proses peradilan tersebutadalah anak dengan posisi dan kondisi 

sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan 

daripada hukumnya. Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut 

maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversi dalam rangka 

keadilan restoratif;

b. Bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman 

pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, 

pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan 

saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai 

kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang 

terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan 

hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga 

telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam 

penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap 

pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut 

adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan
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kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal 

demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1] UUD Tahun 1945 dan kontra produktif 

dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif 

dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;

2. Pasai 99

Bahwa dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan 

hukum terhadap pengujian Pasal 99 UU SPPA sebagai berikut: 

a. Bahwa Sistem Peradllan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana 

[vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah 

satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai 

ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak 

melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahapan setelah dilakukan 

perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersebut, 

Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor llO/PUU-X/2012, 
bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 
yang menentukan ancaman pidana kepado pejabat khusus dalam 
penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengodilan, penyidik, dan 
penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan sajo tidak merumuskan 
ketentuon-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan 
kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut 
umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi 
penyelenggaraan peradilon yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga teloh 
melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam 
penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negotif terhadap 
pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif 
tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa 
ketakuton dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam 
mengadili suatu perkara. Hoi demikian menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk 
menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam 
rangka keadilan restoratif;"
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b. Bahwa setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang 

dimohonkan para Pemohon a quo ternyata merupakan satu kesatuan yang saling 

berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang- undang yang 

telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor llO/PUUX/2012. bertanggal 28 Maret 2013, yang 

merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya 

sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap 

pembimbingan setelah menjalani pindana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA], Oleh 

karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tcpat 

bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses 

SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan 

dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, dibedakan 

perlakuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas 

dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh 

komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat 

khusus, akan tetapi bukan berartl Mahkamah membenarkan alasan 

independensi dalam pengertian yang universal di dalam menerima dalil-dalil 

para Pemohon a quo. Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun 

Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohon a quo 

inkonstitusional, hal itu tidak berartl memperbolehkan pejabat yang melakukan 

tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu 

yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja 

merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak 

mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap 

orangyang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat 

termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan 

untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan 

ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan 

sengaja dan dengan melawon hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau 

meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana 

penjara poling lama delapan tahun".
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